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BAB IV 

TEMA, PRIORITAS DAN SASARAN  

PEMBANGUNAN DAERAH 

 

 

4.1. Tema Pembangunan Daerah 

Tema pembangunan Kabupaten Bangka Tahun 2018 ditentukan dengan 

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : 

1. Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005 - 

2025. 

Pembangunan Daerah Tahun 2017 adalah bagian dari tahapan RPJMD (2014-2018) 

yang memasuki tahun ke empat dan mengimplementasikan RPJPD Kabupaten 

Bangka (2005 – 2025) pada tahapan lima tahun ketiga (2016-2020). Pada era 

pembangunan lima tahun ketiga reformasi ekonomi menuju perekonomian yang 

berbasis keunggulan kompetitif masih terus ditingkatkan. Peningkatan nilai tambah 

(value added) dari sektor-sektor unggulan daerah melalui pembangunan industri 

yang mengolah sektor unggulan daerah akan dikembangkan sebagai industri 

pendukung (supporting industries) dalam konteks pembangunan industri nasional 

yang menerapkan pendekatan pengembangan industri melalui konsep klaster² 

dalam upaya membangun daya saing industri yang berkelanjutan. Upaya ini 

dilakukan dengan tetap memprioritaskan peningkatan sumber daya manusia 

melalui peningkatan derajat pendidikan dan kesehatan, mengurangi kesenjangan 

pembangunan antar daerah dan kelompok masyarakat melalui pemberdayaan 

masyarakat desa dan pembangunan kewilayahan lainnya. Prioritas pembangunan 

ditekankan pada pembangunan perekonomian melalui sektor Industri dan 

Perdagangan bersumber pada Pertanian, Perikanan, Kebudayaan dan Pariwisata, 

pengembangan Sumber Daya Manusia melalui pembangunan Pendidikan, 

Kesehatan, kesejahteraan sosial melalui Penanggulangan Kemiskinan, peningkatan 

kinerja pemerintahan melalui Reformasi Birokrasi dan Tata Pemerintahan,  

peningkatan sarana dan prasarana melalui pembangunan infrastruktur dengan 

tetap menjaga kelestarian alam dan Lingkungan Hidup serta penataan ruang. 
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2. Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangka Tahun 2010 - 2030.  

Pembangunan Daerah Tahun 2018 adalah bagian dari periode pelaksanaan      

tahap II (2016-2020). Sesuai dengan tujuan penataan ruang yaitu pemerataan 

pembangunan antar wilayah untuk mengurangi kesenjangan yang terjadi antar 

wilayah sebagai salah satu dampak pembangunan. Strategi pembangunan 

dilaksanakan dalam rangka perwujudan pemantapan sistem perkotaan, 

peningkatan akses pusat kota – pusat pertumbuhan ekonomi – kecamatan dan 

desa, Sistem Prasarana Wilayah, Rencana Pola Ruang, Kawasan Strategis 

diantaranya pengembangan Kawasan Budidaya, Kawasan Strategis Kabupaten, 

peningkatan kapasitas infrastruktur wilayah serta pemanfaatan sumber daya alam 

secara optimal dan berkelanjutan. 

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Tahun 2014 - 2018 

Pembangunan Daerah Tahun 2018 adalah tahun ke-V dari RPJMD Tahun 2014-

2018 untuk mewujudkan visi “Bangka Bermartabat”. Pembangunan tahun ke-V 

ditandai dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terciptanya sarana 

dan prasarana pembangunan yang memadai, terberdayanya masyarakat melalui 

partisipasi di berbagai jenjang, terkelolanya lingkungan hidup dengan baik, dan 

meningkatnya kesejahteraan masyarakat sehingga terwujudnya “Bangka 

Bermartabat”. Dinamika dan realita kondisi umum daerah, yang didalamnya 

mencakup hal-hal sebagai berikut:  

a. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2017. 

b. Capaian-capaian pada tahun-tahun sebelumnya. 

c. Isu Strategis dan masalah mendesak yang harus segera ditangani : 

1) Lemahnya promosi dan event pariwisata. Masih terbatasnya jumlah 

kebudayaan yang mendapatkan legalitas HAKI (Hak Atas Kekayaan 

Intelektual) dan hak paten, minimnya pemberdayaan terhadap sanggar seni 

dan budaya serta belum terintegrasinya kebudayaan dalam mendukung 

pariwisata daerah. Selain itu belum terpadunya pengelolaan dan promosi 

untuk event pariwisata, belum optimalnya pemberdayaan budaya daerah 

sebagai komoditi wisata, belum tersedianya transportasi umum menuju 

objek wisata, masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang sadar wisata. 

2) Rendahnya Aksesibiltas dan Pelayanan Kebersihan. Masih terbatasnya  

cakupan pelayanan kebesihan sebagai dampak dari terbatasnya armada 

kebersihan, Tempat Pembuangan Sampah (TPS) sebagai eksternalitas 
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proyek pelebaran jalan Sungailiat – Pangkalpinang dan Tempat 

Pembuangan Akhir (TPA) yang belum optimal menjadi fokus utama 

Pemkab Bangka dalam upaya menangani masalah lingkungan hidup. 

3) Disparitas Perekonomian antar Kecamatan. Melebarnya kesenjangan 

pendapatan antar penduduk. Kesenjangan ini dapat berdampak pada 

masalah-masalah sosial. Pembangunan hanya dirasakan oleh segelintir 

orang saja yang mempunyai modal besar. Yang kuat memakan yang lemah, 

sehingga terjadi distribusi pendapatan yang senjang. Karena itu, dalam 

pembangunan ekonomi, lembaga-lembaga ekonomi yang terlibat tidak 

hanya dari pemilik modal saja, tapi juga yang berasal dari masyarakat yang 

mempunyai modal kecil.  

4) Tingkat Kemiskinan, Disparitas dan Pengangguran. Ketiga masalah sosial 

ekonomi menunjukkan kinerja yang memuaskan dalam kurun waktu 

terakhir, angka kemisknan menurun dari 5,63 persen menjadi 5,22 persen 

di tahun 2016, indeks gini, indeks Williamson dan kriteria Bank Dunia 

berada pada level yang rendah masih di bawah nasional, namun 

bagaimanapun ketiga masalah tersebut tetaplah menjadi “aib” bagi 

keberhasilan pembangunan sehingga perlu ditekan serendah mungkin. 

5) Implementasi Reformasi Birokrasi Belum Optimal. Berbagai capaian kinerja 

Pemkab Bangka terkait pelaksanaan reformasi birokrasi sudah berjalan 

dengan baik namun masih perlu ditingkatkan dalam rangka mewujudkan 

pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean govermance). Masih 

belum optimalnya pelayanan publik yang ditandai dengan capaian Indeks 

Kepuasan Masyarakat yang masih dalam kategori “cukup memuaskan” dan 

opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi perhatian khusus 

Pemkab Bangka di tahun 2018.    

6) Menjaga Stabilitas Ketahanan Pangan. Keterbatasan Kualitas SDM 

peternakan untuk mengatasi masalah percepatan budidaya peternakan 

penerapan teknologi tepat guna untuk mewujudkan peningkatan produksi 

dan produktifitas serta pengembangan industri pengolahan hasil 

peternakan.  

7) Rendahnya Aksesibilitas dan Kualitas Kesehatan. Angka harapan hidup 

yang masih dibawah rata-rata nasional, tingginya angka kematian bayi, 

masih terjadinya kasus gizi buruk dan rendahnya tingkat akreditasi 
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Pemberi Pelayanan Kesehatan serta rendahnya cakupan air bersih dan 

sanitasi yang dimiliki warga. 

8) Disparitas Perekonomian antar Kecamatan (Infrastruktur). Masih 

rendahnya kualitas dan kuantitas penyediaan infrastuktur yang akan 

menjadi titik perhatian utama baik untuk sentra kegiatan ekonomi maupun 

kawasan pemukiman. Infrastruktur merupakan salah satu basic expenditure 

dalam struktur  pemerintahan daerah, meliputi sarana listrik, air bersih, 

akses transportasi yang lancar, irigasi, sanitasi, persampahan, drainase, dan 

kebutuhan rumah layak huni. 

9) Permasalahan dalam penataan ruang lebih disebabkan karena Sumber Daya 

Manusia (SDM) masih terbatas untuk melakukan penataan ruang, belum 

terbentuknya pokja pengendalian dan pelaksanaan pengendalian, belum 

ada ketegasan pelaksanaan penegakan hukum Peraturan Dearah Tata 

Ruang. 

10) Rendahnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan. Masih rendahnya Angka 

Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Rata-Rata Harapan Lama Sekolah, Angka 

Partisipasi Sekolah dan tingginya Angka Putus Sekolah terutama di jenjang 

pendidikan SMP serta masih tingginya disparitas mutu pendidikan.  

4. Rencana Kerja Pemerintah RI Tahun 2018 sebagai satu kesatuan rencana 

pembangunan nasional, melaksanakan quick wins dan program lanjutan yaitu 

sasaran-sasaran unggulan yang bersifat urgent, realistis, berdampak besar bagi 

masyarakat dilakukan melalui “Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk 

Pertumbuhan dan Pemerataan”, melalui enam dimensi pembangunan yaitu:  

1) Dimensi Pembangunan Ekonomi difokuskan untuk meningkatkan 

ketersediaan dan perluasan distribusi kebutuhan pokok dan meningkatkan 

taraf hidup masyarakat. 

Tabel 4.1 

Strategi dan Arah Kebijakan Dimensi Pembangunan Ekonomi 

Strategi Arah Kebijakan Nasional Arah Kebijakan Daerah 

Meningkatkan 
Kesejahteraan 
Masyarakat Secara Adil 
dan Merata 

� Pengembangan Perwilayahan 
Industri 

� Meningkatkan daya saing 
UMKM dan koperasi sehingga 
mampu tumbuh menjadi 
usaha yang berkelanjutan 
dengan skala yang lebih besar 
(“naik kelas”) dalam rangka 
mendukung kemandirian 

� Mendorong laju produksi 
sektor unggulan daerah 
terutama perkebunan, 
pertanian, kelautan, 
perikanan, industri dan 
pariwisata 

� Pembentukan kantor 
perwakilan pemasaran di 
negara tujuan ekspor 
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Strategi Arah Kebijakan Nasional Arah Kebijakan Daerah 

perekonomian nasional 
� Pemasaran pariwisata 

nasional 
� Pembangunan destinasi 

pariwisata 
� Pembangunan industri 

pariwisata 
� Pembangunan kelembagaan 

pariwisata 
� Memfasilitasi orang kreatif 

(OK) di sepanjang rantai nilai 
yang dimulai dari trahap 
kreasi, produksi, distribusi, 
konsumsi, hingga konservasi 

� menciptakan iklim investasi 
dan iklim usaha yang lebih 
berdaya saing 

� Mengembangkan dan 
memperkuat investasi di 
sektor riil 

� Meningkatkan aktivitas 
perdagangan dalam negeri 
yang lebih efisien dan 
berkeadilan 

� Memperkuat daya saing 
ekspor produk non-migas dan 
jasa bernilai tambah tinggi 

komoditas unggulan 
� Pemanfaatan resi gudang 

bagi petani 
� Revitalisasi BUMD 
� Mempercepat 

groundbreaking zona 
rencana Kawasan Ekonomi 
Khusus (KEK) pariwisata 
Bangka 

� Mendorong investasi agro 
industri dan industri hilir 
pertanian yang akan 
berdampak siginifikan 
terhadap aktivitas 
perekonomian daerah 

� Merubah struktur pasar 
oligopoli pada komoditi 
pertanian 

� Memperpendek rantai 
pemasaran pada komoditi 
pertanian 

� Menghilangkan fenomena 
principal agent pada 
produk pertanian 

� Proteksi input dan ouput 
produksi 

� Stimulus fiskal untuk 
sektor pertanian dan 
UMKM 

� Mendorong peran 
pemerintah desa dalam 
perekonomian 

� Desentralisasi kewenangan 
perijinan tertentu kepada 
kecamatan 

� Penguatan lembaga 
pelayanan perijinan dan 
pelayanan modal 

� Meningkatkan koordinasi 
kebijakan perekonomian 
antar daerah 

Meningkatkan Kapasitas 
Fiskal Daerah 

� Reformasi kebijakan secara 
komprehensif dan 
optimalisasi penerimaan 
perpajakan 

� Intensifikasi dan 
Ekstensifikasi Pendapatan 
Daerah yang Memiliki 
Keunggulan Komperatif 
dan Kompetitif 

� Peningkatan Pendapatan 
Melalui Reformasi dan 
Regulasi Pendapatan 
Daerah 

� Mengoptimalkan 
Pendapatan Daerah yang 
berasal dari Dana 
Perimbangan 

Mempertajam Alokasi 
Belanja Daerah secara 
Efektif dan Efisien  

� Meningkatkan kualitas belanja 
negara 

� Memprioritaskan belanja 
untuk pencapaian akhir 
RPJMD 2014-2018  

� Memprioritaskan alokasi 
dana hibah terutama pada 
Komisi Pemilhan Umum 
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Strategi Arah Kebijakan Nasional Arah Kebijakan Daerah 

(KPU) pada BAWASLU 
belanja tidak langsung 
dalam rangka menjamin 
kelancaran Pemilihan 
Kepala Daerah (PILKDA), 
pelaksanaan Pekan 
Olahraga Provinsi 
(Porprov) Babel 2018 

� Mempertajam alokasi 
belanja untuk dimensi 
pembangunan manusia 
yang difokuskan pada 
pembangunan bidang 
pendidikan, kesehatan dan 
perumahan 

� Mempertajam alokasi 
belanja untuk dimensi 
pembangunan sektor 
unggulan yang difokuskan 
pada pembangunan 
kedaulatan pangan, 
kedaulatan energi dan 
ketenagalistrian, 
kemaritiman, pariwisata 
dan industri 

� Mempertajam alokasi 
belanja untuk dimensi 
pemerataan dan 
kewilayahan. Pemerataan 
antar kelompok 
pendapatan 

� Mempertajam alokasi 
belanja untuk dimensi tata 
kelola dan reformasi 
birokrasi. 

� Mempertajam alokasi 
belanja untuk dimensi 
berwawasan lingkungan 

� Mempertahankan proporsi 
belanja langsung lebih 
besar dari belanja tidak 
langsung 

� Mengelola difisit anggaran 
dalam batas yang 
diperkenankan 

 

2) Dimensi Pembangunan Manusia utamanya akan difokuskan pada pemenuhan 

kewajiban dasar yaitu revolusi mental, pembangunan pendidikan, kesehatan 

serta pembangunan perumahan. 

Tabel 4.2 
Strategi dan Arah Kebijakan Dimensi Pembangunan Manusia  

Strategi Arah Kebijakan Nasional Arah Kebijakan Daerah 

Pendidikan; 
Meningkatkan akses 

� Melanjutkan upaya untuk 
memenuhi hak seluruh 

� Wajib Belajar Sembilan 
Tahun (pendidikan gratis 
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Strategi Arah Kebijakan Nasional Arah Kebijakan Daerah 

terhadap kualitas dan 
kuantitias pendidikan 

penduduk mendapatkan 
layanan pendidikan dasar 
berkualitas 

� Meningkatkan akses 
pendidikan menengah yang 
berkualitas 

� Meningkatkan peran swasta 
dalam menyediakan layanan 
pendidikan menengah yang 
berkualitas 

� Meningkatkan relevansi 
pendidikan kejuruan dengan 
kebutuhan dunia kerja 

� Meningkatkan akses terhadap 
layanan pendidikan dan 
pelatihan keterampilan 

� Meningkatkan kualitas 
pembelajaran 

sampai tingkat SLTP) 
� Penerapan kurikulum 

sesuai ketentuan 
� Pengembangan pendidikan 

usia dini berkarakter 
� Peningkatan 

penyelenggaraan 
pendidikan luar sekolah 

� Peningkatan kompetensi 
guru 

� Pengelolaan perpustakaan 
daerah sebagai pusat 
literasi daerah dan 
pengembangan 
perpustakaan desa serta 
taman bacaaan masyarakat 

Kesehatan; Meningkatkan 
akses terhaap kualitas 
dan kuantitias kesehatan 

� Akselerasi pemenuhan akses 
pelayanan kesehatan ibu, 
anak, remaja dan lanjut usia 
yang berkualitas 

� Mempercepat perbaikan gizi 
masyarakat 

� Meningkatkan pengendalian 
penyakit dan penyehatan 
lingkungan 

� Memantapkan pelaksanaan 
Sistem Jaminan Sosial 
Nasional (SJSN) bidang 
kesehatan 

� Meningkatkan akses 
pelayanan kesehatan dasar 
yang berkualitas 

� Meningkatkan akses 
pelayanan kesehatan rujukan 
yang berkualitas 

� Meningkatkan ketersediaan, 
penyebaran, mutu sumber 
daya manusia kesehatan  

� Meningkatkan ketersediaan, 
ketergantungan, pemerataan 
dan kualitas farmasi dan alat 
kesehatan 

� Meningkatkan pengawasan 
obat dan makanan    

� Penguatan dan pemaduan 
kebijakan pelayanan KB dan 
kesehatan reproduksi 

� Peningkatan jumlah dan 
penguatan kapasitas tenaga 
lapangan KB, tenaga 
kesehatan pelayanan KB dan 
penguatan lembaga di tingkat 
masyarakat 

� Peningkatan pelayanan KB 
dengan penggunaan metode 
kontrasepsi jangka panjang   

� Ketersediaan layanan 
kesehatan sesuai standar 
 

Perumahan; 
Meningkatkan akses 

� Meningkatkan akses 
masyarakat berpendapatan 

� Pembangunan dan 
rehabilitasi infrastruktur 
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Strategi Arah Kebijakan Nasional Arah Kebijakan Daerah 

perumahan kepada 
masyarakat miskin dan 
berpenghasilan rendah 

rendah terhadap hunian baru 
yang layak, aman dan 
terjangkau melalui fasilitas 
likuiditas pembiayaan 
perumahan, bantuan stimulan 
pembangunan rumah swadaya 
serta penciptaan iklim yang 
kondusif dalam penyediaan 
perumahan 

� Peningkatan kualitas hunian 
dan permukiman bagi 
masyarakat berpendapatan 
rendah melalui bantuan 
stimulan perumahan swadaya, 
penyediaan prasarana, sarana 
dan utilitas penyelesaian 
rencana penanganan kawasan 
kumuh dalam rangka 
pencegahan dan penanganan 
permukiman kumuh 

� Peningkatan akses air minum 
dan sanitasi yang layak 
melalui sinergi pembangunan 
infrastruktur, penerapan 
manajemen layanan terpadu 
serta peningkatan keterlibatan 
dan perubahan prilaku 
masyarakat  

� Menjamin ketahanan air  
melalui pembangunan dan 
pengelolaan infrastruktur air 
baku dan sanitasi serta 
optimasi sistem eksisting air 
minum dan pelaksanaan 
bauran air    

jalan, jembatan, drainase, 
irigasi dan pemukiman 

� Peningkatan layanan air 
bersih dan sanitasi 

� Peningkatan layanan air 
bersih dan sanitasi 

� Pengamanan sumber air 
baku yang konsisten 

� Advokasi pembangunan 
sanitasi yang layak dan 
aman bagi masyarakat 

 

3) Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan diarahkan pada perkuatan 

kedaulatan pangan, kedaulatan energi & ketenaga listrikan, kemaritimanan dan 

kelautan, pariwisata serta kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus 

(KEK). 

Tabel 4.3 
Strategi dan Arah Kebijakan Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan  

STRATEGI KEBIJAKAN NASIONAL KEBIJAKAN DAERAH 

Peningkatan nilai tambah, 
daya saing dan 
pemasaran produk 
pertanian 

� Peningkatan ketersediaan 
pangan melalui penguatan 
kapasitas produksi Dalam 
Negeri 

� Meningkatkan produksi dan 
mutu produk pertanian, 
perikanan dan kehutanan 
serta efisiensi produksi 

� Peningkatan aksesibilitas 
masyarakat terhadap pangan 

� Mengembangkan dukungan 
ilmu pengetahuan dan 
teknologi 

� Meningkatkan perbaikan 
kualitas konsumsi pangan 
dan gizi masyarakat 

� Bantuan Subsidi dan Sarana 
Produksi yang Tepat 
Sasaran 
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STRATEGI KEBIJAKAN NASIONAL KEBIJAKAN DAERAH 

� Mitigasi gangguan terhadap 
kedaulatan pangan 

�  

Pemanfaatan pangan 
yang memenuhi kaidah 
mutu, keragaman, 
kandungan gizi, 
keamanan dan kehalalan 

� Penyelesaian tata batas dan 
batas landas kontinen di luar 
200 mil laut, serta penamaan 
pulau2 dan pendaftarannya 

� Mengembangkan sistem 
mutu, kehalalan dan 
keamanan pangan 
termasuk pengendalian 
resiko penyakit zoonosis 

� Pengaturan dan pengendalian 
ALKI 

� Membangun dan 
merehabilitasi sarana dan 
prasarana produksi, 
distribusi pertanian 

� Penguatan lembaga 
pengawasan laut 

� Peningkatan kapasitas 
penyuluh pertanian dan 
perikanan 

� Peningkatan Koordinasi 
Dalam Penanganan 
Pelanggaran Tindak Pidana 

� Peningkatan produktivitas 
dan mutu perikanan 

� Meningkatkan pembangunan 
sistem transportasi 
multimoda 

 

� Melakukan upaya 
keseimbangan antara 
transportasi yang 
berorientasi nasional dengan 
transportasi yang 
berorientasi lokal dan 
kewilayahan 

� Percepatan pengembangan 
ekonomi kelautan 

� Meningkatkan dan 
mempertahankan kualitas, 
daya dukung dan kelestarian 
fungsi lingkungan laut 

� Meningkatkan wawasan dan 
budaya bahari serta 
penguatan SDM dan Iptek 
kelautan 
 

� Meningkatkan harkat dan 
taraf hidup nelayan serta 
masyarakat pesisir 

Mengembangkan sektor 
industri dan pariwisata 

� Pemasaran Pariwisata 
Nasional: mendatangkan 
sebanyak mungkin 
wisatawan manca negara dan 
mendorong peningkatan 
wisatawan nusantara 

� Penyelenggaraan Even 
yang Terintegrasi antar 
Objek Wisata 

� Pembangunan Destinasi 
Pariwisata: meningkatkan 
daya tarik daerah tujuan 
wisata sehingga berdaya 
saing di dalam negeri dan di 
luar negeri  

� Peningkatasan Sarana dan 
Prasarana Pariwisata 
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STRATEGI KEBIJAKAN NASIONAL KEBIJAKAN DAERAH 

� Pembangunan Industri 
Pariwisata:meningkatkan 
partisipasi usaha lokal dalam 
industri pariwisata nasional 
serta meningkatkan 
keragaman dan daya saing 
produk/jasa pariwisata 
nasional di setiap destinasi 
periwisata yang menjadi 
fokus pemasaran 

� Menjalin Kemitraan dengan 
Pelaku Usaha Wisata 

� Pembangunan Kelembagaan 
Pariwisata: membangun 
sumber daya manusia 
pariwisata serta organisasi 
kepariwisataan nasional 

� Peningkatan Kualitas 
Sumber Daya Manusia 
Pelaku Budaya 

� Pengembangan Perwilayahan 
Industri di luar Pulau Jawa 

 

� Peningkatan Fasilitasi 
Pengembangan dan 
Pengelolaan Budaya Daerah 

� Penumbuhan Populasi 
Industri dengan menambah 
paling tidak sekitar 9 ribu 
usaha 

� Penguatan Lembaga 
Keuangan Mikro dan 
Koperasi 

� Peningkatan Daya Saing dan 
Produktivitas (Nilai Ekspor 
dan Nilai Tambah Per Tenaga 
Kerja) 

� Pengembangan Industri 
yang disertai Penguatan 
Kapasitas Produksi dan 
Pemasaran 

� Meningkatkan produksi 
energi primer (minyak, gas 
dan batubara) 

 

� Meningkatkan Cadangan 
Penyangga dan Operasional 
Energi 

 

� Meningkatkan peranan 
energi baru terbarukan 
dalam bauran energi 

� Meningkatkan Aksesibilitas 
� Peningkatan efisiensi dalam 

penggunaan energi 
� Meningkatkan pengelolaan 

subsidi BBM yang lebih 
transparan dan tepat sasaran 

� Memanfaatkan potensi 
Sumber Daya Air untuk PLTA 
(kelistrikan) 

 

4) Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan akan difokuskan pada pemerataan 

antar kelompok pendapatan, perbatasan negara dan daerah tertinggal, 

pembangunan pedesaan dan perkotaan, serta pengembangan konektivitas 

nasional.  
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Tabel 4.4 

Strategi dan Arah Kebijakan Dimensi Pembangunan Pemeratan  

dan Kewilayahan 

 
Strategi Arah Kebijakan Nasional Arah Kebijakan Daerah 

Pemerataan antar 
kelompok pendapatan 

� Mengembangkan sistem 
perlindungan sosial yang 
komprehensif 

� Meningkatkan pelayanan 
dasar bagi masyarakat kurang 
mampu dan rentan 

� Mengembangkan penghidupan 
berkelanjutan bagi 
masyarakat miskin melalui 
penyaluran tenaga kerja dan 
pengembangan 
kewirausahaan 

� Meningkatkan kualitas sumber 
daya manusia 

� Meningkatkan akses 
pembiayaan dan perluasan 
skema pembiayaan 

� Meningkatkan nilai tambah 
produk dan jangkauan 
pemasaran 

� Mempercepat penguatan 
kelembagaan usaha 

� Mendorong terwujudnya 
kemudahan, kepastian dan 
perlindungan usaha 

� Memperbaiki iklim 
ketenagakerjaan menciptakan 
hubungan industrial yang 
harmonis 

� Meningkatkan akses terhadap 
layanan pendidikan dan 
pelatihan keterampilan 

� Penguatan lembaga 
keuangan mikro dan 
koperasi 

� Pengembangan industri 
yang disertai dengan 
penguatan kapasitas 
produksi dan pemasaran 

� Penumbuhan jiwa 
kewirausahaan dan 
keterampilan pemuda  

� Perluasan kesempatan, 
lapangan pekerjaan serta 
perlindungan tenaga kerja 

� Peningkatan pelayanan 
kepada PMKS 

Pemerataan antar 
wilayah 

� Pemenuhan Standar 
Pelayanan Minimum sesuai 
kondisi geografis desa 

� Penanggulangan kemiskinan 
dan pengembangan usaha 
ekonomi masyarakat desa 

� Pembangunan sumber daya 
manusia, peningkatan 
keberdayaan dan 
pembentukan modal social 
budaya masyarakat desa 

� Penguatan pemerintahan desa 
� Pengelolaan sumber daya 

alam dan lingkungan hidup 
berkelanjutan serta penataan 
ruang kawasan pedesaan 

� Pengembangan ekonomi 
kawasan perdesaan untuk 
mendorong keterkaitan desa-
kota   

� Penguatan kapasitas 
pemerintahan dan 
kelembagaan desa 

� Peningkatan partisipasi 
dan swadaya masyarakat 
dalam pembangunan 
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5) Dimensi Berwawasan Lingkungan diarahkan pada pengelolaan konservasi 

dan rehabilitasi lingkungan yang tepat, optimalisasi pengelolaan persampahan, 

rehabilitasi dan pemulihan cadangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan 

pengendalian dampak lingkungan.  

Tabel 4.5 
Strategi dan Arah Kebijakan Dimensi Berwawasan Lingkungan 

Strategi Arah Kebijakan Nasional Arah Kebijakan Daerah 
Meningkatkan Kualitas 
Lingkungan Hidup dan 
Pengelolaan Sumber Daya 
Alam yang Berkualitas 

� Meningkatkan Peranan Energi 
Baru Terbarukan dalam 
Bauran Energi 

� Meningkatkan Aksesibilitas 
Energi 

� Meningkatkan Kapasitas 
Pengelola Hutan Konservasi 
dalam Melindungi, 
Mengawetkan Ekosistem 
Hutan, Sumber Daya Spesies 
dan Sumber Daya Genetik 

� Meningkatkan Kualitas 
Lingkungan Hidup yang 
Menyeluruh di Setiap Sektor 
Pembangunan dan Daerah 

� Mengurangi Resiko Bencana, 
Meningkatkan Ketangguhan 
Pemerintah, Pemerintah 
Daerah dan Masyarakat dalam 
Menghadapi Bencana 

� Mengembangan Pembangunan 
Rendah Karbon dan Adaptasi 
Perubahan Iklim 

� Optimalisasi Pengelolaan 
Sampah 

� Rehabilitasi dan Pemulihan 
Cadangan Ruang Terbuka 
Hijau 

� Optimalisasi Perencanaan, 
Pemanfaatan dan 
Pengendalian Tata Ruang 

� Pengendalian Dampak 
Lingkungan yang Konsisten 
terhadap Dokumen 
Lingkungan 

� Pengelolaan Konservasi dan 
Rehabilitasi Lingkungan 
yang Tepat 

� Revitalisasi Sektor 
Kehutanan, Perkebunan dan 
Perikanan 

 

6) Dimensi Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi diarahkan pada menata 

kelembagaan pemerintah daerah, pengelolaan data dan statistik daerah, 

meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, mengotimalkan sistem 

informasi perencanaan, penganggaran, pengendalian pengawasan dan evaluasi 

dan menerapkan sistem informasi pelayanan publik menuju pelayanan prima.  

Tabel 4.6 

Strategi dan Arah Kebijakan Dimensi Tata Kelola 

 dan Reformasi Birokrasi 
 

Strategi Arah Kebijakan Nasional Arah Kebijakan Daerah 

Mewujudkan Sistem 
Birokrasi Pemerintahan 
yang Kuat, Transparan, 
Akuntabel, Efektif dan 
Efisien 

� Meningkatkan Peran 
Kelembagaan 
Demokrasi dan 
Mendorong Kemitraan 
lebih Kuat antara 
Pemerintah, Swasta dan 
Masyarakat Sipil 

� Penyempurnaan Sistem 
Manajemen dan 
Pelaporan Kinerja 

� Mengoptimalkan 
pemanfaatan sistem 
informasi perencanaan 
daerah 

� Penelitian dan 
pengembangan data 
statistik dalam 
menunjang perencanaan 
pembangunan daerah 

� Penataan kelembagaan 
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Strategi Arah Kebijakan Nasional Arah Kebijakan Daerah 

Instansi Pemerintah 
secara terintegrasi, 
Kredibel dan dapat 
diakses Publik 

� Penerapan E-

Govenrment dan Open 

Government 

� Restrukturisasi 
Kelembagaan 
Pemerintah agar Efektif, 
Efisien dan Sinergis 

� Penguatan Kapasitas 
Reformasi Birokrasi 
Nasional 

� Penerapan Manajemen 
Aparatur Sipil Negara 
(ASN) 

� Peningkatan Kualitas 
Pelayanan Publik 

organisasi dan sumber 
daya manusia aparatur 

� Penentapan standar bagi 
pegawai yang menerima 
fasilitas mengikuti 
pendidikan formal 
lanjutan bergelar (tugas 
belajar) 

� Menata kelembagaan 
pemerintah daerah yang 
efektif dan efisien 

� Meningkatkan 
ekstensifikasi dan 
intensifikasi PAD 

� Pemekaran dan penataan 
batas wilayah 

� Penerapan prinsip 
performance based 

budgeting secara optimal 
� Menerapkan sistem 

pelayanan publik prima 
� Revitalisasi dan 

refungsionalisasi tempat 
ibadah 
(masjid/gereja/kelenten
g) sebagai pusat 
pemberdayaan umat 

� Peningkatan keamanan 
dan ketertiban 
lingkungan dengan 
siskambling/ronda 
kampung 

� Melakukan perbaikan 
dan penataan sarana dan 
prasarana pelayanan 
publik 

� Penyediaan sarana 
olahraga 

� Penyelenggaraan 
turnamen olahraga 

� Penyelenggaraan event 
dan organisasi pemuda 

� Meningkatkan keluarga 
sejahtera 

� Tata kelola kearsipan 
yang tertib dan sesuai 
standar 

� Meningkatkan pelayanan 
publik di bidang sumber 
daya dan informatia 
berintegrasi sesuai 
dengan kebutuhan 
pemangku kepentingan 
(stakeholders) 

� Menyederhanakan jalur 
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Strategi Arah Kebijakan Nasional Arah Kebijakan Daerah 

birokrasi perijinan 
dengan meningkatkan 
penyelenggaraan 
Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu (PTSP) 

 

5. Tema pembangunan Nasional dalam RPJMN 2015-2019 adalah “Pembangunan 

yang kuat, Inklusif dan Berkelanjutan” 

6. Tema RKP 2018 adalah “Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk 

Pertumbuhan dan Pemerataan” 

7. Tema pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tertuang dalam 

RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2005-2025) berdasarkan arah 

kebijakan pada tahun 2018 adalah “Peningkatan Kualitas SDM Menuju 

Pembangunan Ekonomi yang Mandiri Berbasis Agribahari dan Berdaya 

Saing”. 

Dengan mempertimbangan hal-hal di atas maka ditetapkan tema pembangunan 

Kabupaten Bangka pada tahun 2018 adalah “ Peningkatan Kapasitas SDM dan 

Pemerataan Infrastruktur Wilayah untuk Meningkatkan Kesejahteraan 

Masyarakat”. 

Makna tema:  

1. Peningkatan Perekonomian Masyarakat, dilakukan dengan tetap melanjutkan  

program sebelumnya, diperkuat untuk mewujudkan  struktur perekonomian yang 

handal dengan mengembangkan potensi sumber daya alam dan karakteristik 

masing-masing wilayah pedesaan dan kecamatan.   

Perekonomian masyarakat di Kabupaten Bangka semakin mengarah pada sektor 

pertanian, perkebunan, kelautan, perikanan, pariwisata dan lain-lain yang  

merupakan sektor-sektor unggulan daerah. Masyarakat semakin memahami bahwa 

sektor pertambangan tidak bisa bertahan selamanya, disebabkan semakin ketatnya 

regulasi yang mengatur tentang pertambangan. Selain itu kondisi alam yang rusak 

akibat aktifitas penambangan juga semakin meluas sehingga bila terus bergantung 

pada sektor pertambangan maka semakin banyak daerah yang rusak dan menurun 

nilai ekonomisnya.  
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2. Berbasis Keunggulan Daerah yang  Berkelanjutan,  

Pengembangan ekonomi kerakyatan diarahkan pada optimalisasi keunggulan 

komparatif yang dimiliki. Keunggulan-keunggulan ini misalnya dapat digali dari 

kekhasan daerah yang tidak dimiliki daerah lain sehingga sektor ekonomi 

kerakyatan yang dikembangkan memiliki keunggulan dan bersifat lokal, seperti 

sektor pariwisata, pertanian, perkebunan, perikanan, dan kelautan sebagai provinsi 

kepulauan. Namun hal ini juga masih banyak menemui kendala dan terkesan 

lamban berkembang. Kondisi ini terjadi karena masih banyaknya masyarakat 

Kabupaten Bangka, khususnya di perdesaan yang dominan bekerja di sektor 

primer. Di sisi lain, keterbatasan modal dan akses permodalan juga menjadi 

kesulitan dalam pengembangan usaha masyarakat. Akses pemasaran yang terbatas 

juga menjadi kendala dalam memasarkan produk yang dihasilkan. 

Industri kecil dan Home Industry yang ada berkembang sangat lamban dan belum 

dapat meningkatkan perannya menjadi usaha yang lebih besar untuk mendukung 

berkembangnya perekonomian rakyat berbabasis sumber daya lokal.  Karenanya 

untuk bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangka perlu 

dikembangkan industri-industri yang berorientasi ekspor namun tetap berbasis 

sumber daya alam lokal. Mengarah pada langkah-langkah strategis yang melibatkan 

partisipasi masyarakat secara penuh dengan penguatan usaha mikro, kecil dan 

menengah serta koperasi melalui optimalisasi pengembangan potensi lokal yang 

berorientasi ekspor, seperti lada, karet, hasil laut dan hasil pertambangan. 

Mendukung program RPJMN 2015-2019 yang memulai pembangunan dari desa, 

desa tertinggal, perbatasan dan kepulauan menjadikan pengembangan ekonomi 

kerakyatan akan menjadi langkah strategis bagi pengurangan kemiskinan di 

perdesaan. Oleh karena itu, keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat desa 

secara utuh dan terus menerus menjadi kunci keberhasilan dalam pengembangan 

ekonomi kerakyatan. 

Upaya pengembangan ekonomi kerakyatan membutuhkan dukungan sektor lain, 

seperti sektor perbankan, industri, pertanian, perikanan dan lain-lain, yang dapat 

mendorong sektor-sektor ekonomi rakyat untuk dapat lebih maju, mandiri dan 

berdaya saing. Jadi, kebijakan-kebijakan pada sektor-sektor lain tersebut harus 

pula menopang dan bersinergi dengan pengembangan ekonomi kerakyatan. Hal ini 

menunjukkan bahwa permasalahan pengembangan ekonomi kerakyatan sangat 

terkait dengan permasalahan ekonomi yang lain, seperti daya saing, inflasi, 
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pengembangan pariwisata, kelautan, perikanan dan lain-lain. Sektor-sektor 

ekonomi kerakyatan dapat maju ketika mampu berdaya saing dan dikembangkan 

sesuai dengan potensi lokal, kondisi geografis, serta kemampuan sumber daya 

manusia yang dimiliki. Pengembangan sektor pariwisata, kelautan, perikanan, 

pertanian dan lain-lain dapat mendukung berbagai pengembangan ekonomi 

kerakyatan. 

Untuk bisa menjadikan sektor unggulan lebih bernilai dan kompetitif diperlukan 

peningkatan daya saing atau nilai tambah dari semua sektor unggulan melalui 

pembangunan industri menengah dan besar yang tidak lain adalah bentuk-bentuk 

investasi yang diharapkan dapat hadir di Kabupaten Bangka. Dengan majunya 

investasi dan industri di Kabupaten Bangka diharapkan berdampak pada 

berkembangnya ekonomi kerakyatan yang notabene merupakan bentuk lembaga-

lembaga ekonomi rakyat berupa koperasi yang berbasis potensi lokal, tumbuhnya 

simpul-simpul pemasaran produk, serta meningkatnya akses permodalan dalam 

pengembangan usaha mikro kecil dan menengah. Dengan demikian ekonomi 

kerakyatan yang diharapkan dapat berkembang maksimal untuk membantu 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.   

Selain itu pembangunan ekonomi kerakyatan melalui  pengembangan sektor 

unggulan daerah dilakukan juga melalui pertanian lahan kering untuk tanaman 

perkebunan berupa Karet, Lada, dan Ubi Casesa.  

Sektor Unggulan pariwisata dikembangkan melalui peningkatan promosi daerah 

dalam event-event yang bertingkat nasional dan internasional untuk 

memperkenalkan keunggulan wisata daerah kepada dunia. Pembangunan wisata 

juga dilakukan melalui pembangunan taman kota dan penataan daerah 

perdagangan dan jasa lebih baik sehingga memberikan kenyamanan dan berfungsi 

strategis dalam peningkatan kontribusi daerah. 

Dari faktor sumber daya manusia, lambannya pembangunan sektor unggulan 

daerah dikarenakan masih rendahnya kemajuan kapasitas berpikir masyarakat 

yang pada umumnya dapat dilihat dalam bentuk sangat sedikitnya kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang mendukung pembangunan sektor unggulan 

daerah tersebut. Hal ini dapat dilihat masih banyaknya masyarakat Kabupaten 

Bangka, khususnya di perdesaan yang dominan bekerja di sektor primer tapi 

dilakukan masih dengan teknologi sederhana, konvensional dan minim sentuhan 

teknologi. Disisi lain masih kurangnya kreativitas masyarakat dalam mengolah 
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hasil produksi dan minimnya jiwa wirausaha juga menjadi faktor yang juga 

mendukung lambannya pembangunan ekonomi di Kabupaten Bangka.  

Seluruh pembangunan dilaksanakan merata dan berkelanjutan, maksudnya 

berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan 

kebutuhan generasi masa depan" dan dilakukan sesuai peruntukan ruang.   Salah 

satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berwawasan 

lingkungan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa 

mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial lingkungan, 

dan menghindari pencemaran lingkungan melalui upaya pengendalian dan 

pencegahan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pembangunan yang 

mempengaruhi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.  

Sebagai salah satu daerah penghasil tambang, maka Kabupaten Bangka sangat 

rentan terhadap perusakan lingkungan hidup. Penataan terhadap pemanfaatan  

ruang merupakan cara pengendalian terhadap kerusakan lingkungan serta cara 

untuk mengurangi terjadinya kesenjangan pembangunan antar masyarakat dan 

antar daerah. Penataan ruang menjamin pengelolaan sumber daya alam dilakukan  

secara seimbang dalam memenuhi kebutuhan pembangunan.  

Pembangunan dilakukan sesuai dengan peruntukan ruang kawasan yang telah 

diatur dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka. Penataan ruang bertujuan untuk  

pemerataan pembangunan antar wilayah sehingga dapat mengurangi kesenjangan 

yang terjadi antar wilayah sebagai salah satu dampak pembangunan. Strategi 

pembangunan dilaksanakan dalam rangka perwujudan pemantapan sistem 

perkotaan, peningkatan akses pusat kota – pusat pertumbuhan ekonomi – 

kecamatan dan desa, Sistem Prasarana Wilayah, Rencana Pola Ruang, Kawasan 

Strategis diantaranya pengembangan Kawasan Budidaya, Kawasan Strategis 

Kabupaten, peningkatan kapasitas infrastruktur wilayah serta pemanfaatan sumber 

daya alam secara optimal dan berkelanjutan. Setiap wilayah yang ada di Kabupaten 

Bangka memiliki potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan kegiatan 

sosial ekonomi yang beragam. Dalam rangka mengurangi kesenjangan 

perkembangan tiap wilayah, maka diperlukan adanya intervensi yang dapat 

memberikan fungsi dan peran yang jelas untuk setiap wilayah sesuai dengan 

potensi, hambatan, dan tantangannya dalam bentuk suatu rencana struktur yang 

mempunyai hirarki keruangan. Karenanya pembangunan kewilayahan menjadi 
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penting untuk mengoptimalkan masing-masing wilayah sehingga tercipta 

pemenuhan kebutuhan antara wilayah satu terhadap wilayah yang lainnya. Apabila 

sistem pemenuhan kebutuhan terjadi dalam jangka panjang berarti sistem 

perekonomian wilayah dapat berjalan sesuai dengan harapan dan perkembangan 

ekonomi di setiap wilayah dapat terwujud sehingga pemerataan pembangunan 

dapat dirasakan di seluruh wilayah. 

Persentase lahan kritis di Kabupaten Bangka semakin meningkat. Sementara laju 

kerusakan lingkungan, baik di darat maupun di laut akibat aktivitas pertambangan 

harus diminimalisir agar tidak berpengaruh terhadap sektor lainnya. Untuk itu 

percepatan reklamasi, rehabilitasi dan pemanfaatan lahan bekas pertambangan 

harus menjadi konsentrasi bagi seluruh pemangku kepentingan sebagai langkah 

untuk menjaga kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam.  

Permasalahan pembangunan yang terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan 

sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah sebagai berikut : 

a) Alih fungsi hutan/lahan 

Pembangunan selalu akan berdampak pada banyaknya alih fungsi lahan.  Salah 

satu upaya menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan adalah dengan 

alih fungsi hutan yang selektif agar tidak berdampak pada kerusakan 

lingkungan. Alih fungsi hutan harus mengikuti ketentuan dan syarat yang ketat 

sesuai dengan peruntukkannya. Alih fungsi hutan/lahan yang tidak tepat akan 

berdampak bagi daerah sekitar, seperti menyebabkan terjadinya longsor, banjir 

dan lain-lain. 

b) Kerusakan wilayah pesisir 

Wilayah pesisir merupakan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Bangka. 

Potensi ini dapat dikembangkan pada sektor kelautan, pariwisata, perikanan 

dan lain-lain. Namun adanya kerusakan wilayah pesisir akan menghambat 

upaya pengembangan wilayah pesisir di berbagai sektor tersebut. Aktivitas 

penambangan di sekitar wilayah pesisir, berpotensi merusak hutan bakau dan 

terumbu karang yang ada dilaut. Oleh karena itu, perlu ada pengelolaan terpadu 

wilayah pesisir dengan pengembangan potensi lintas sektor dan pengendalian 

pertambangan yang merusak wilayah pesisir. 

 



Pemerintah Kabupaten Bangka 

RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2018                                         IV - 19 

  

c) Lahan Kritis 

Perbandingan antara perluasan lahan kritis dengan upaya reklamasi dan 

rehabilitasi lahan sangat besar dimana perluasan lahan kritis sangat cepat 

terjadi sedangkan upaya perbaikan sangat kecil dan lamban. Untuk mengatasi 

hal tersebut Pemerintah Daerah berupaya melakukan perbaikan dan 

rehabilitasi lahan kritis  melalui pertanian lahan kritis sehinga mendapatkan 2 

(dua) keuntungan secara bersamaan yaitu menurunnya luasan lahan kritis dan 

meningkatnya ekonomi dan kesejahteraan masyarakat  di Kabupaten Bangka .  

d) Pencemaran sungai dan wilayah pesisir 

Pencemaran sungai kini semakin meluas akibat adanya aktivitas penambangan 

di sekitar sungai, pembuangan sampah ke sungai dan menjadikan sungai 

tempat pembuangan limbah industri. Sungai yang dulunya menjadi salah satu 

sumber air untuk kebutuhan masyarakat sehari-hari, kini tidak lagi bisa 

digunakan. Diperlukan adanya strategi pencegahan pencemaran sungai dengan 

sinergisitas antar daerah yang dilalui sungai, serta peningkatan kesadaran 

masyarakat akan pentingnya pelestarian dan perlindungan lingkungan sungai. 

e) Illegal Mining, Illegal Fishing dan Illegal Logging 

Besarnya potensi mineral timah, kelautan, dan kehutanan di Kabupaten Bangka 

menyebabkan munculnya berbagai praktek illegal dalam penambangan, 

pencurian ikan dan perambahan hutan. Kejahatan-kejahatan seperti ini 

membuat pengelolaan SDA tidak optimal dan menimbulkan dampak kerusakan 

lingkungan, baik di darat maupun di laut secara luas.   

 

Permasalahan ini harus segera di atasi, baik secara preventif maupun represif 

melalui penegakkan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu. Berbagai bentuk 

pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan SDA harus 

dilakukan secara kontinyu dan sanksi yang tegas agar menimbulkan efek jera. 

Praktek-praktek illegal mining yang melakukan penambangan tanpa izin, 

menambang di hutan lindung dan lain-lain, berpotensi akan merusak lingkungan 

dan hutan dan berpotensi kerugian negara karena hasil tambang yang tidak 

terhitung pajaknya. Begitupula dengan pencurian ikan dan hasil laut lainnya serta 

perusakan terumbu karang lambat laun akan merusak laut dan mengurangi hasil 
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tangkap nelayan. Praktek illegal logging pun masih menjadi persoalan tersendiri di 

daerah ini di tengah keterbatasan kawasan hutan di kepulauan ini. 

3. Pemerataan Pembangunan Infrastruktur di Seluruh Wilayah, baik infrastruktur 

dasar maupun infrastruktur daerah lainnya. Infrastruktur dasar yang dimaksud 

berupa sarana listrik, air bersih, akses transportasi yang lancar, irigasi, sanitasi, 

persampahan, drainase, dan kebutuhan rumah layak huni. Dengan masih tingginya 

jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bangka menyebabkan sulitnya pemenuhan 

kebutuhan dasar tersebut sehingga diperlukan percepatan pembangunannya. 

Pembangunan sektor-sektor unggulan selama ini juga berjalan dengan sangat 

lamban dikarenakan kondisi infrastruktur daerah yang masih kurang, baik kondisi 

jalan, pelabuhan, ketersediaan listrik dan sarana prasarana lainnya. Karenanya 

percepatan pembangunan kebutuhan dasar maupun daerah sangat dibutuhkan dan 

menjadi perhatian yang sangat serius pada tahun 2018. Pembangunan akses jalan 

dimaksudkan untuk memperlancar lalu lintas ekonomi, kemudahan jangkauan 

pemenuhan kebutuhan dan penjualan hasil produksi, sehingga dapat menjaga 

stabilitas pemenuhan kebutuhan pangan baik melalui penyediaan pangan dari luar 

maupun  peningkatan produksi hasil pangan daerah. Pembangunan Infrastruktur 

pertanian berupa pencetakan dan optimalisasi lahan sawah serta pembangunan 

irigasi juga dilakukan dalam upaya peningkatan produksi padi yang menghasilkan 

beras sebagai pangan utama masyarakat Kabupaten Bangka.   
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Gambar 4.1 

Kerangka Pikir Keselarasan Isu strategis 

dengan Key Word Tema Tahun 2018 
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Kepulauan Bangka Belitung Pemerintah Tahun 2018, serta Rencana Kerja Pemerintah 

Tahun 2018. Agar tercapainya Visi dan Misi Bupati Kabupaten Bangka, diperlukan 

integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, 

antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan.  

Selanjutnya penyusunan prioritas pembangunan daerah dirumuskan 

berdasarkan hasil evaluasi lebih lanjut terhadap permasalahan daerah, kemudian 

dihubungkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) pada tahun 2018.  

Penyusunan prioritas dilakukan dengan memperhatikan beberapa kriteria, 

terutama yang berkorelasi dengan upaya untuk :   

1) Pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional.  

Sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat, 

provinsi dan pemerintah daerah menjadi syarat mutlak dalam menentukan 

keberhasilan pembangunan nasional. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 

2017 sebagai implementasi RPJMN Tahun 2015-2019 memfokuskan 

pembangunan pada 3 (tiga) dimensi pembangunan yakni :  

a) dimensi pembangunan manusia; difokuskan pada revolusi mental, 

pembangunan pendidikan, pembangunan kesehatan dan pembangunan 

perumahan dan permukiman. 

b) dimensi pembangunan sektor unggulan difokuskan pada kedaulatan pangan, 

kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pariwisata, 

kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus (KEK); dan  

c) dimensi pemerataan dan kewilayahan terdiri atas pemeratan antar kelompok 

pendapatan, perbatasan negara dan daerah tertinggal, pembangunan perdesaan 

dan perkotaan serta pengembangan konektivitas nasional. 

Ketiga dimensi tersebut mempunyai varian prioritas yang berbeda namun 

memiliki keterkaitan yang erat melalui penguatan konektivitas antar sektor yang 

telah diformulasikan dengan pendekatan holistiktematik, integral dan spasial. 

Disamping itu, berbagai permasalah pembangunan nasional di daerah terkait 

dengan 3 (tiga) dimensi pembangunan tersebut yang diukur dari berbagai 

indikator masih menjadi prioritas bersama.  

2) Sustainable Development Goal’s (SDG’s). 
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Merupakan kesepakatan pembangunan lanjutan dari pendahulunya Millenium 

Development Goal’s (MDG’s) yang terdiri dari 17 tujuan dan 169 sasaran 

pembangunan. Meskipun beberapa target sasaran MDG’s tidak dapat tercapai 

dengan baik, seperti akses terhadap air minum dan sanitasi, penurunan prevalensi 

penyakit menular, pemerintah harus berperan lebih aktif dan mendapat dukungan 

kongkret sebagai konsekuensi logis yang harus segera dilaksanakan.  

3) Standar Pelayanan Minimal (SPM).  

Pemerintah Kabupaten Bangka telah menerapkan 15 SPM yang seluruhnya telah 

melengkapi data base dan pelayanan dasar secara lengkap, namun berbagai upaya 

yang telah dilakukan dalam memenuhi seluruh target yang telah ditetapkan belum 

seluruhnya berhasil sehingga sebagai bentuk ketaatan terhadap konstitusi, 

peningkatan kualitas pelayanan publik dan pertanggungjawaban kinerja terhadap 

masyarakat  maka pencapaian SPM menjadi fokus utama dalam pembangunan 

daerah tahun 2018.   

4) Identifikasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah. 

Lemahnya beberapa aspek dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah 

terutama urusan pemerintahan yang menjadi isu strategis sekaligus prioritas 

pembangunan daerah tahun 2018 terus diperkuat dalam rangka mewujudkan 

pemerintah daerah yang demokratis, akuntabel, transparan, efektif dan efisien 

berlandaskan semangat reformasi birokrasi guna meningkatkan daya saing 

daerah.  

5) Pencapaian visi dan misi Bupati Bangka sebagaimana tertuang dalam RPJMD 

Kabupaten Bangka Tahun 2014 – 2018. 

Pembangunan daerah diagendakan pada 10 (sepuluh) prioritas pembangunan 

yang masing-masing memiliki peran strategis dalam mencapai visi dan misi daerah 

yang diaktualisasikan melalui pendekatan money follow program prioritas. 

Prioritas pembangunan daerah berisi program-program unggulan yang paling 

tinggi korelasinya (leading indicators) bagi tercapainya target sasaran pembangunan 

daerah pada tahun 2018. Dalam penentuan prioritas pembangunan, telah diidentifikasi 

beberapa permasalahan pembangunan daerah yang bersifat internal dan eksternal, 

sebagaimana telah diuraikan pada bab II. Dengan demikian suatu program 

pembangunan daerah merupakan program atau kumpulan program unggulan 

sebagaimana tertuang dalam Review RPJMD Kabupaten Bangka 2014 - 2018 yang 

didasarkan pada hasil perumusan secara teknokratis. 
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Kriteria yang digunakan untuk memilih dan menilai usulan program dan 

kegiatan RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2018 adalah sebagai berikut: 

1) Memenuhi kriteria pro poor, pro job, pro growth  dan pro sustainable/ environment; 

2) Program/ kegiatan harus merupakan kewenangan Kabupaten, Provinsi dan 

Pemerintah Pusat, serta sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD bersangkutan 

sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; 

3) Merupakan respon relevan terhadap isu stategis dan masalah yang mendesak dan 

faktual yang dihadapi pada tahun 2018; 

4) Program dan kegiatan terpilih merupakan program/ kegiatan yang menyentuh 

secara langsung bagi usaha pemecahan masalah mendasar yang dihadapi oleh 

masyarakat; 

5) Selaras dan konsisten dengan kebijakan pemerintah pusat untuk mengantisipasi 

dan penyelesaian target-target pembangunan nasional; dan 

6) Sesuai dengan pagu anggaran indikatif sementara. 

 

4.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan 

  Rencana Pembangunan Tahun 2018 merupakan Program periode Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014-2018 yang 

telah direview. Tujuan dan Sasaran Pembangunan untuk tahun 2018 sudah  

dirumuskan dalam dokumen perencanaan jangka menengah Kabupaten Bangka Tahun 

2014-2018. Pendekatan rumusan tujuan dan sasaran pembangunan mengacu pada 

dokumen RPJMD Kabupaten Bangka 2014 - 2018 yang telah dirumuskan dalam 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bangka 2014 - 2018. 

  Pernyataan Visi Kabupaten Bangka Tahun  2014 - 2018 sebagaimana tertuang 

dalam RPJMD Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut : 

“BANGKA BERMARTABAT” 

Kata “Bangka” merefleksikan seluruh komponen yang ada di Kabupaten Bangka yaitu 

unsur masyarakat, dunia usaha/ swasta, dan Pemerintahan Daerah. 

Kata “Bermartabat” merefleksikan suatu kondisi masyarakat Kabupaten Bangka yang 

mempunyai harga diri, tatanan masyarakat yang mempunyai  tingkat harkat 

kemanusiaan yang tinggi tercermin dalam keadaan: pertanian yang tangguh; 
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pemerintahan yang bersih dan melayani; rakyat yang sejahtera; dan pengelolaan 

sumber daya alam yang lestari. 

Pernyataan Visi ‘Bangka Bermartabat’ di atas merupakan suatu cita-cita yang bersifat 

umum sehingga perlu diterjemahkan dalam beberapa pernyataan Misi Kabupaten 

Bangka Tahun 2014 - 2018. Pernyataan Misi ini selain merupakan penjabaran dari Visi, 

juga merupakan suatu tujuan pembangunan Kabupaten Bangka dalam periode lima 

tahun ke depan.  

Sesuai dengan harapan terwujudnya “Bangka Bermartabat”, maka ditetapkan 

“Misi Pembangunan Kabupaten Bangka  2014 - 2018” sebagai upaya dalam 

mewujudkan visi, sebagai berikut: 

1. Mewujudkan Pertanian yang Tangguh 

2. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Melayani 

3. Mewujudkan Kabupaten Bangka yang Sejahtera 

4. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Lestari 

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan 

untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan 

permasahalan pembangunan daerah. Rumusan tujuan yang perlu dilakukan dalam 

menjalankan misi dan mencapai visi adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatkan kemampuan petani dan penguatan lembaga pendukungnya. 

2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. 

3. Meningkatkan pelayanan publik prima bagi seluruh masyarakat. 

4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

5. Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat. 

6. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 

7. Pemerataan pembangunan infrastruktur. 

8. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya  alam  yang 

berkualitas. 

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan 

secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam 

jangka 5 tahun ke depan. Rumusan sasaran yang hendak dicapai adalah sebagai berikut 

: 

1. Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian terhadap Perekonomian Daerah. 

2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi. 

3. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel. 
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4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Semua Lapisan Masyarakat. 

5. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat. 

6. Stabilitas Harga. 

7. Menurunnya Angka Kemiskinan. 

8. Meningkatnya Usaha Pariwisata yang Berbasis Kearifan Lokal.  

9. Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Pendidikan yang Lebih Berkualitas. 

10. Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Layanan Kesehatan yang Lebih 

Berkualitas. 

11. Peningkatan Proporsi Panjang Jaringan Jalan, Jembatan dan Drainase dalam 

Kondisi Baik.  

12. Meningkatnya Akses Air Minum yang Aman serta Sanitasi yang Layak. 

13. Meningkatnya upaya kelestarian dan kualitas lingkungan hidup  

14. Meningkatnya Pemanfaatan Penataan Ruang. 

Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dapat dijelaskan sebagaimana 

tertera pada tabel berikut : 

Tabel 4.7 

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran 

Kabupaten Bangka 2014-2018 

 
VISI: BANGKA BERMARTABAT 

 

MISI TUJUAN SASARAN 

Misi 1 : 

Mewujudkan Pertanian 
yang Tangguh 

Tujuan 1.1 :  
Meningkatkan Kemampuan    
Petani dan           Penguatan 
Lembaga Pendukungnya 

Sasaran 1.1.1 :  
Meningkatnya Kontribusi      Sektor 
Pertanian  terhadap Perekonomian 
Daerah 

Misi 2 : 

Mewujudkan Tata 
Pemerintahan yang 
Bersih dan Melayani 

Tujuan 2.1 :  
Meningkatkan Penyelenggaraan 
Pemerintahan     yang Bersih 

Sasaran 2.1.1 :  
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja 
Birokrasi 

Sasaran 2.1.2 :  
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan    
Daerah yang Akuntabel 

Tujuan 2.2 : Meningkatkan 
Pelayanan        Publik Prima bagi 
Seluruh Masyarakat 

Sasaran 2.2.1 : Meningkatnya 
Kualitas  Pelayanan Publik          
kepada Semua        Lapisan 
Masyarakat 

Misi 3 : 

Mewujudkan Kabupaten 
Bangka yang Sejahtera 
 

Tujuan 3.1 :  

Meningkatkan Pertumbuhan 
Ekonomi 

Sasaran 3.1.1 :  
Meningkatnya Pendapatan 
Masyarakat 

Sasaran    3.1.2 :  

Stabilitas Harga 

Sasaran 3.1.3 :  
Menurunnya  Angka Kemiskinan 

Sasaran 3.1.4  

Meningkatnya Usaha     Pariwisata 
yang          Berbasis Kearifan Lokal 



Pemerintah Kabupaten Bangka 

RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2018                                         IV - 27 

  

MISI TUJUAN SASARAN 

Tujuan 3.2 :  
Meningkatkan    Taraf 
Pendidikan Masyarakat 

Sasaran 3.2.1 :  
Meningkatnya Akses    Masyarakat 
terhadap Pendidikan      yang Lebih 
Berkualitas 

Tujuan 3.3 :  
Meningkatkan Derajat 
Kesehatan Masyarakat 

Sasaran 3.3.1 :  
Meningkatnya Akses    Masyarakat 
terhadap Layanan Kesehatan yang 
Lebih Berkualitas 

Tujuan 3.4 :  
Pemerataan Pembangunan 
Infrastruktur 

Sasaran 3.4.1 : 
 Meningkatnya Proporsi     Panjang 
Jaringan Jalan, Jembatan, dan 
Drainase dalam Kondisi Baik 

Sasaran 3.4.2 :  
Meningkatnya Akses   Air   Minum 
yang   Aman   serta Sanitasi yang 
Layak 

Misi 4  : 

Mewujudkan 
Pengelolaan Sumber 
Daya Alam yang Lestari 
 

Tujuan 4.1 : 

Peningkatan  Kualitas 
Lingkungan Hidup dan 
Pengelolaan Sumber Daya 
Alam yang Berkualitas 

Sasaran 4.1.1 

Meningkatnya Upaya Kelestarian 
dan Kualitas Lingkungan Hidup 
Sasaran 4.1.2  

Meningkatnya Pemanfaatan Penataan 
Ruang 

 

Keterkaitan antara tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan serta indikator 

kinerja program dapat dijelaskan sebagaimana tertera pada tabel berikut ini.
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Tabel 4.8 
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan serta Indikator Program   

Kabupaten Bangka 2014-2018 
 

Tujuan Sasaran 
Strategi dan Arah 

Kebijakan 

Indikator Capaian 

Program 

Target Capaian 
Program Pembangunan 

Daerah 

Bidang 

Urusan 

SKPD Penanggung 

Jawab Kondisi 

Awal 

Kondisi 

Akhir 

MISI I. MEWUJUDKAN PERTANIAN YANG TANGGUH 

1.1. Meningkatkan 
Kemampuan Petani 
dan Penguatan 
Lembaga 
Pendukungnya 

1.1.1. 
Meningkatnya 
Kontribusi 
Sektor Pertanian 
terhadap Produk 
Domestik 
Regional Bruto 

Strategi 1.1.1.1. 
Peningkatan Nilai Tambah, 
Daya Saing dan Pemasaran 
Produk Pertanian 

            

Arah Kebijakan 1.1.1.1.1. 
Meningkatkan Produksi 
dan Mutu Produk 
Pertanian, Perikanan dan 
Kehutanan serta Efisiensi 
Produksi 

Jumlah Produksi 
Perikanan Tangkap 
(Ton) 

26.793,05 30.056,30 Program Pengembangan 
Perikanan Tangkap 

Kelautan dan 
Perikanan 

Dinas Perikanan 

Persentase Pelaku 
Usaha yang Melakukan 
Kemitraan (%) 

20,00 24,00 Program Pengembangan 
Budidaya Perikanan 

Kelautan dan 
Perikanan 

Dinas Perikanan 

Persentase Poktan yang 
Menggunakan Benih 
Padi Bersertifikat 

10,00 13,00 Program Peningkatan 
Produksi 
Pertanian/Perkebunan 

Pertanian Dinas Pertanian 

Arah Kebijakan 1.1.1.1.2. 
Mengembangkan 
Dukungan Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi 

Persentase Kelompok 
Tani yang 
Menggunakan 
Teknologi Pertanian 

75,00 77,00 Program Peningkatan 
Penerapan Teknologi 
Pertanian/Perkebunan 

Pertanian Dinas Pertanian 

Persentase Penerapan 
Teknologi Tepat Guna 
(%) 

15,00 17,00 Program Pengembangan 
Budidaya Perikanan 

Kelautan dan 
Perikanan 

Dinas Perikanan 

Arah Kebijakan 1.1.1.1.3. 

Bantuan Subsidi dan Sarana 
Produksi yang Tepat 
Sasaran 

Persentase Poktan yang 
Menggunakan Pupuk 
Subsidi dan Organik 

70,00 77,00 Program Peningkatan 
Produksi 
Pertanian/Perkebunan 

Pertanian Dinas Pertanian 

Persentase Kelompok 
Tani yang menerima 
Sarana Prasarana 
Perkebunan 

100,00 100,00 

Persentase Kelompok 
Tani yang 
Menggunakan 
Benih/Bibit Tanaman 
Pangan 

1,65 1,73 Program Peningkatan 
Ketahanan Pangan 
Pertanian/Perkebunan 
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Tujuan Sasaran 
Strategi dan Arah 

Kebijakan 

Indikator Capaian 

Program 

Target Capaian 
Program Pembangunan 

Daerah 

Bidang 

Urusan 

SKPD Penanggung 

Jawab Kondisi 

Awal 

Kondisi 

Akhir 

Persentase Kelompok 
Tani yang menerima 
Sarana Prasarana 
Pertanian 

78,08 100,00 

Persentase Gapoktan 
Penerima PUAP 

100,00 100,00 Program Peningkatan 
Kesejahteraan Petani 

Persentase Gapoktan 
dengan usaha 
agribisnis pedesaan 

100,00 100,00 

Strategi 1.1.1.2 : 
Pemanfaatan Pangan yang 
Memenuhi Kaidah Mutu, 
Keragaman, Kandungan 
Gizi, Keamanan dan 
Kehalalan 

            

Arah Kebijakan 1.1.1.2.1 : 
Mengembangkan Sistem 
Mutu, Kehalalan dan 
Keamanan Pangan 
termasuk Pengendalian 
Risiko Penyakit Zoonosis 

Persentase Kasus 
Hewan 
Menular/Zoonosis yang 
ditangani 

100,00 100,00 Program Pencegahan dan 
Penanggulangan Penyakit 
Ternak 

Pertanian Dinas Pertanian 

Arah Kebijakan 1.1.1.2.2. 
: Membangun dan 
Merehabilitasi Sarana dan 
Prasarana Produksi, 
Distribusi Pertanian 

Persentase Kelompok 
Tani yang menerima 
sarana prasarana 
perkebunan 

100,00 100,00 Program Pengembangan 
Sarana dan Prasarana 
Perkebunan dan 
Kehutanan 

Pertanian Dinas Pertanian 

Persentase Luas Tanam 
Pertanian 

1,81 2,27 Program Peningkatan 
Ketahanan Pangan 
Pertanian/Perkebunan Persentase Kelompok 

Tani yang Menanam 
Holtukultura 

2,75 3,00 

Persentase 
Pengendalian Hama 
dan Penyakit Tanaman 
dengan Cepat dan 
Tepat 

7,00 12,00 Program Peningkatan 
Produksi 
Pertanian/Perkebunan 

Persentase Kelompok 
Tani yang Menanam 
Tanaman Perkebunan 

2,12 2,40 
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Tujuan Sasaran 
Strategi dan Arah 

Kebijakan 

Indikator Capaian 

Program 

Target Capaian 
Program Pembangunan 

Daerah 

Bidang 

Urusan 

SKPD Penanggung 

Jawab Kondisi 

Awal 

Kondisi 

Akhir 

Persentase Ternak 
yang Sehat 

100,00 100,00 Program Peningkatan 
Produksi Hasil 
Peternakan 

Arah Kebijakan1.1.1.2.3 : 

Peningkatan Kapasitas 
Penyuluh Pertanian dan 
Perikanan 

Persentase Penyuluh 
Pertanian Berkinerja 
BAIK (sesuai kriteria 
Permentan 
No.91/Permentan/OT.
140/9/2013) 

60,00 70,00 Program Pemberdayaan 
Penyuluh 
Pertanian/Perkebunan 

Pertanian Dinas Pertanian 

Arah Kebijakan1.1.1.2.4 : 

Peningkatan Produktivitas 
dan Mutu Perikanan 

Prosentase Penurunan 
Produksi Perikanan 
yang Menggunakan Zat 
Adiktif (%) 

10,00 5,00 Program Peningkatan 
Mutu Hasil Perikanan 

Kelautan dan 
Perikanan 

Dinas Perikanan 

Jumlah Produksi 
Perikanan Budidaya 
(Ton) 

517,79 592,70 Program Pengembangan 
Budidaya Perikanan 

Kelautan dan 
Perikanan 

Dinas Perikanan 

MISI 2. MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN MELAYANI 

2.1 Meningkatkan 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan yang  
Bersih 

2.1.1 
Meningkatnya 
Akuntabilitas 
Kinerja Birokrasi 

Strategi  2.1.1.1 : Tingkat 
Ketersediaan Data yang 
Akurat dan Up-to-Date 

            

Arah Kebijakan 2.1.1.1.1 : 
Mengoptimalkan 
Pemanfaatan Sistem 
Informasi Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

Persentase Kesesuaian 
RKPD Bidang Sarana 
Prasarana terhadap 
RPJMD 

100,00 100,00 Program Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

Perencanaan 
Pembangunan 

Bappeda 

Persentase Kesesuaian 
RKPD Bidang Sosial 
Ekonomi terhadap 
RPJMD 

100,00 100,00 

Persentase Kesesuaian 
Renja Bidang Sarana 
Prasana terhadap 
RKPD 

100,00 100,00 

Persentase Kesesuaian 
Renja Bidang Sosial 
Ekonomi terhadap 
RKPD 

100,00 100,00 
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Tujuan Sasaran 
Strategi dan Arah 

Kebijakan 

Indikator Capaian 

Program 

Target Capaian 
Program Pembangunan 

Daerah 

Bidang 

Urusan 

SKPD Penanggung 

Jawab Kondisi 

Awal 

Kondisi 

Akhir 

Persentase Kesesuaian 
Renstra Bidang Sarana 
Prasarana terhadap 
RPJMD 

100,00 100,00 

Persentase Kesesuaian 
Renstra Bidang Sosial 
terhadap RPJMD 

100,00 100,00 

Persentase 
Pelaksanaan Program 
OPD yang sesuai 
dengan Renja OPD 

81,92 88,00 

Persentase usulan 
masyarakat  yang 
diakomodir dalam 
Musrenbang RKPD 

97,01 100,00 

Persentase  
peningkatan 
keterlibatan 
masyarakat dalam 
musrenbang 

25,00 30,00 

Persentase usulan 
masyarakat  melalui  
DPRD yang diakomodir 
dalam  Musrenbang 
RKPD 

100,00 100,00 

Sistem Informasi 
Perencanaan 
Pembangunan 

0,00 100,00 

Jumlah Dokumen 
Perencaaan Teknis 
KePUan 

1 
Dokumen 

3 Dokumen 

Persentase penelitian 
yang mendukung 
perencanaan yang 
dilaksanakan 

100,00 100,00 

Persentase Data Iyang 
Akurat dan Up to Date 

100,00 100,00 Program Pengembangan 
Data/Informasi 
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Tujuan Sasaran 
Strategi dan Arah 

Kebijakan 

Indikator Capaian 

Program 

Target Capaian 
Program Pembangunan 

Daerah 

Bidang 

Urusan 

SKPD Penanggung 

Jawab Kondisi 

Awal 

Kondisi 

Akhir 

Persentase  rumusan 
kebijakan yang 
dihasilkan dari hasil 
penelitian 

100,00 100,00 

Persentase penelitian 
yang mendukung 
perencanaan yang 
dilaksanakan 

100 100 Program Perencanaan 
Pembangunan Ekonomi 

Persentase penelitian 
yang mendukung 
perencanaan yang 
dilaksanakan 

100 100 Program Perencanaan 
Pembangunan Sosial dan 
Budaya 

Persentase penelitian 
yang mendukung 
perencanaan yang 
dilaksanakan 

0 100 Program Perencanaan 
Prasarana Wilayah dan 
Sumber Daya Alam 

Persentase  
ketersediaan data  yang 
akurat dan up to date 

100 100 Program Kerjasama 
Pembangunan 

Bag. Adm. 
Pemerintahan 
Umum Setda 

Bangka/Seluruh 
SKPD 

Arah Kebijakan 2.1.1.1.2 : 

Penelitian dan 
Pengembangan Data 
Statistik dalam Menunjang 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah 

Persentase Data 
Informasi Statistik yang 
Akurat dan Up to Date 

100 100 Program Pengembangan 
Data/Informasi/Statistik 
Daerah 

Statistik Bappeda / 
Dinkominfotik 

Arah Kebijakan 2.1.1.1.3 : 

Penataan Kelembagaan 
Organisasi dan Sumber 
Daya Manusia Aparatur 

  

  

Persentase rekrutmen 
aparatur yang 
kompeten 

50,00 50,00 Program Penataan Sistem 
Manajemen Sumber Daya 
Manusia Aparatur 

Otonomi 
daerah, 

pemerintahan 
umum, 

administrasi 
keuangan 

daerah, 
perangkat 

daerah, 
kepegawaian 

dan 

BKPSDMD/Bag. 
Organisasi Setda 

Persentase aparatur 
yang penempatannya 
sesuai kompetensi 

50,00 100,00 

Persentase data profil 
aparatur yang up to 
date 

39,00 50,00 Program Peningkatan 
Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur 
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Tujuan Sasaran 
Strategi dan Arah 

Kebijakan 

Indikator Capaian 

Program 

Target Capaian 
Program Pembangunan 

Daerah 

Bidang 

Urusan 

SKPD Penanggung 

Jawab Kondisi 

Awal 

Kondisi 

Akhir 

Arah Kebijakan 2.1.1.1.4 : 
Penetapan Standar bagi 
Pegawai yang akan 
Menerima Fasilitas 
Mengikuti Pendidikan 
Formal Lanjutan Bergelar 
(Tugas Belajar 

Persentase aparatur 
yang mendapatkan 
pengembangan 
kompetensi manajerial 
dan fungsional 

12,00 40,00 Program Peningkatan 
Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur 

persandian 

Persentase aparatur 
yang mendapatkan 
pengembangan 
kompetensi teknis 

39,00 50,00 

Persentase aparatur 
yang mendapatkan 
pengembangan 
kompetensi teknis 

100 100 Program Pendidikan dan 
Pelatihan 

Strategi  2.1.1.2 : 
Penyelenggaraan 
Pendidikan untuk Aparatur 
Pemerintahan Daerah 

          

Arah Kebijakan 2.1.1.2.1 : 

Menata Kelembagaan 
Pemerintah Daerah yang 
Efisien dan Efektif 

Persentase Penurunan 
Pelanggaran Disiplin 
Aparatur 

70,00 85,00 Program Pembinaan dan 
Pengembangan Aparatur 

Otonomi 
daerah, 

pemerintahan 
umum, 

administrasi 
keuangan 

daerah, 
perangkat 

daerah, 
kepegawaian 

dan 
persandian 

Badan Kepegawaian 
dan Pengembangan 

Sumber Daya 
Manusia Daerah Persentase aparatur 

yang meningkatkan 
kualifikasi 
pendidikannya 

12,00 40,00 

Persentase Pelayanan 
Administrasi 
Kepegawaian yang 
sesuai SOP 
Berdasarkan Tugas dan 
Fungsi Setiap Bidang 

100 100 Program Penataan Sistem 
Manajemen Sumber Daya 
Manusia Aparatur 
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Tujuan Sasaran 
Strategi dan Arah 

Kebijakan 

Indikator Capaian 

Program 

Target Capaian 
Program Pembangunan 

Daerah 

Bidang 

Urusan 

SKPD Penanggung 

Jawab Kondisi 

Awal 

Kondisi 

Akhir 

Persentase Tercapainya 
Target Kinerja (%) 

100 100 Program Sosialisasi 
Kebijakan dan Program 
Pemerintah Daerah 

Otonomi 
daerah, 

pemerintahan 
umum, 

administrasi 
keuangan 

daerah, 
perangkat 

daerah, 
kepegawaian 

dan 
persandian 

Bag. Humas dan 
Pratokol Setda 

Bangka 

Evaluasi Penilaian 
Kinerja Kecamatan 

Baik Baik Program Peningkatan 
dan Penerapan Prinsip-
Prinsip Good Governance 

Otonomi 
daerah, 

pemerintahan 
umum, 

administrasi 
keuangan 

daerah, 
perangkat 

daerah, 
kepegawaian 

dan 
persandian 

Bagian Adm. 
Pemerintahan 

Umum 

Jumlah Prestasi 
Regional dan Nasional 
di Bidang IMTAQ 

20 50 Program Peningkatan 
Pengembangan Sumber 
Daya Insani 

Otonomi 
daerah, 

pemerintahan 
umum, 

administrasi 
keuangan 

daerah, 
perangkat 

daerah, 
kepegawaian 

dan 
persandian 

Setda Bag. 
Administrasi Kesra 
dan Kesejahteraan 

Masyarakat/Kecama
tan 
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Tujuan Sasaran 
Strategi dan Arah 

Kebijakan 

Indikator Capaian 

Program 

Target Capaian 
Program Pembangunan 

Daerah 

Bidang 

Urusan 

SKPD Penanggung 

Jawab Kondisi 

Awal 

Kondisi 

Akhir 

Raperda yang diajukan 
dan Raperbup yang 
disahkan (%) 

100 100 Program Penataan 
Peraturan Perundang-
Undangan 

Otonomi 
daerah, 

pemerintahan 
umum, 

administrasi 
keuangan 

daerah, 
perangkat 

daerah, 
kepegawaian 

dan 
persandian 

Bag. Hukum dan 
HAM Setda Bangka 

Jumlah Fasilitasi 
Advokasi dan Bantuan 
Hukum 

1 Kasus 2 Kasus Program Advokasi dan 
Bantuan Hukum 

Otonomi 
daerah, 

pemerintahan 
umum, 

administrasi 
keuangan 

daerah, 
perangkat 

daerah, 
kepegawaian 

dan 
persandian 

Bag. Hukum dan 
HAM Setda Bangka 

Evaluasi Kebijakan 
KDH dalam Bidang 
Sumber Daya Alam (%) 

70 100 Program Pengembangan 
Potensi Sumber Daya 
Alam 

Otonomi 
daerah, 

pemerintahan 
umum, 

administrasi 
keuangan 

daerah, 
perangkat 

daerah, 
kepegawaian 

dan 
persandian 

Bag. Perekonomian 
Setda Kab. Bangka 
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Tujuan Sasaran 
Strategi dan Arah 

Kebijakan 

Indikator Capaian 

Program 

Target Capaian 
Program Pembangunan 

Daerah 

Bidang 

Urusan 

SKPD Penanggung 

Jawab Kondisi 

Awal 

Kondisi 

Akhir 

Kebijakan Sistem dan 
Prosedur Pengawasan 
(Dokumen) 

0 2 Program Penataan dan 
Penyempurnaan 
Kebijakan Sistem dan 
Prosedur Pengawasan 

Otonomi 
daerah, 

pemerintahan 
umum, 

administrasi 
keuangan 

daerah, 
perangkat 

daerah, 
kepegawaian 

dan 
persandian 

Bag. Hukum dan 
HAM Setda Bangka 

Persentase 
Pelaksanaan 
Pengadaan Barang dan 
Jasa sesuai dengan RUP 
(%) 

0 75 Program Pelayanan 
Barang dan Jasa 

Otonomi 
daerah, 

pemerintahan 
umum, 

administrasi 
keuangan 

daerah, 
perangkat 

daerah, 
kepegawaian 

dan 
persandian 

Bag. Adm. 
Pembangunan dan 
Bag. Administrasi 

Pelayanan 
Pengadaan Barang 

dan Jasa Setda 

Jumlah Fasilitasi, 
Koordinasi Kerjasama 
antar Pemerintah 
Daerah 

0 3 Program Peningkatan 
Kerjasama antar 
Pemerintah Daerah 

Otonomi 
daerah, 

pemerintahan 
umum, 

administrasi 
keuangan 

daerah, 
perangkat 

daerah, 
kepegawaian 

dan 
persandian 

Bag. Adm. 
Pemerintahan 
Umum Setda 

Bangka/Seluruh 
SKPD 

Strategi 2.1.1.3: 

Pengelolaan Keuangan 
yang transparan dan 
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Tujuan Sasaran 
Strategi dan Arah 

Kebijakan 

Indikator Capaian 

Program 

Target Capaian 
Program Pembangunan 

Daerah 

Bidang 

Urusan 

SKPD Penanggung 

Jawab Kondisi 

Awal 

Kondisi 

Akhir 

akuntabel 
Arah Kebijakan 2.1.1.3.1 : 
Meningkatnya 
Ekstensifikasi dan 
Instensifikasi PAD 

Persentase Capaian 
Penerimaan Pajak dan 
Retribusi Daerah 
dibanding Target 

100,00 100,00 Program Peningkatan 
dan Pengembangan 
Pengelolaan Keuangan 
Daerah 

Otonomi 
daerah, 

pemerintahan 
umum, 

administrasi 
keuangan 

daerah, 
perangkat 

daerah, 
kepegawaian 

dan 
persandian 

BP2RD 

Persentase 
Peningkatan 
Pendapatan Daerah 
dari Sektor PBB dan 
BPHTB 

100,00 100,00 

Persentase 
Peningkatan 
Perencanaan dan 
Pengembangan Potensi 
PAD 

100,00 100,00 

Penerimaan Daerah 
dari Sektor Dana 
Perimbangan/Transfer 

100,00 100,00 

Persentase Penerimaan 
dari 
dana transfer provinsi 

73,63 75,00 

Arah Kebijakan 2.1.1.3.2: 

Penerapan Prinsip 
Performance based 
budgeting secara optimal 

Persentase Pelaporan 
Capaian Kinerja dan 
Keuangan sesuai 
dengan Jadwal yang 
ditetapkan 

100,00 100,00 Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian 
Kinerja dan Keuangan 

Otonomi 
daerah, 

pemerintahan 
umum, 

administrasi 
keuangan 

daerah, 
perangkat 

daerah, 
kepegawaian 

dan 
persandian 

BPKAD 

Persentase Pelaporan 
Capaian Kinerja dan 
Keuangan dengan 
benar dan sesuai 
standar. 

100,00 100,00 

Persentase OPD yang 
Menerapkan 
Penganggaran yang 
Tepat Sasaran dan 
Tepat Waktu 

100,00 100,00 Program Peningkatan 
dan Pengembangan 
Pengelolaan Keuangan 
Daerah 
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Tujuan Sasaran 
Strategi dan Arah 

Kebijakan 

Indikator Capaian 

Program 

Target Capaian 
Program Pembangunan 

Daerah 

Bidang 

Urusan 

SKPD Penanggung 

Jawab Kondisi 

Awal 

Kondisi 

Akhir 

Persentase OPD yang 
Mencatat Aset ke dalam 
Buku Inventaris secara 
Benar 

100,00 100,00 

Persentase Pelaporan 
Capaian Kinerja dan 
Keuangan dengan 
Benar dan sesuai 
Standar 

100,00 100,00 

Persentase OPD yang 
menggunakan Aset 
secara tepat 

100,00 100,00 

Persentase Pelaporan 
Capaian Kinerja dan 
Keuangan dengan 
benar dan sesuai 
standar. 

100,00 100,00 

Persentase OPD yang 
menerapkan sistem 
pengelolaan informasi 
keuangan daerah yang 
baik/ Persentase 
tercapainya target 
kinerja 

100,00 100,00 

Persentase Pemenuhan 
Pelayanan Administrasi 
Penatausahaan 
Perbendaharaan 
dengan baik 

100,00 100,00 

Persentase Penyerapan 
Belanja Daerah 
Tahunan sesuai dengan 
Dokumen Pelaksana 
Anggaran (DPA) 

100,00 100,00 

Strategi 2.1.1.4: Penataan 
Administrasi Kewilayahan 

        
    

Arah Kebijakan 2.1.1.4.1 : 
Pemekaran dan Penataan 
Batas Wilayah 

Peraturan Bupati 
tentang Batas Desa 

80 82 Program Penataan Desa Pemberdayaan 
mmasyarakat 

desa 

DINSOSPEMDES 
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Tujuan Sasaran 
Strategi dan Arah 

Kebijakan 

Indikator Capaian 

Program 

Target Capaian 
Program Pembangunan 

Daerah 

Bidang 

Urusan 

SKPD Penanggung 

Jawab Kondisi 

Awal 

Kondisi 

Akhir 

Kelengkapan 
Administrasi 
Penyelesaian Kasus 
Batas Wilayah 
Perbatasan 

66,7 100 Program Pengembangan 
Wilayah Perbatasan 

Perencanaan 
Pembangunan 

Bag. Adm. 
Pemerintahan 
Umum Setda 

Kelengkapan 
Administrasi 
Pemekaran Wilayah 
(Kel/Lingk) 

Sep-47 21/64 Program Penataan 
Daerah Otonomi Baru 

Otonomi 
daerah, 

pemerintahan 
umum, 

administrasi 
keuangan 

daerah, 
perangkat 

daerah, 
kepegawaian 

dan 
persandian 

Bag. Adm. 
Pemerintahan Setda 

2.1.2. 
Meningkatnya 
Pengelolaan 
Keuangan 
Daerah yang 
Akuntabel 

Strategi  2.1.2.1 : 

Optimalisasi Pengawasan 
Sesuai Peraturan 
Perundang-undangan yang 
berlaku 

            

Arah Kebijakan 2.1.2.1.1 : 
Mengoptimalkan 
Pengawasan Pembangunan 
Daerah 

Persentase Auditor 
yang bersertifikat 
penjenjangan 

100,00 100,00 Program Peningkatan 
Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur 

Otonomi 
daerah, 

pemerintahan 
umum, 

administrasi 
keuangan 

daerah, 
perangkat 

daerah, 
kepegawaian 

dan 
persandian 

Inspektorat 

Persentase  Auditor 
yang  bersertifikat 

100,00 100,00 

Persentase SAKIP OPD 
yang dibina 

0,00 34 OPD Program Peningkatan 
Sistem Pengawasan 
Internal dan 
Pengendalian 
Pelaksanaan Kebijakan 
KDH 

Persentase OPD yang 
Bebas Penyimpangan 
Keuangan yang 
Material 

34 OPD 34 OPD 

Persentase OPD yang 
Bebas Penyimpangan 
Aset yang Material 

34 OPD 34 OPD 

Persentase 
rekomendasi temuan 
hasil pengawasan APIP 

34 OPD 34 OPD 
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Tujuan Sasaran 
Strategi dan Arah 

Kebijakan 

Indikator Capaian 

Program 

Target Capaian 
Program Pembangunan 

Daerah 

Bidang 

Urusan 

SKPD Penanggung 

Jawab Kondisi 

Awal 

Kondisi 

Akhir 

dan BPK-RI yang 
selesai ditindaklanjuti 
Persentase tindaklanjut 
hasil pengaduan 
masyarakat 

100,00 100,00 

Persentase OPD yang 
menerapkan SPIP 

100,00 100,00 

% Cakupan Pemenuhan 
SOP Bagian Perundang-
Undangan 

100 100 Program Peningkatan 
Kapasitas Lembaga 
Perwakilan Rakyat 
Daerah 

Otonomi 
daerah, 

pemerintahan 
umum, 

administrasi 
keuangan 

daerah, 
perangkat 

daerah, 
kepegawaian 

dan 
persandian 

Sekretariat DPRD 

% Cakupan Pemenuhan 
SOP Bagian Keuangan 

100 100 

% Cakupan Pemenuhan 
SOP Bidang Umum 

100 100 

2.2. Meningkatkan 
Pelayanan Publik 
Prima bagi Seluruh 

2.2.1. 
Meningkatnya 
Kualitas 
Pelayanan Publik 
Kepada Semua 
Lapisan 
Masyarakat 

Strategi 2.2.1.1 : Penataan 
dan Perbaikan Sarana dan 
Prasarana Pelayanan Publik 
yang Lebih Baik (Cepat dan 
Berkualitas) 

            

Arah Kebijakan 2.2.1.1.1. 

: Menerapkan Sistem 
Pelayanan Publik Prima 

IKM Perikanan 
Tangkap 

3,20 3,20 Program Pengembangan 
Data/Informasi 

Perencanaan 
Pembangunan 

Dinas Perikanan 

IKM Perikanan 
Budidaya 

3,20 3,20 Dinas Perikanan 

IKM Bidang Pencatatan 
dan Perizinan 

3,20 3,20 DINPMP2KUMKM 

IKM Bidang 
Pengelolaan 
Pembudidayaan Ikan 

3,20 3,20 Dinas Perikanan 

Persentase Data yang 
Up to Date 

100 100 Dinsospemdes 

Persentase puskesmas 
yang menjalankan 
manajemen puskesmas 

100 100 Dinas Kesehatan 
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Tujuan Sasaran 
Strategi dan Arah 

Kebijakan 

Indikator Capaian 

Program 

Target Capaian 
Program Pembangunan 

Daerah 

Bidang 

Urusan 

SKPD Penanggung 

Jawab Kondisi 

Awal 

Kondisi 

Akhir 

Cakupan Pelayanan 
Perpajakan sesuai SOP 

100 100 BP2RD 

Persentase pelayanan 
administrasi 
kepegawaian yang 
sesuai SOP 
berdasarkan tugas dan 
fungsi setiap bidang 

100,00 100,00 Program Penataan Sistem 
Manajemen Sumber Daya 
Manusia Aparatur 

Otonomi 
daerah, 

pemerintahan 
umum, 

administrasi 
keuangan 

daerah, 
perangkat 

daerah, 
kepegawaian 

dan 
persandian 

BKPSDMD 

Persentase FKTP yang 
memiliki sarana dan 
prasarana sesuai 
standar 

80,00% 85,00% Program Pengadaan, 
Peningkatan dan 
Perbaikan Sarana dan 
Prasarana 
Puskesmas/Puskesmas 
Pembantu dan 
Jaringannya 

Kesehatan Dinas Kesehatan 

Persentase FKTP yang 
memiliki sarana dan 
prasarana sesuai 
standar 

100,00% 100,00% Program Pengadaan, 
Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Rumah 
Sakit/Rumah Sakit 
Jiwa/Rumah Sakit Paru-
paru/Rumah Sakit Mata 

persentase puskesmas 
yang melaksanakan 
pelayanan kesehatan 
esensial sesuai standar 

100,00% 100,00% Program Upaya 
Kesehatan Masyarakat 

persentase puskesmas 
yang melaksanakan 
pelayanan kesehatan 
pengembangan wajib 
sesuai standar 

100,00% 100,00% 

Persentase puskesmas 
yang menjalankan 
manajemen puskesmas 

100,00% 100,00% 
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Tujuan Sasaran 
Strategi dan Arah 

Kebijakan 

Indikator Capaian 

Program 

Target Capaian 
Program Pembangunan 

Daerah 

Bidang 

Urusan 

SKPD Penanggung 

Jawab Kondisi 

Awal 

Kondisi 

Akhir 

% Puskesmas yang 
memiliki sistem 
manajemen dan 
informasi pelayanan 
kesehatan 

100,00% 100,00% 

Persentase ketersedian 
perbekalan kesehatan 
sesuai standar 

100,00% 100,00% 

Persentase masyarakat 
miskin yang 
mendapatkan  
pelayanan kesehatan 
dasar 

100,00% 100,00% 

Persentase ketersedian 
perbekalan kesehatan 
sesuai standar 

0,00% 60,00% Program Obat dan 
Perbekalan Kesehatan 

Proses Penerbitan 
Dokumen 
Kependudukan : 

    Program Penataan 
Administrasi 
Kependudukan 

Kependudukan 
dan pencatatan 

sipil 

Dinas 
Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil 
- Akta Kelahiran 7 hari 2 hari 

- Kartu Keluarga 7 hari 2 hari 

- Kartu Tanda 
Penduduk Elektronik 
(KTP-el) 

7 hari 2 hari 

- Akta Kematian 7 hari 2 hari 

- Akta Perkawinan 11 hari 10 hari 

- Akta Perceraian 11 hari 10 hari 

Jenis dan Jumlah 
Pelayanan Publik 

2/15 2/15 Program Peningkatan 
dan Pengembangan 
Pelayanan Publik 

Otonomi 
daerah, 

pemerintahan 
umum, 

administrasi 
keuangan 

daerah, 
perangkat 

daerah, 
kepegawaian 

dan 

DINPMP2KUMKM 

Persentase 
Penyelesaian 
Perizinan/Non 
Perizinan sesuai SOP 

97 99 
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Tujuan Sasaran 
Strategi dan Arah 

Kebijakan 

Indikator Capaian 

Program 

Target Capaian 
Program Pembangunan 

Daerah 

Bidang 

Urusan 

SKPD Penanggung 

Jawab Kondisi 

Awal 

Kondisi 

Akhir 

persandian 

Berkurangnya Konflik 
Pertanahan yang 
Berkaitan dengan 
Pemda 

100 100 Program Penyelesaian 
Konflik-Konflik 
Pertanahan 

Urusan 
Pertanahan 

Dinperkpp 

Dokumen Informasi 
Pertanahan 

1 1 Program Pengembangan 
Sistem Informasi 
Pertanahan 

Urusan 
Pertanahan 

Dinperkpp 

Strategi 2.2.1.2. : 

Revitalisasi dan 
Refungsionalisasi Tempat 
Ibadah 
(Masjid/Kelenteng/Gereja) 
Sebagai Pusat 
Pemberdayaan Umat 

            

Arah Kebijakan 2.2.1.2.1. 

: Peningkatan Keamanan 
dan Ketertiban Lingkungan 
dengan Siskamling/Ronda 
Kampung 

Tingkat Kriminalitas yg 
terkait dengan Penyakit 
Masyarakat (%) 

20 17 Program Peningkatan 
Pemberantasan Penyakit 
Masyarakat (PEKAT) 

Kesatuan 
bangsa dan 

politik dalam 
negeri 

Kesbangpol/Satuan 
Polisi Pamong Praja 

Presentase Objek Vital 
Pemda yang Aman dan 
Terawasi 

0 100 Program Dukungan 
Kelancaran 
Penyelenggaraan PEMILU 

Persentase 
Desa/Kelurahan yang 
Melaksanakan 
Siskamling 

100 100 Program Peningkatan 
Keamanan dan 
Kenyamanan Lingkungan 

% Konflik Umat 
Beragama yang 
tertangani 

100 100 Program Pengembangan 
Wawasan Kebangsaan 

Jumlah Kemitraan 
dalam Pengembangan 
Wawasan Kebangsaan 

2 4 

Persentase 
Penyelesaian 
Pelanggaran Perda dan 
Perkada 

98 100 Program Pemeliharaan 
Kantrantibmas dan 
Pencegahan Tindak 
Kriminal 

Angka Tunawisma (%) 0,6 0,5 



Pemerintah Kabupaten Bangka 

RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2018                                         IV - 44 

  

Tujuan Sasaran 
Strategi dan Arah 

Kebijakan 

Indikator Capaian 

Program 

Target Capaian 
Program Pembangunan 

Daerah 

Bidang 

Urusan 

SKPD Penanggung 

Jawab Kondisi 

Awal 

Kondisi 

Akhir 

Angka Prostitusi (%) 1,5 1,25 

Persentase Penjualan 
Minuman Beralkohol 
tanpa Izin 

0,8 0,7 

Persentase Angka 
Kasus Perjudian 

7 6,75 

Persentase Angka 
Kasus Penggunaan 
Narkotika dan Barang 
Zat Adiktif 

7,8 7,8 

Arah Kebijakan 2.2.1.2.2. 

: Melakukan Perbaikan dan 
Penataan Sarana dan 
Prasarana Pelayanan Publik 

persentase puskesmas 
yang melaksanakan 
pelayanan kesehatan 
esensial sesuai standar 

100,00% 100,00% Program Peningkatan 
Kualitas Pelayanan 
Umum Kesehatan 

Kesehatan RSUD 

persentase puskesmas 
yang melaksanakan 
pelayanan kesehatan 
pengembangan wajib 
sesuai standar 

100,00% 100,00% 

Persentase Gedung 
Rumah Sakit yang 
Terpenuhi 

100,00 100,00 Program Pengadaan, 
Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Rumah 
Sakit/Rumah Sakit 
Jiwa/Rumah Sakit Paru-
Paru/Rumah Sakit Mata 

Kesehatan RSUD 

Persentase IPAL 
Rumah Sakit yang 
Terpenuhi 

50,00 100,00 

Persentase Gedung 
Rumah Sakit yang 
direhabilitasi 

100,00 100,00 

Persentase Alat 
Kesehatan yang 
terpenuhi 

100,00 100,00 

Persentase 
Perlengkapan Rumah 
Tangga Rumah Sakit 
yang terpenuhi 

100,00 100,00 

Persentase Alat 
Penunjang Medis 
Rumah Sakit yang 
terpenuhi 

100,00 100,00 
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Tujuan Sasaran 
Strategi dan Arah 

Kebijakan 

Indikator Capaian 

Program 

Target Capaian 
Program Pembangunan 

Daerah 

Bidang 

Urusan 

SKPD Penanggung 

Jawab Kondisi 

Awal 

Kondisi 

Akhir 

Persentase Obat-
Obatan yang terpenuhi 

100,00 100,00 

Persentase Bahan 
Logistik Rumah 
Sakit/Habis Pakai yang 
Terpenuhi 

100,00 100,00 

Persentase FKTP yang 
memiliki SDM sesuai 
standar 

16.60% 60,00% Program Standarisasi 
Pelayanan Kesehatan 

Kesehatan RSUD 

Persentase FKTP yang 
memiliki sarana dan 
prasarana sesuai 
standar 

0,00% 80,00% 

Persentase Perusahaan 
yang membuat & 
Mengesahkan 
Peraturan Perusahaan 
sesuai dengan UU 
Ketenagakerjaan yang 
berlaku 

13,41 23,10 Program Perlindungan 
dan Pengembangan 
Lembaga 
Ketenagakerjaan 

Urusan 
Ketenagakerja

an 

Dinas Tenaga Kerja, 
Perindustrian dan 

Perdagangan 

Persentase Alat UTTP 
yang ditera/tera Ulang 

100 100 Program Perlindungan 
Konsumen dan 
Pengamanan 
Perdagangan 

Urusan 
Perdagangan 

Dinas Tenaga Kerja, 
Perindustrian dan 

Perdagangan 

Tingkat Waktu 
Tanggap (Response 

Time Rate) Daerah 
Layanan WMK 

0 100 Program Peningkatan 
Kesiagaan dan 
Pencegahan Bahaya 
Kebakaran 

Urusan 
Perumahan 

SATPOL PP 

Efektivitas 
Implementasi 
Managemen 
Penanggulangan 
Bencana Alam 

100 100 Program Pencegahan 
Dini dan Penanggulangan 
Korban Bencana Alam 

Urusan Sosial SATPOL PP 

Strategi  2.2.1.3 : 
Memasyarakatkan Olah 
Raga dan Mengolahragakan 
Masyarakat 
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Tujuan Sasaran 
Strategi dan Arah 

Kebijakan 

Indikator Capaian 

Program 

Target Capaian 
Program Pembangunan 

Daerah 

Bidang 

Urusan 

SKPD Penanggung 

Jawab Kondisi 

Awal 

Kondisi 

Akhir 

Arah Kebijakan 2.2.1.3,1. 
: Penyediaan Sarana Olah 
Raga 

Persentase Sarana dan 
Prasarana Olahraga 
yang Memadai 

99,99 100 Program Peningkatan 
Sarana Prasarana 
Olahraga 

Urusan 
Pemuda dan 

Olahraga 

Dinas Pariwisata 
dan Olahraga 

Arah Kebijakan 2.2.1.3.2. 

: Penyelenggaraan 
Turnamen Olah Raga 

Persentase Cabang 
Olahraga yang 
berkembang di 
Masyarakat 

95,00 100,00 Program Pembinaan dan 
Pemasyarakatan 
Olahraga 

Urusan 
Pemuda dan 

Olahraga 

Dinas Pariwisata 
dan Olahraga 

Persentase Pembinaan 
dan Pengembangan 
Aparatur yang 
Kompeten sesuai 
Tupoksi 

0,00 100,00 BKPSDMD 

Strategi 2.2.1.4 : 
Menumbuhkembangkan 
Potensi dan Kreativitas 
Pemuda dan Organisasi 
Kepemudaan 

          

Kebijakan 2.2.1.4.1 : 
Penyelenggaraan Event 
Kepemudaan dan 
Organisasi Pemuda 

Persentase pemuda 
yang aktif 
berorganisasi 

95,00 100,00 Program Peningkatan 
Peran Serta Kepemudaan 

Urusan 
Pemuda dan 

Olahraga 

Dinas Pariwisata 
dan Olahraga 

Strategi  2.2.1.5 : 
Pengendalian Pertambahan 
Penduduk 

          

Arah Kebijakan 2.2.1.5.1 : 
Meningkatkan Keluarga 
Sejahtera 

Cakupan Peserta KB 
Aktif 

76,83% 92,20% Program Keluarga 
Berencana 

Urusan 
keluarga 

berencana dan 
keluarga 
sejahtera 

Dinas Pengendalian  
Penduduk, Keluarga 

Berencana, 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 

Perlindungan Anak 

Cakupan Penyediaan 
Alat dan Obat 
Kontrasepsi untuk 
Memenuhi Permintaan 
Masyarakat 30% setiap 
Tahun (Alkon) 

112.471,0
0 

134.965 Program Pelayanan 
Kontrasepsi 

Jumlah Kelompok 
KB/KR yang Mandiri 

71 77 Program Pembinaan 
Peran Serta Masyarakat 
Dalam Pelayanan KB/KR 
Yang Mandiri 



Pemerintah Kabupaten Bangka 

RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2018                                         IV - 47 

  

Tujuan Sasaran 
Strategi dan Arah 

Kebijakan 

Indikator Capaian 

Program 

Target Capaian 
Program Pembangunan 

Daerah 

Bidang 

Urusan 

SKPD Penanggung 

Jawab Kondisi 

Awal 

Kondisi 

Akhir 

Dokumen Data 
Informasi Pengasuhan 
dan Pembinaan 
Tumbuh Kembang 
Anak 

0 5 Program Pengembangan 
Bahan Informasi Tentang 
Pengasuhan Dan 
Pembinaan Tumbuh 
Kembang Anak 

Perlindungan dan 
Pembinaan KDRT 

0,25 0,15 Program Penguatan 
Kelembagaan 
Pengarusutamaan 
Gender dan Anak 

Peningkatan Keluarga 
Berkualitas 

64117 75.069,00 Program Peningkatan 
Kualitas Hidup, 
Perlindungan Perempuan 

Peningkatan 
Keterampilan 
Perempuan dalam 
Pembangunan (Orang) 

90 450 Program Peningkatan 
Peran Serta dan 
Kesetaraan Gender 
Dalam Pembangunan 

Arah Kebijakan 2.2.1.5.2 : 
Tata Kelola Kearsipan yang 
Tertib dan Sesuai Standar 

Persentase Arsip 
Dinamis Daerah yang 
terselamatkan 

3,39 20,44 Program Penyelamatan 
dan Pelestarian 
Dokumen/Arsip Daerah 

Urusan 
Kearsipan 

Dinas Kearsipan dan 
Perpustakaan 

Persentase Arsip 
Dinamis Daerah yang 
disusutkan dan 
dimusnahkan 

0,00 12,55 

Persentase Arsip Statis 
Daerah yang 
diselamatkan dan 
diakuisisi 

0,00 17,65 

Persentase Arsip Statis 
Daerah yang 
direproduksi  

0,00 2,99 

Persentase OPD, 
Kelurahan dan 
Pemerintahan Desa 
yang Tertib Arsip 

48,65 100,00 Program Pemeliharaan 
Rutin/Berkala Sarana 
dan Prasarana Kearsipan 

Urusan 
Kearsipan 

Dinas Kearsipan dan 
Perpustakaan 

Persentase Arsip 
Dinamis dan Statis 
Daerah yang tertata 
dan terpelihara baik 

100,00 100,00 
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Tujuan Sasaran 
Strategi dan Arah 

Kebijakan 

Indikator Capaian 

Program 

Target Capaian 
Program Pembangunan 

Daerah 

Bidang 

Urusan 

SKPD Penanggung 

Jawab Kondisi 

Awal 

Kondisi 

Akhir 

Persentase OPD, 
Kelurahan dan 
Pemerintahan Desa 
yang Dibina dan Dilatih 

87,83 100,00 Program Peningkatan 
Kualitas Pelayanan 
Informasi 

    

Strategi 2.2.1.6: Penataan 
dan Perbaikan Sarana dan 
Prasarana Pelayanan Publik 
yang Lebih Baik (Cepat dan 
Berkualitas) 

Pelaksanaan 
Diseminasi dan 
Pendistribusian 
Informasi Nasional (%) 

60 100 Program Pengembangan 
Komunikasi, Informasi 
dan Media Massa 

Urusan 
Komunikasi 

dan 
Informatika 

Dinas Kominfo dan 
Statistik/Bag.Adm.H
umas dan Pratokol 

Arah Kebijakan 2.2.1.6.1. 

: Meningkatkan Pelayanan 
Publik di Bidang Sumber 
Daya dan Informatika yang 
Berintegritas sesuai dengan 
Kebutuhan Pemangku 
Kepentingan 
(Stakeholders) 

Cakupan 
Pengembangan dan 
Pemberdayaan 
Kelompok Informasi 
Masyarakat di Tingkat 
Kecamatan (%) 

50 100 Program Fasilitasi 
Pengembangan SDM 
Bidang Komunikasi dan 
Informatika 

Citra Positif 
Pemerintah di Mata 
Masyarakat (%) 

100 100 Program Kerjasama 
Informasi dan Media 
Massa 

Pelaksanaan 
Diseminasi dan 
Pendistribusian 
Informasi Nasional (%) 

60 100 Program Pengembangan 
Komunikasi, Informasi 
dan Media Massa 

MISI 3. MEWUJUDKAN KABUPATEN BANGKA YANG SEJAHTERA 

3.1. Meningkatkan 
Pertumbuhan 
Ekonomi 

3.1.1. 
Meningkatnya 
Pendapatan 
Masyarakat 

Strategi  3.1.1.1 : 

Penguatan Usaha Mikro 
dan Usaha Kecil, 
Penyediaan Fasilitas 
Pengembangan 
Kemampuan Usaha Kreatif 
Masyarakat 

            

Arah Kebijakan 3.1.1.1.1 : 

Penguatan Lembaga 
Keuangan Mikro dan 
Koperasi 

Persentase UMKM yang 
dilakukan Pembinaan 

4,00 6,00 Program Pengembangan 
Sistem Pendukung Usaha 
bagi Usaha Mikro Kecil 
Menengah 

Urusan 
Koperasi dan 
Usaha Kecil 
Menengah 

DINPMP2KUMKM 

Persentase Koperasi 
yang dilakukan 
Pembinaan 

86,00 88,00 Program Peningkatan 
Kualitas Kelembagaan 
Koperasi 
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Tujuan Sasaran 
Strategi dan Arah 

Kebijakan 

Indikator Capaian 

Program 

Target Capaian 
Program Pembangunan 

Daerah 

Bidang 

Urusan 

SKPD Penanggung 

Jawab Kondisi 

Awal 

Kondisi 

Akhir 

Persentase Kerjasama 
Investasi yang 
Dilaksanakan 

8,00 10,00 Program Peningkatan 
Promosi dan Kerjasama 
Investasi 

Persentase Promosi 
Investasi yang 
Dilaksanakan 

8,00 10,00 

Arah Kebijakan 3.1.1.1.2 : 

Pengembangan Industri 
yang disertai Penguatan 
Kapasitas Produksi dan 
Pemasaran 

Persentase 
Peningkatan Penjamin 
Mutu Produk IKM 

68,74 70,47 Program Peningkatan 
Kapasitas IPTEK Sistem 
Produksi 

Urusan 
Industri 

Dinas Tenaga Kerja, 
Perindustrian dan 

Perdagangan 
Persentase 
Peningkatan 
Pertumbuhan dan 
Perkembangan IKM 

9,58 13,33 Program Pengembangan 
Industri Kecil Menengah 

Persentase 
Peningkatan Nilai 
Produksi IKM 

9,58 13,33 

% Peningkatan IKM 
yang berbasis teknologi 

68,74 70,47 

Persentase 
Peningkatan Nilai 
Ekspor Perdagangan 

8,07 8,61 Program Peningkatan 
dan Pengembangan 
Ekspor 

Tersusunnya Dokumen 
Rencana Induk 
Pembangunan Industri 
Kabupaten (RIPIK) 

0,00 100,00 Program Pengembangan 
Sentra-Sentra Industri 
Potensial 

Strategi 3.1.1.2 : 

Kesempatan Kerja yang 
didukung peningkatan 
kompetensi,  dan 
optimalisasi perlindungan 
tenaga kerja 

            

Arah Kebijakan 3.1.1.2.1. 

: Penumbuhan Jiwa 
Kewirausahaan dan 
Keterampilan Pemuda 

Persentase Pemuda 
yang Berwirausaha 

0,02 0,03 Program Peningkatan 
Upaya Penumbuhan 
Kewirausahaan dan 
Kecakapan Hidup 
Pemuda 

Urusan 
Pemuda dan 

Olahraga 

Dinas Pariwisata, 
Pemuda dan 

Olahraga 

Arah Kebijakan 3.1.1.2.2 : 
Perluasan Kesempatan, 
Lapangan Pekerjaan serta 

Persentase 
Meningkatnya Tenaga 
Kerja yang terampil 

3,12 3,17 Peningkatan Kualitas dan 
Produktifitas Tenaga 
Kerja 

Urusan 
Ketenagakerja

an 

Dinas Tenaga Kerja, 
Perindustrian dan 

Perdagangan 
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Tujuan Sasaran 
Strategi dan Arah 

Kebijakan 

Indikator Capaian 

Program 

Target Capaian 
Program Pembangunan 

Daerah 

Bidang 

Urusan 

SKPD Penanggung 

Jawab Kondisi 

Awal 

Kondisi 

Akhir 

Perlindungan Tenaga Kerja dan Kompeten 
Persentase 
Meningktnya Tenaga 
Kerja yang Terampil 
dan Kompeten 

10,50 13,33 

Persentase Pencari 
Kerja Terdaftar yang 
ditempatkan 

5,58 15 Program Peningkatan 
Kesempatan Kerja 

Persentase UMKM Yang 
Dilakukan Pembinaan  

4,00 6,00 Program Pengembangan 
Kewirausahaan dan 
Keunggulan Kompetitif 
Usaha Kecil Menengah 

Koperasi an 
Usaha Kecil 
menengah 

Dinas Penanaman 
Modal, P2TSP, 

Koperasi dan UMKM 

3.1.2 Stabilitas 
Harga 

Strategi 3.1.2.1.: 

Meningkatkan Produksi, 
Distribusi dan Kualitas 
Konsumsi Pangan 
Masyarakat 

            

Arah Kebijakan 3.1.2.1.1 : 

Peningkatan Sarana dan 
Infrastruktur 
Pendukung Ketahanan 
Pangan Daerah 

Persentase 
Peningkatan 
Ketersediaan 
Pangan Strategis Lokal 
(%) 

54,00 58,00 Program Peningkatan 
Bahan Pangan 

Urusan 
Ketahanan 

Pangan 

Dinas Pangan 

Persentase Masyarakat 
Yang Mampu 
Mewujudkan 
Ketahanan Pangan dan 
Gizi (%) 

39,51 44,45 

Persentase Rumah 
Tangga yang 
Memiliki Toko/Warung 
Penyedia 
Bahan Pangan Strategis 
(%) 

1,00 1,50 Program Peningkatan 
Ketahanan Pangan 

Persentase Pasar 
Tradisional Yang 
Diawasi 

70,00 90,00 

Persentase Pasar 
Modern yang Diawasi 

70,00 90,00 
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Tujuan Sasaran 
Strategi dan Arah 

Kebijakan 

Indikator Capaian 

Program 

Target Capaian 
Program Pembangunan 

Daerah 

Bidang 

Urusan 

SKPD Penanggung 

Jawab Kondisi 

Awal 

Kondisi 

Akhir 

Persentase Desa yang 
Memiliki Lumbung 
Pangan 

3,70 6,17 

Persentase Pemenuhan 
Cadangan Pangan yang 
Dimikiki Pemerintah 
Daerah 

0,00 15,00 

Strategi 3.1.2.2: 

Pengawasan, monitoring 
dan evluasi terhadap 
barang dan jasa serta 
menjaga stabilitas harga 
dan ketersediaan stok 
barang 

            

Arah Kebijakan 3.1.2.2.1: 
Mendorong kelancaran 
distribusi dan pemasaran 
barang dalam memenuhi 
kebutuhan pokok 
masyarakat 

Persentase Pengelola 
Sarana Distribusi 
Perdagangan yang 
dibina terhadap jumlah 
pasar/ruko yang ada 

17,65 29,41 Program Peningkatan 
Efisiensi Perdagangan 
Dalam Negeri 

Perdagangan Dinakerperindag 

Persentase Pengelola 
Sarana Distribusi 
Perdagangan yang 
dibina dan jumlah 
pasar/ruko yang ada 

17,65 29,41 

% Peningkatan 
Ketersediaan Barang 
sampai di Tingkat 
Pasar Kecamatan 

70,83 95,83 

3.1.3. 
Menurunnya 
Angka 
Kemiskinan 

Strategi 3.1.3.1 : 

Peningkatan Bantuan dan 
Jaminan Sosial Masyarakat 
Miskin 

            

Arah Kebijakan 3.1.3.1.1:  
Peningkatan Pelayanan 
Kepada PMKS 

Persentase Penyandang 
Masalah Kesejahteraan 
Sosial (PMKS) yang 
Memperoleh 
Rehabilitasi Sosial 

100,00 100,00 Program Pelayanan dan 
Rehabilitasi 
Kesejahteraan Sosial 

Sosial Dinsospemdes 

Persentase Penyandang 
Masalah Kesejahteraan 

100,00 100,00 
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Tujuan Sasaran 
Strategi dan Arah 

Kebijakan 

Indikator Capaian 

Program 

Target Capaian 
Program Pembangunan 

Daerah 

Bidang 

Urusan 

SKPD Penanggung 

Jawab Kondisi 

Awal 

Kondisi 

Akhir 

Sosial (PMKS) yang 
Memperoleh Jaminan 
Sosial 
Persentase Penyandang 
Masalah Kesejahteraan 
Sosial (PMKS) yang 
Memperoleh 
Perlindungan Sosial 

0,00 100,00 

Persentase Rumah 
Tidak Layak Huni yang 
ditangani 

97,04 98,13 

Persentase PMKS Skala 
Kabupaten yang 
Menerima Program 
Pemberdayaan 
Kelembagaan 
Kesejahteraan Sosial 

50,00 100,00 Program Pemberdayaan 
Kelembagaan 
Kesejahteraan Sosial 

Sosial Dinsospemdes 

Persentase Data yang 
Up to Date 

100,00 100,00 Program Pengembangan 
Data/Informasi 

Perencanaan 
Pembangunan 

Dinsospemdes 

Strategi 3.1.3.2 : 

Pemberdayaan Masyarakat 
Desa serta Kesetaraan 
Gender 

            

Arah Kebijakan 3.1.3.2.1 : 
Penguatan Kapasitas 
Pemerintahan dan 
Kelembagaan Desa 

Persentase 
Peningkatan Kapasitas 
Aparatur Pemerintah 
Desa 

98,85 100,00 Program Peningkatan 
Kapasitas Aparatur 
Pemerintah Desa 

Pemberdayaan 
dan 

Masyarakat 
desa 

Dinsospemdes 

Persentase Lembaga 
Ekonomi Pedesaan 
yang Aktif 

96,46 100,00 Program Pengembangan 
Lembaga Ekonomi 
Pedesaan 

Persentase Cakupan 
Kelompok Binaan PKK 

100,00 100,00 Program Pemberdayaan 
Sosial Budaya dan Usaha 
Ekonomi Desa 

Inovasi TTG yang dapat 
dikembangkan dan 
dimasyarakatkan 

100,00 100,00 Program Pengembangan 
dan Pemasyarakatan 
Teknologi Tepat Guna 

Arah Kebijakan 3.1.3.2.2 : 
Peningkatan Partisipasi dan 
Swadaya Masyarakat dalam 

Cakupan Partisipasi 
Masyarakat Desa 

99,24 100,00 Program Peningkatan 
Partisipasi Masyarakat 
Dalam Membangun Desa 
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Tujuan Sasaran 
Strategi dan Arah 

Kebijakan 

Indikator Capaian 

Program 

Target Capaian 
Program Pembangunan 

Daerah 

Bidang 

Urusan 

SKPD Penanggung 

Jawab Kondisi 

Awal 

Kondisi 

Akhir 

Pembangunan Persentase Cakupan 
Pembinaan Lembaga 
Masyarakat 

61,00 70,00 Program Peningkatan 
Keberdayaan Masyarakat 
Pedesaan 

Persentase 
Peningkatan 
MBR yang memiliki 
Rumah 

62,50 65,00 Program Pengembangan 
Perumahan 

Perumahan DINPERKPP 

3.1.4. 
Meningkatnya 
Usaha Pariwisata 
yang Berbasis 
Kearifan Lokal 

Strategi  3.1.4.1 : 

Revitalisasi Sumber Daya 
Pariwisata 

            

Arah Kebijakan 3.1.4.1.1 : 
Penyelenggaraan Even 
yang Terintegrasi antar 
Objek Wisata 

Persentase promosi 
pariwisata melalui in 
bound dan in take 

100,00 100,00 Program Pengembangan 
Pemasaran Pariwisata 

Pariwisata Dinas Pariwisata 
pemuda dan 

olahraga 

Arah Kebijakan 3.1.4.1.2 : 

Peningkatasan Sarana dan 
Prasarana Pariwisata 

Persentase objek 
wisata yang dikelola 
dengan baik dan 
beragam 

100,00 100,00 Program Pengembangan 
Destinasi Pariwisata 

Arah Kebijakan 3.1.4.1.3: 
Menjalin Kemitraan dengan 
Pelaku Usaha Wisata 

Persentase Mitra 
Pariwisata yang dibina 

100,00 100,00 Program Pengembangan 
Kemitraan 

Strategi  3.1.4.2. : 
Pengembangan Seni dan 
Tradisi Budaya Daerah 

            

Arah Kebijakan 3.1.4.2.1. 
: Peningkatan Kualitas 
Sumber Daya Manusia 
Pelaku Budaya 

Persentase Apresiasi 
Pemerintah terhadap 
Seniman dan 
Budayawan 

36,36 54,55 Program Pengembangan  
Nilai Budaya 

Kebudayaan Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan 

Arah Kebijakan 3.1.4.2.2 : 

Peningkatan Fasilitasi 
Pengembangan dan 
Pengelolaan Budaya Daerah 

Persentase Situs dan 
Cagar Budaya yang 
dilestarikan 

35,71 71,43 Program Pengelolaan 
Kekayaan Budaya 

Pagelaran dan Festival 
Budaya Daerah 

9,09 27,27 Program Pengelolaan 
Keragaman Budaya 

Persentase Budaya 
Lokal yang dilestarikan 

25,00 50,00 Program Pengembangan 
Kerjasama Pengelolaan 
Kekayaan Budaya 
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Tujuan Sasaran 
Strategi dan Arah 

Kebijakan 

Indikator Capaian 

Program 

Target Capaian 
Program Pembangunan 

Daerah 

Bidang 

Urusan 

SKPD Penanggung 

Jawab Kondisi 

Awal 

Kondisi 

Akhir 

3.2. Meningkatkan 
Taraf Pendidikan 
Masyarakat 

3.2.1. 
Meningkatnya 
Akses 
Masyarakat 
terhadap 
Layanan 
Pendidikan yang 
Lebih Berkualitas 

Strategi  3.2.1.1 : 

Peningkatan Prasarana dan 
Sarana Pendidikan yang 
Memenuhi Standar 

            

Arah Kebijakan 3.2.1.1.1. 
: Wajib Belar 9 Tahun 
(Pendidikan Gratis sampai 
Tingkat SLTP) 

Rasio Siswa SD Usia 7-
12 Tahun terhadap 
Jumlah Penduduk 7-12 
Tahun 

96,18 98,18 Program Wajib Belajar 
Sembilan Tahun 

Pendidikan Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan 

Rasio Siswa SMP Usia 
13-15 Tahun terhadap 
Jumlah Penduduk 13-
15 Tahun 

84,57 88,86 

Arah Kebijakan 3.2.1.1.2 : 
Penerapan Kurikulum 
Sesuai Ketentuan Berlaku 

Siswa SD berprestasi 
akademis dan non 
akademis 

105,28 107,40 Program Peningkatan 
Belajar Mengajar 

Siswa SMP Berprestasi 
Akademis dan Non 
Akademis 

39 Orang 39 Orang 

Arah Kebijakan 3.2.1.1.3. 
: Pengembangan 
Pendidikan Usia Dini yang 
Berkarakter 

Rasio ketersediaan 
ruang kelas terhadap 
siswa PAUD  

35,00 40,00 Program Pendidikan 
Anak Usia Dini 

Nilai rata-rata ujian 
sekolah siswa SD 

50,00 75,00 Program Peningkatan 
Manajemen Pelayanan 
Pendidikan Nilai rata-rata ujian 

nasional siswa SMP 
51,300 55,000 

Persentase  siswa SD 
yang mendapat  
beasiswa 

106,26 107,05 

Arah Kebijakan 3.2.1.1.4. 
: 
 Peningkatan 
Penyelenggaraan 
Pendidikan Luar Sekolah 

Jumlah PKBM 5 PKBM 11 PKBM Program Pendidikan Non 
Formal Jumlah LPK 3 LPK 6 LPK 

Strategi  3.2.1.2 : 

Penyelenggaran Kegiatan 
Belajar Mengajar yang 
Berkualitas 

        

Arah Kebijakan 3.2.1.2.1 : 

Peningkatan Kompetensi 
Persentase Guru SD 
sesuai dengan 

72,50 82,00 Program Peningkatan 
Mutu Pendidik dan 
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Tujuan Sasaran 
Strategi dan Arah 

Kebijakan 

Indikator Capaian 

Program 

Target Capaian 
Program Pembangunan 

Daerah 

Bidang 
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SKPD Penanggung 

Jawab Kondisi 

Awal 

Kondisi 

Akhir 

Guru kompetensi Tenaga Kependidikan 
Persentase Guru SMP 
sesuai dengan 
kompetensi 

84,20 92,00 

Strategi  3.2.1.3 : 

Pembudayaan 
Tradisiliterasi Masyarakat 

        

Arah Kebijakan 3.2.1.3.1. 

: Pengelolaan Perpustakaan 
Daerah sebagai Pusat 
Literasi Daerah dan 
Pengembangan 
Perpustakaan Desa serta 
Taman Bacaan Masyarakat 

Persentase Jenis 
Koleksi, Sarpras dan 
Layanan Perpustakaan 
(%) 

50,00 66,67 Program Pengembangan 
Budaya Baca dan 
Pembinaan Perpustakaan 

Persentase Layanan 
Perpustakaan Umum 
Daerah 

88,89 96,30 

Persentase Sarana dan 
Prasarana 
Perpustakaan Umum 
Daerah 

57,33 72,00 

3.3. Meningkatkan 
Derajat Kesehatan 
Masyarakat 

3.3.1 
Meningkatnya 
Akses 
Masyarakat 
terhadap 
Layanan 
Kesehatan yang 
Lebih Berkualitas 

Strategi  3.3.1.1 : 

Peningkatan Pelayanan 
Kesehatan Dasar dan 
Rujukan yang Prima 

            

Arah Kebijakan 3.3.1.1.1 : 
Ketersediaan Layanan 
Kesehatan sesuai Standar 

Presentase Penemuan 
dan Penanganan 
Penyakit Menular 
langsung 

100,00 100,00 Program Pencegahan dan 
Penanggulangan Penyakit 
Menular 

Urusan 
Kesehatan 

Dinas Kesehatan 

Persentase Penemuan 
dan Penanganan 
Penyakit 
endemik/epidemik 

100,00 100,00 

Persentase Penemuan 
dan Penanganan 
Penyakit menular 
seksual 

100,00 100,00 

Persentase lingkungan 
desa/kelurahan sehat 

86,00 90,00 Program Upaya 
Kesehatan Masyarakat 

Persentase balita yang 
dipantau berat 
badannya (D/S) 

76,90 80,00 
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Target Capaian 
Program Pembangunan 

Daerah 
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Jawab Kondisi 

Awal 

Kondisi 

Akhir 

Persentase pelayaan 
kesehatan pada usia 
produktif 

0,00 60,00 

persentase pelayanan 
kesehatan matra dan 
haji 

100,00 100,00 

persentase pelayanan 
kesehatan pada usia 
pendidikan dasar 

100,00 100,00 

Persentase FKTP yang 
memiliki sarana dan 
prasarana sesuai 
standar 

100,00 100,00 Program Pengadaan, 
Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Rumah 
Sakit/Rumah Sakit 
Jiwa/Rumah Sakit Paru-
Paru/Rumah Sakit Mata 

Persentase pelayanan 
kesehatan pada usia 
lanjut 

0,00 80,00 Program Peningkatan 
Pelayanan Kesehatan 
Lansia 

Persentase lingkungan 
desa/kelurahan sehat 

19,48 58,44 Program Pengembangan 
Lingkungan Sehat 

Persentase rumah 
tangga ber PHBS 

80,00 100,00 Program Promosi 
Kesehatan dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat 

Persentase balita gizi 
buruk yang 
mendapatkan 
perawatan 

100,00 100,00 Program Perbaikan Gizi 
Masyarakat 

Persentase balita yang 
berat badannya naik 
(N/D) 

85,10 86,00 

Persentase Pelayanan 
Kesehatan Bayi Baru 
Lahir 

0,97 1,00 Program Peningkatan 
Pelayanan Kesehatan 
Anak Balita 

Persentase Pelayanan 
kesehatan balita 

92,08 100,00 

Persentase Ibu Hamil 
Mendapatkan 
Pelayanan Ibu Hamil 

0,93 1,00 Program Peningkatan 
Keselamatan Ibu 
Melahirkan dan Anak 
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Jawab Kondisi 

Awal 

Kondisi 

Akhir 

Persentase Ibu Bersalin 
Mendapat Pelayanan 
Persalinan 

0,95 1,00 

Arah Kebijakan 

3.1.2.1.2 : Peningkatan 
Kualitas Konsumsi Pangan 
Masyarakat yang Beragam, 
Bergizi Seimbang dan 
Aman (B2SA) 

Persentase Produsen 
Pangan Segar Yang 
Mendapatkan Yang 
Mendapatkan 
Sertifikasi Halal (%) 

0,09 0,13 Program Peningkatan 
Keamanan Pangan Segar 

Ketahanan 
Pangan 

Dinas Pangan 

Persentase Penjual 
Yang Diberikan 
Pembinaan tentang 
Keamanan Pangan 
Segar (%) 

0,08 0,12 

Persentase 
Pengawasan Keamanan 
Pangan Segar (%) 

1,00 1,00 

Persentase Penurunan 
Konsumsi Beras 
Per Kapita/Tahun (%) 

0,00 0,00 Program Pengembangan 
Pola Pangan 

Persentase 
Peningkatan Konsumsi 
8 
Kelompok Bahan 
Pangan Per 
Kapita/Tahun (%) 

0,01 0,02 

Persentase 
Desa/Kelurahan Yang 
Menerapkan Konsep 
Kawasan Rumah 
Pangan Lestari (%) 

0,49 0,62 

Peningkatan Jumlah 
Kelompok 
Masyarakat Yang 
Mengolah Pangan Lokal 
(%) 

0,15 0,26 

Persentase Produk 
Pangan Beredar yang 
Memiliki Sertifikat 
PIRT 

85,00 100,00 Program Pengawasan 
Obat dan Makanan 

Kesehatan Dinas Kesehatan 
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Persentase Penurunan 
Barang yang Beredar 
yang tidak sesuai 
Standar 

16,22 8,11 Program Perlindungan 
Konsumen dan 
Pengamanan 
Perdagangan 

Perdagangan Dinakerperindag 

3.4. Pemerataan 
Pembangunan 
Infrastruktur 

3.4.1. 
Meningkatnya 
Proporsi Panjang 
Jaringan Jalan, 
Jembatan, 
Drainase dan 
Irigasi dalam 
Kondisi Baik 

Strategi  3.4.1.1. : 

Optimalisasi Pembangunan, 
Rehabilitasi dan 
Pemeliharaan Jalan, 
Jembatan, Drainase , Irigasi 
serta permukiman 

            

Arah Kebijakan 3.4.1.1.1. 
: Pembangunan dan 
rehabilitasi Infrastruktur 
Jalan, Jembatan, Drainase, 
Irigasi dan Pemukiman 

Persentase Jaringan 
Jalan dalam Kondisi 
Mantap (%) 

60,00 72,50 Program Pembangunan 
Jalan dan Jembatan 

Urusan 
Pekerjaan 

Umum 

Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
ruang Perhubungan 

Persentase Panjang 
Turap dalam Kondisi 
Baik 

88,69 100,00 Program Pembangunan 
Turap, Talut dan 
Bronjong 

Indeks Kinerja Irigasi 43,24 45,14 Program Pengembangan 
dan Pengolahan Jaringan 
Irigasi, Rawa dan 
Jaringan Pengairan 
Lainnya 

Persentase Jembatan 
dalam Kondisi Mantap 
(%) 

89,00 93,00 Program Pembangunan 
Jalan dan Jembatan 

Persentase Sistem 
Jaringan Drainase Jalan 
yang Berfungsi Baik 

85,00 95,00 Program Pembangunan 
Saluran 
Drainase/Gorong-Gorong 

Tersedianya Sistem 
Jaringan Drainase Skala 
Kawasan dan Skala 
Kota (%) 

62,50 78,00 Program Pengendalian 
Banjir 

Strategi 3.4.1.2. : 
Meningkatkan Arus 
Penumpang dan Barang 

            

Arah Kebijakan 3.4.1.2.1. 
: Peningkatan Sarana  
Transportasi dan Lalu 
lintas 

Persentase Sentra 
Ekonomi yang Memiliki 
Akses Trasportasi yang 
Aman 

50,00 80,00 Program Pembangunan 
Prasarana dan Fasilitas 
Perhubungan Perhubungan 

Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
ruang Perhubungan 

Persentase Kecukupan 50,00 70,00 Program Rehabilitasi dan 
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Strategi dan Arah 
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Indikator Capaian 
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Jawab Kondisi 

Awal 

Kondisi 

Akhir 

Kelengkapan Sarana 
Lalu Lintas 

Pemeliharaan Prasarana 
dan Fasilitas LLAJ 

Persentase 
Pengoperasioan 
Kendaraan Bermotor 
yang laik jalan 

50,00 75,00 Program Peningkatan 
Pelayanan Angkutan 

Persentase 
Pengendalian dan 
Pengamanan Lalu 
Lintas 

3,00 7,00 Program Pengendalian 
dan Pengamanan Lalu 
Lintas 

3.4.2. 
Meningkatnya 
Akses Air Minum 
yang Aman serta 
Sanitasi yang 
Layak 

Strategi  3.4.2.1. : 

Ketersediaan Akses Air 
Minum Melalui Sistem 
Jaringan Perpipaan 

            

Arah Kebijakan 3.4.2.1.1. 

: Peningkatan Layanan Air 
Bersih dan Sanitasi 

Infrastruktur 
Lingkungan yang 
Memadai (%) 

88,00 100,00 Program Lingkungan 
Sehat Perumahan 

Perumahan DPUPRP/ 
DINPERKPP 

Arah Kebijakan 3.4.2.1.2. 
: Pengamanan Sumber Air 
Baku yang Konsisten 

Persentase Potensi 
Sumber Air Baku yang 
dimanfaatkan 

33,33 75,00 Program Pengembangan, 
Pengelolaan dan 
Konservasi Sungai, Danau 
dan Sumber Daya Air 
Lainnya 

Pekerjaan 
Umum 

Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
ruang Perhubungan 

Persentase Fasilitas 
Umum yang Memadai 

12,50 37,50 Program Pengelolaan 
Areal Pemakaman 

Pekerjaan 
Umum 

DPUPRP/ 
DINPERKPP 

Jumlah Infrastruktur 
Wilayah Pedesaan yang 
Memadai (%) 

91,79 100,00 Program Pembangunan 
Infrastruktur Pedesaan 

Pekerjaan 
Umum 

DPUPRP/ 
DINPERKPP 

Persentase 
Infrastruktur 
Kebinamargaan dalam 
Kondisi Mantap 

80,00 90,00 Program Peningkatan 
Sarana Prasarana 
Kebinamargaan 

Pekerjaan 
Umum 

DPUPRP/ 
DINPERKPP 

Cakupan Layanan Air 
Bersih (%) 

70,00 75,75 Program Peningkatan 
Kinerja Pengelolaan Air 
Minum dan Air Limbah 

Pekerjaan 
Umum 

DPUPRP/ 
DINPERKPP 

Strategi  3.4.2.2. : 
Pembangunan Sarana 
Sanitasi Komunal di 
Lingkungan Pemukiman 
yang Berbasis Masyarakat 
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Strategi dan Arah 

Kebijakan 

Indikator Capaian 
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Target Capaian 
Program Pembangunan 

Daerah 

Bidang 
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SKPD Penanggung 

Jawab Kondisi 

Awal 

Kondisi 

Akhir 

Arah Kebijakan 3.4.2.2.1. 
: Advokasi Pembangunan 
Sanitasi yang Layak dan 
Aman bagi Masyarakat 

Cakupan Layanan 
Sistem Pengelolaan Air 
Limbah Skala Kota (%) 

43,57 50,00 Program Peningkatan 
Kinerja Pengelolaan Air 
Minum dan Air Limbah 

Pekerjaan 
Umum 

DPUPRP/ 
DINPERKPP 

Persentase Rumah 
yang Bersanitasi 

0,00 100,00 

Persentase 
Pengembangan 
Perumahan yang 
Memiliki 
Site Plan 

50,00 100,00 Program Pengembangan 
Perumahan 

Perumahan DINPERKPP 

Pengembangan 
Infrastruktur 
Perumahan dan 
Permukiman Wilayah 
Strategis Cepat 
Tumbuh (%) 

0,00 100,00 Program Pengembangan 
Wilayah Strategis dan 
Cepat Tumbuh 

Pekerjaan 
Umum 

DINPERKPP 

Persentase 
Permukiman Kumuh 
Perkotaan yang 
Mendapatkan 
Penanganan 

0,00 40,00 Program Pengentasan 
Kemiskinan Perkotaan 

Pekerjaan 
Umum 

DINPERKPP 

MISI 4. MEWUJUDKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG LESTARI 

4.1. Peningkatan  
Kualitas 
Lingkungan Hidup 
dan Pengelolaan 
Sumber Daya Alam 
yang Berkualitas 

4.1.1. 
Meningkatnya 
Upaya 
Pelestarian dan 
Kualitas 
Lingkungan 
Hidup 

Strategi  4.1.1.1. : 

Peningkatan Kesadaran dan 
Peran Serta Masyarakat 
dalam Pengelolaan 
Lingkungan Hidup 

            

Arah Kebijakan 4.1.1.1.1. 

: Optimalisasi Pengelolaan 
Sampah 

Persentase pengelolaan 
sampah 

4,00 32,50 Program Pengembangan 
Kinerja Pengelolaan 
Persampahan 

Lingkungan 
Hidup 

Dinas Lingkungan 
Hidup 

Strategi  4.1.1.2. : 

Peningkatan Kesadaran, 
Ketaatan dan Peran Serta 
Masyarakat dalam 
Penegakan Hukum 
Lingkungan 

        

Arah Kebijakan 4.1.1.2.1. Indeks Pencemaran Air 0,00 50,01 Program Pengendalian 
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Jawab Kondisi 

Awal 

Kondisi 

Akhir 

: Pengendalian Dampak 
Lingkungan yang Konsisten 
terhadap Dokumen 
Lingkungan 

Persentase penurunan 
kasus lingkungan 

42,80 15,00 Pencemaran & Perusakan 
Lingkungan Hidup 

Persentase 
Peningkatan Lokasi 
Pelestarian 
Keanekaragaman 
Hayati 

100,00 100,00 Program Perlindungan 
dan Konservasi 
Lingkungan Hidup dan 
Sumber Daya Alam 

Arah Kebijakan 4.1.1.2.2. 

: Pengelolaan Konservasi 
dan Rehabilitasi 
Lingkungan yang Tepat 

Persentase Peingkatan 
Luas Lahan Kritis yang 
direhabilitasi 

8,08 14,24 Program Rehabilitasi dan 
Pemulihan Cadangan 
Sumber daya Alam 

Persentase Frekuensi 
Penyampaian Informasi 
Bidang Lingkungan 
Hidup 

100,00 100,00 Program Peningkatan 
Kualitas dan Akses 
Informasi Sumber Daya 
Alam dan Lingkungan 
Hidup 

Indeks Pencemaran 
Udara 

0,00 90,01 Program Peningkatan 
Pengendalian Polusi 

Persentase Peingkatan 
Luas Lahan Kritis yang 
direhabilitasi 

0,00 11,16 Program Rehabilitasi 
Hutan dan Lahan 

Kehutanan 

Arah Kebijakan 4.1.1.2.3. 

: Revitalisasi Sektor 
Kehutanan dan Perkebunan 

Persentase 
Peningkatan Luas 
Hutan Konservasi 

0,00 100,00 Program Perencanaan 
dan Pengembangan 
Hutan 

Persentase jumlah 
keanekaragaman hayati 

100,00 100,00 Program Perlindungan 
dan Konservasi Sumber 
Daya Hutan 

4.1.2. 
Meningkatnya 
Pemanfaatan 
Penataan Ruang 

Strategi  4.1.2.1. : 

Peningkatan Kesadaran dan 
Peran Serta Masyarakat 
dalam Tata Ruang 

            

Arah Kebijakan 4.1.2.1.1. 

: Optimalisasi Perencanaan, 
Pemanfaatan dan 
Pengendalian Tata Ruang 

Jumlah Perda Rencana 
Tata Ruang Wilayah 
dan Rencana Detail 
Tata Ruang 

2,00 3,00 Program Perencanaan 
Tata Ruang 

Penataan 
Ruang 

DPUPRP 

Persentase Kesesuaian 
Pemanfaatan terhadap 
RTRW/RDTR 

0,00 100,00 Program Pemanfaatan 
Ruang 

Lama Waktu Pelayanan 3 hari 3 hari 
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Tujuan Sasaran 
Strategi dan Arah 

Kebijakan 

Indikator Capaian 

Program 

Target Capaian 
Program Pembangunan 

Daerah 

Bidang 

Urusan 

SKPD Penanggung 

Jawab Kondisi 

Awal 

Kondisi 

Akhir 

Rekomendasi 
Pemanfaatan Ruang 
Pengawasan Ketaatan 
terhadap Rekomendasi 
Tata Ruang (%) 

0,00 100,00 Program Pengendalian 
Pemanfaatan Ruang 

Arah Kebijakan 4.1.2.1.2. 

: Rehabilitasi dan 
Pemulihan Cadangan Ruang 
Terbuka Hijau (RTH) 

Indeks Tutupan 
Vegetasi 

52,41 52,41 Program Pengelolaan 
Ruang Terbuka Hijau 
(RTH) 

Lingkungan 
Hidup 

Dinas Lingkungan 
Hidup 
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk mewujudkan visi Bupati 

Bangka periode 2014 - 2018 akan dilaksanakan melalui 4 (empat) misi yang 

diharapkan dapat mencapai 11 (sebelas) tujuan utama yang ditandai dengan 23 (dua 

puluh tiga) sasaran utama. Indikasi keberhasilan dari pelaksanaan misi dapat dilihat 

dari capaian sasaran pembangunan.  

 Target sasaran pokok pembangunan Kabupaten Bangka Tahun 2018 

berdasarkan indikator makro adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.9 

Target Sasaran Pokok Pembangunan 

Kabupaten Bangka Tahun 2018 

 

NO. INDIKATOR MAKRO TARGET 2018 

1   Pertumbuhan Ekonomi (%)  5,85 
2   Inflasi (%) 3,23 
3   Pengangguran Terbuka (%) 4,07 
4   Penduduk Miskin (%)  4,84 
5 Gini Rasio 0,26 
6 Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia 24,19 
7 Indeks Williamson 0,187 
8 Indeks Pembangunan Manusia 71,21 
9 Angka Harapan Lama Sekolah 12,41 

10 Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) 8,00 
11 Angka Harapan Hidup (tahun) 70,56 
12   PDRB Per Kapita  Rp. 44.149.000,- 

 

Penerapan konsep holistik-tematik, integratif dan spasial terhadap pencapaian 

sasaran pokok pembangunan Kabupaten Bangka tahun 2018  : 

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan pengembangan agroindustri 

dalam rangka mendorong nilai tambah (value added) komoditas sektor unggulan 

terutama sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang disertai dengan 

penguatan kapasitas produksi dan pemasaran; peningkatan kesejahteraan 

masyarakat melalui partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan; 

meningkatkan kapasitas sumber daya manusia terutama UMKM pemberian 

keterampilan, pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan, bantuan pinjaman 

modal usaha, pengembangan wirausaha baru dan pemberian subsidi dan sarana dan 

prasarana produksi target-target usaha kecil dalam mendorong penguatan daya 

saing produk.       
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Selengkapnya target program prioritas dalam mendukung pencapaian sasaran 

peningkatan pertumbuhan ekonomi tersaji pada gambar berikut.   
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Gambar 4.2 

Konsep Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial 

Sasaran Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi 

 

Arah Kebijakan :  

� Mendorong laju produksi sektor 
unggulan daerah terutama 
perkebunan, pertanian, kelautan, 
perikanan, industri dan pariwisata 

� Pembentukan kantor perwakilan 
pemasaran di negara tujuan 
ekspor 

� Pemanfaatan resi gudang bagi 
petani 

� Revitalisasi BUMD 
� Mempercepat groundbreaking 

zona rencana KEK pariwisata 
Bangka 

� Mendorong investasi agro industri 
dan industri hilir pertanian yang 
akan berdampak siginifikan 
terhadap aktivitas perekonomian 
daerah 

� Merubah struktur pasar oligopoli 
pada komoditi pertanian 

� Memperpendek rantai pemasaran 
pada komoditi pertanian 

� Menghilangkan fenomena 
principal agent pada produk 
pertanian 

� Proteksi input dan ouput produksi 
� Stimulus fiskal untuk sektor 

pertanian dan UMKM 
� Mendorong peran pemerintah 

desa dalam perekonomian 
� Desentralisasi kewenangan 

perijinan tertentu kepada 
kecamatan 

� Penguatan lembaga pelayanan 
perijinan dan pelayanan modal 

� Meningkatkan koordinasi 
kebijakan perekonomian antar 
daerah 

TARGET 

PROGRAM 

PRIORITAS 

DAERAH 
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2. Pengendalian Inflasi dilakukan melalui kebijakan fiskal daerah untuk mengurangi 

sisi permintaan agregat (AD) dan penawaran agregat (AS) melalui kebijakan 

menaikkan tarif pajak daerah terhadap sektor usaha diluar kelompok bahan 

makanan atau dengan mengenakan pajak daerah baru dalam koridor UU Nomor 28 

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, melakukan efisiensi 

pengeluaran belanja pemerintah terutama terhadap program dan kegiatan yang 

tidak memiliki keunggulan kompetitif dan keuanggulan komperatif serta 

memberikan stimulus bantuan pinjaman modal usaha pada UMKM yang bergerak 

sektor unggulan daerah (pertanian, perkebunan, kelauatan, perikanan, industri dan 

pariwisata).   

Selengkapnya target program prioritas dalam mendukung pencapaian sasaran 

pengendalian inflasi tersaji pada gambar berikut.   
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Gambar 4.3 

Konsep Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial 

Sasaran Pengendalian Inflasi 

 

  

Arah Kebijakan :  

� Membangun dan Merehabilitasi 
Sarana dan Prasarana, Distribusi 
dan Pemasaran serta Manajemen 
Logistik dalam Menjaga 
Kesinambungan Pasokan Produk 

� Mengembangkan Sentra Usaha 
Pertanian, Perikanan dan 
Perkebunan 

� Peningkatan Sarana dan 
Infrastruktur Pendukung 
Ketahanan Pangan Daerah 

� Membangun dan Memperbaiki 
Sarana dan Prasarana Pertanian 
dan Perikanan 

� Bantuan Subsidi dan Sarana 
Produksi yang Tepat Sasaran 

� Mendorong dan Menjalin 
Kemitraan Usaha UMKM  

� Mengoptimalkan Pemanfaatan 
Sistem Informasi Pengelolaan 
Keuangan  

� Meningkatkan Pelayanan Publik di 
Bidang Sumber Daya dan 
Informatika yang Berintegritas 
sesuai dengan Kebutuhan 
Pemangku Kepentingan 
(Stakeholders)  

� Penguatan Lembaga Keuangan 
Mikro dan Koperasi 

� Pengembangan Industri yang 
disertai Penguatan Kapasitas 
Produksi dan Pemasaran 

� Menjalin Kemitraan dengan Pelaku 
Usaha Wisata 

� Pembangunan dan Rehabilitasi 
Infrastruktur Jalan, Jembatan, 
Drainase, Irigasi dan Pemukiman 

TARGET 

PROGRAM 

PRIORITAS 

DAERAH 
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3. Menurunkan Angka Pengangguran Terbuka melalui pengembangan sentra usaha 

pertanian, perikanan dan perkebunan, mendorong dan menjalin kemitraan UMKM, 

menyederhanakan jalur birokrasi perizinan dengan meningkatkan Penyelenggaraan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), penguatan lembaga keuangan mikro dan 

koperasi, pengembangan industri yang disertai penguatan kapasitas produksi dan 

pemasaran, perluasan kesempatan kerja serta perlindungan tenaga kerja, 

peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan dan 

peningkatan peranan wanita dalam pembangunan. 

Selengkapnya target program prioritas dalam mendukung pencapaian sasaran 

menurunkan angka pengangguran terbuka tersaji pada gambar berikut.   



Pemerintah Kabupaten Bangka 

RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2018                                         IV - 69 

  

Gambar 4.4 

Konsep Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial 

Sasaran Menurunnya Angka Pengangguran Terbuka  

 
Arah Kebijakan :  

� Mengembangkan Sentra Usaha 
Pertanian, Perikanan dan 
Perkebunan 

� Mendorong dan Menjalin 
Kemitraan Usaha UMKM  

� Menyederhanakan Jalur Birokrasi 
Perizinan dengan Meningkatkan 
Penyelenggaraan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu (PTSP) 

� Penguatan Lembaga Keuangan 
Mikro dan Koperasi 

� Pengembangan Industri yang 
disertai Penguatan Kapasitas 
Produksi dan Pemasaran 

� Perluasan Kesempatan Kerja 
serta Perlindungan Tenaga Kerja 

� Peningkatan Partisipasi dan 
Swadaya Masyarakat dalam 
Pembangunan 

� Peningkatan Peranan Wanita 
dalam Pembangunan 

TARGET 

PROGRAM 

PRIORITAS 

DAERAH 
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4. Menurunkan Angka Kemiskinan melalui peningkatan pelayanan kepada PMKS, 

peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan, 

pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi dan 

pemukiman, wajib belar 9 tahun (pendidikan gratis sampai tingkat SLTP), 

peningkatan peranan wanita dalam pembangunan, meningkatkan keluarga 

sejahtera, penataan kelembagaan dan sistem jaminan kesehatan dan penguatan 

lembaga keuangan mikro dan koperasi.  

Selengkapnya target program prioritas dalam mendukung pencapaian sasaran 

menurnkan angka kemiskinan tersaji pada gambar berikut.   
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Gambar 4.5 

Konsep Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial 

Sasaran Menurunkan Angka Kemiskinan 

 

 

Arah Kebijakan :  

� Peningkatan Pelayanan Kepada 
PMKS 

� Peningkatan Partisipasi dan 
Swadaya Masyarakat dalam 
Pembangunan  

� Pembangunan dan Rehabilitasi 
Infrastruktur Jalan, Jembatan, 
Drainase, Irigasi dan Pemukiman 

� Wajib Belar 9 Tahun (Pendidikan 
Gratis sampai Tingkat SLTP)  

� Peningkatan Peranan Wanita 
dalam Pembangunan  

� Meningkatkan Keluarga Sejahtera  
� Penataan Kelembagaan dan 

Sistem Jaminan Kesehatan  
� Penguatan Lembaga Keuangan 

Mikro dan Koperasi  

TARGET 

PROGRAM 

PRIORITAS 

DAERAH 
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5. Meningkatkan Rata-Rata Lama Sekolah melalui pendidikan gratis sampai tingkat 

SLTP, peningkatan kompetensi guru, penerapan kurikulum sesuai ketentuan 

berlaku, peningkatan penyelenggaraan pendidikan luar sekolah, pengembangan 

pendidikan usia dini yang berkarakter, pengelolaan perpustakaan daerah sebagai 

pusat literasi daerah dan pengembangan perpustakaan desa serta Taman Bacaan 

Masyarakat, peningkatan peranan wanita dalam pembangunan, meningkatkan 

keluarga sejahtera, peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam 

pembangunan.  

Selengkapnya target program prioritas dalam mendukung pencapaian sasaran 

meningkatkan rata-rata lama sekolah tersaji pada gambar berikut.   
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Gambar 4.6 

Konsep Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial 

Sasaran Meningkatkan Angka Rata-Rata Lama Sekolah  

 
Arah Kebijakan :  

� Wajib Belar 9 Tahun (Pendidikan 
Gratis sampai Tingkat SLTP)  

� Peningkatan Kompetensi Guru  
� Penerapan Kurikulum Sesuai 

Ketentuan Berlaku  
� Peningkatan Penyelenggaraan 

Pendidikan Luar Sekolah  
� Pengembangan Pendidikan Usia 

Dini yang Berkarakter  
� Pengelolaan Perpustakaan 

Daerah sebagai Pusat Literasi 
Daerah dan Pengembangan 
Perpustakaan Desa serta Taman 
Bacaan Masyarakat  

� Peningkatan Peranan Wanita 
dalam Pembangunan  

� Meningkatkan Keluarga Sejahtera  
� Peningkatan Partisipasi dan 

Swadaya Masyarakat dalam 
Pembangunan  

TARGET 

PROGRAM 

PRIORITAS 

DAERAH 
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6. Meningkatkan Angka Harapan Hidup melalui perbaikan dan penataan sarana dan 

prasarana pelayanan publik, ketersediaan layanan kesehatan sesuai standar, 

peningkatan kualitas dan kuantitas layanan kesehatan, revitalisasi posyandu, 

revitalisasi desa siaga, meningkatkan prilaku masyarakat tentang pola hidup bersih 

dan sehat dan melaksanakan pembangunan berwawasan kesehatan 

Selengkapnya target program prioritas dalam mendukung pencapaian sasaran 

meningkatkan angka harapan hidup tersaji pada gambar berikut.   
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Gambar 4.7 

Konsep Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial 

Sasaran Meningkatkan Angka Harapan Hidup 

 

   

Arah Kebijakan :  
� Melakukan Perbaikan dan 

Penataan Sarana dan 
Prasarana Pelayanan Publik  

� Ketersediaan Layanan 
Kesehatan sesuai Standar  

� Peningkatan Kualitas dan 
Kuantitas Layanan Kesehatan  

� Revitalisasi Posyandu  
� Revitalisasi Desa Siaga  
� Meningkatkan Prilaku 

Masyarakat tentang Pola 
Hidup Bersih dan Sehat  

� Melaksanakan Pembangunan 
Berwawasan Kesehatan 

� Peningkatan Jejaring 
Keamanan Pangan 

� Percepatan 
Penganekaragaman 
Konsumsi Pangan 

TARGET 

PROGRAM 

PRIORITAS 

DAERAH 



Pemerintah Kabupaten Bangka 

RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2018                                         IV - 76 

  

7. Meningkatkan PDRB per Kapita melalui pengembangan sentra usaha pertanian, 

perikanan dan perkebunan, penguatan lembaga keuangan mikro dan koperasi, 

pengembangan industri yang disertai penguatan kapasitas produksi dan pemasaran, 

perluasan kesempatan, lapangan pekerjaan serta perlindungan tenaga kerja, 

penguatan kapasitas pemerintahan dan kelembagaan desa dan peningkatan 

partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan serta peningkatan 

peranan wanita dalam pembangunan.  

Selengkapnya target program prioritas dalam mendukung pencapaian sasaran 

meningkatkan PDRB per Kapita tersaji pada gambar berikut.   
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Gambar 4.8 

Konsep Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial 

Sasaran Meningkatkan PDRB per Kapita 

PDRB per Kapita Rp. 44.149.000,-
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4.3 Prioritas Pembangunan  

Berdasarkan kesesuaian tema tersebut maka prioritas pembangunan daerah  

merupakan sesuatu yang simetris antara kebijakan pembangunan nasional dan daerah, 

baik yang tergabung dalam urusan wajib maupun urusan pilihan. Sinkronisasi 

kebijakan diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai kewenangan 

masing-masing yang diorientasikan melalui pencapaian strategi pembangunan yang 

pro-growth, pro-job, pro-poor dan pro-environment. Selengkapnya keterkaitan antara 

isu strategis dengan prioritas pembangunan daerah tersaji pada tabel berikut. 

Tabel 4.10 

Keterkaitan Isu Strategis dengan Prioritas Pembangunan Daerah 

 

Isu Strategis 

Prioritas 

Pembangunan 

Daerah 

SKPD 

Rencana Pagu 

Anggaran 2018  

(PI) 

Lemahnya Promosi 
dan Event Pariwisata 

Kebudayaan dan 
Pariwisata 

Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan 

1.594.400.000 

Dinas Pariwisata, 
Kepemudaan dan 
Olahraga 

14.212.833.400 

Rendahnya 
Aksesibilitas dan 
Pelayanan 
Kebersihan 

Lingkungan 
Hidup 

Dinas Lingkungan Hidup 17.669.893.900 

Disparitas 
Perekonomian antar 
Kecamatan 

Perekonomian Dinas Penanaman Modal, 
Pelayanan Perizinan 
Terpadu Satu Pintu, 
Koperasi dan UMKM 

3.825.451.900 

Dinas Tenaga Kerja, 
Perindustrian dan 
Perdagangan 

5.779.579.650 

Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset 
Daerah 

11.812.109.500 

Badan Pengelolaan Pajak 
dan Retribusi Daerah 

8.074.877.750 

Tingkat Kemiskinan, 
Disparitas dan 
Pengangguran 

Penanggulangan 
Kemiskinan 

Dinas Sosial, 
Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa 

9.450.176.150 

Dinas Pengendalian 
Penduduk, Keluarga 
Berencana, Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak 

7.297.357.650 

Implementasi 
Reformasi Birokrasi 
belum Optimal 

Reformasi 
Birokrasi 

Sekretariat Daerah 32.182.068.750 

Sekretariat DPRD 44.507.943.150 

Bappeda 5.041.693.900 

Inspektorat 2.209.343.500 
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Isu Strategis 

Prioritas 

Pembangunan 

Daerah 

SKPD 

Rencana Pagu 

Anggaran 2018  

(PI) 

Badan Kepegawaian dan 
Pengembangan Sumber 
Daya Manusia Daerah 

24.311.593.550 

Kecamatan Sungailiat  6.163.273.500 

Kecamatan Pemali  774.480.000 

Kecamatan Merawang 797.095.700 

Kecamatan Belinyu 4.148.732.000 

Kecamatan Riau Silip 745.443.950 

Kecamatan Puding Besar 807.719.000 

Kecamatan Mendo Barat 849.353.000 

Kecamatan Bakam 1.011.794.000 

Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil 

5.103.802.200 

Dinas Kearsipan dan 
Perpustakaan 

2.189.329.000 

Kesbangpol 964.859.500 
Satpol PP 8.488.329.000 
Dinas Komunikasi, 
Informatika dan Statistik 

4.332.133.000 

Rendahnya Stabilitas 
Ketahanan Pangan 

Pertanian Dinas Pangan 2.285.209.000 
Dinas Pertanian  9.658.105.000 
Dinas Perikanan 4.977.548.000 

Rendahnya 
Aksesibilitas dan 
Kualitas Kesehatan  

Kesehatan Dinas Kesehatan 94.796.603.700 

RSUD Sungailiat 80.658.432.200 

Disparitas 
Perekonomian antar 
Kecamatan 
(Infrastruktur) 

Infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum, 
Penataan Ruang dan 
Perhubungan 

159.222.702.000 

Dinas Perumahan, 
Kawasan Permukiman dan 
Pertanahan 

13.956.153.000 

Rendahnya Ketaatan 
terhadap RTRW 

Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum, 
Penataan Ruang dan 
Perhubungan 

530.000.000 

Rendahnya 
Aksesibilitas dan 
Kualitas Pendidikan 

Pendidikan Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan 

42.931.743.200 

JUMLAH RENCANA PAGU ANGGARAN 2018 (PI) 633.362.162.700 

 

Dalam bentuk matrik prioritas yang merupakan simetrisasi Kabupaten Bangka 

dan Nasional tersebut tersaji pada tabel berikut: 

Tabel 4.11 
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional dan Daerah 

 

VISI MISI KEBIJAKAN NASIONAL 

Bangka 
Bermartabat 

Mewujudkan Pertanian Yang 
Tangguh 

Penanggulangan Kemiskinan 
Ketahanan Pangan 
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VISI MISI KEBIJAKAN NASIONAL 

Mewujudkan Tata Pemerintahan 
Yang Bersih dan Melayani 

Reformasi Birokrasi dan Tata 
Kelola. 

Iklim Invsetasi dan Iklim Usaha 
Mewujudkankan Kabupaten 
Bangka Yang Sejahtera 

Pendidikan 
Kesehatan 
Penanggulangan Kemiskinan 
Ketahanan Pangan 
Penanggulangan Bencana 
Infrastruktur 
Kebudayaan, Kreativitas Dan 
Inovasi Teknologi 
Iklim Investasi Dan Iklim Usaha 

Mewujudkan Pengelolaan 
Sumberdaya Alam Yang Lestari 

Infrastruktur Dan Energi 
Lingkungan Hidup 

Untuk mendukung pelaksanaan tema pembangunan tersebut di atas, maka 

ditetapkan prioritas pembangunan Kabupaten Bangka Tahun 2018, adalah :  

4.3.1 Prioritas Pembangunan Infrastruktur 

Pembangunan infrastruktur diprioritaskan melalui pembangunan infrastruktur 

dasar seperti jalan dan jembatan, drainase, irigasi, sanitasi, penyediaan air bersih 

serta permukiman. Selain itu juga   pembangunan infrastruktur perdesaan dan 

pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh. Pengembangan kawasan 

agropolitan dan pengembangan kawasan industri perikanan terpadu minapolitan 

yang selama ini telah dicanangkan, secara perlahan mulai kembali direalisir pada 

periode ini. Kawasan agropolitan yang dicirikan dengan kawasan pertanian yang 

tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis di 

pusat agropolitan yang diharapkan dapat melayani dan mendorong kegiatan-

kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya. Melalui 

dukungan sistem infrastruktur transportasi yang memadai, keterkaitan antar 

kawasan agropolitan dan pasar dapat dilaksanakan. Secara umum prioritas ini 

dipilih untuk: 

a) Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan. 

b) Meningkatkan pelayanan lalu lintas dan transportasi yang aman dan lancar  

c) Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis dan cepat 

tumbuh. 

Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi ketiga 

RPJMD (Mewujudkan Kabupaten Bangka yang Sejahtera). 
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4.3.2 Prioritas Pembangunan Kesehatan 

Pembangunan kesehatan diprioritaskan melalui kemitraan peningkatan 

pelayanan kesehatan, peningkatan pelayanan kesehatan anak balita dan lansia, 

pelayanan kesehatan penduduk miskin, peningkatan kesehatan ibu melahirkan 

dan anak, dan pelayanan keperawatan dan kesehatan lainnya. Secara umum 

prioritas ini dipilih untuk: 

a) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. 

b) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. 

c) Pemenuhan kapasitas dan kualitas kesehatan masyarakat Bangka Belitung. 

Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi ketiga RPJMD 

(Mewujudkan Kabupaten Bangka yang Sejahtera).  

4.3.3 Prioritas Pembangunan Pendidikan  

Pembangunan pendidikan diprioritaskan dalam rangka meningkatkan angka 

harapan sekolah, angka lama sekolah, angka partisipasi murni,  angka partisipasi 

kasar dan  angka partisipasi sekolah. Secara umum prioritas ini dipilih untuk: 

a) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. 

b) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. 

c) Pemenuhan kapasitas dan kualitas pendidikan masyarakat Bangka Belitung. 

Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi ketiga 

RPJMD (Mewujudkan Kabupaten Bangka yang Sejahtera). 

4.3.4 Prioritas Pembangunan Pertanian 

Prioritas ini dipilih sebagai upaya untuk : 

a) Meningkatkan produksi dan mutu produksi pertanian 

b) Meningkatnya nilai tambah, daya saing dan pemasaran produk pertanian 

dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

c) Pengembangan sentra-sentra usaha pertanian, perkebunan dan perikanan 

diseluruh kawasan 

d) Membangun dan memperbaiki sarana dan prasarana pertanian dan perikanan  

e) Mendorong dan menjamin kemitraan dengan pusat-pusat perdagangan 

f) Revitalisasi hutan dan lahan menjadi lahan produktif. 

Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi pertama 

RPJMD (Mewujudkan Pertanian yang Tangguh). 
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4.3.5 Prioritas Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata 

Pembangunan kebudayaan dan pariwisata diproritaskan melalui peningkatan 

usaha pariwisata berbasis masyarakat, pengembangan kawasan pariwisata, 

pemberdayaan budaya lokal, pengembangan desa wisata serta peningkatan 

peran serta masyarakat dalam sektor pariwisata. Secara umum prioritas ini 

dipilih untuk : 

a) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. 

b) Pemenuhan kapasitas dan kualitas pendapatan masyarakat Bangka Belitung. 

c) Meningkatkan kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja. 

Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi ketiga 

RPJMD (Mewujudkan Kabupaten Bangka yang Sejahtera). 

4.3.6 Prioritas Pembangunan Reformasi Birokrasi  dan Tata Pemerintahan 

Secara spesifik prioritas ini dipilih untuk mewujudkan sistem birokrasi 

pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien anatara lain untuk : 

a) Menata Kelembagaan Pemerintah Daerah 

b) Penataan dan penegasan batas wilayah 

c) Pengolahan data dan statistik daerah 

d) Meningkatkan kompetensi SDM 

e) Mengoptimalkan system informasi perencanaan, pengolahan dan pengawasan 

f) Menerapkan sistem Informasi pelayanan publik. 

Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi kedua 

RPJMD (Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Melayani). 

4.3.7 Prioritas Pembangunan Perekonomian 

Prioritas ini dipilih sebagai upaya untuk; 

a) Menguatkan kapasitas lembaga keuangan mikro, koperasi dan UKM berbasis 

komoditi daerah. 

b) Meningkatkan pendapatan masyarakat dan konsumsi masyarakat. 

c) Pengembangan Industri yang disertai penguatan kapasitas produksi dan 

pemasaran. 

d) Meningkatkan daya beli masyarakat 

g) Penyediaan lapangan pekerjaan dan penurunan angka pengangguran. 

Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi ketiga 

RPJMD (Mewujudkan Kabupaten Bangka yang Sejahtera). 
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4.3.8 Prioritas Pembangunan Penanggulangan Kemiskinan 

Penanggulangan kemiskinan diprioritaskan dalam upaya menurunkan 

persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran. Secara umum prioritas 

ini dilipih untuk : 

a) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. 

b) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. 

c) Pemenuhan kapasitas dan kualitas pendapatan masyarakat Bangka Belitung. 

d) Meningkatkan kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja. 

Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi ketiga 

RPJMD (Mewujudkan Kabupaten Bangka yang Sejahtera). 

4.3.9 Prioritas Pembangunan Penataan Ruang 

Penataan ruang diprioritaskan melalui pengelolaan ruang terbuka hijau, 

perencanaan tata ruang, pengendalian pemanfaatan ruang. Sesuai dengan tujuan 

penataan ruang secara umum prioritas ini dipilih agar pembangunan yang 

dilaksanakan merata diseluruh kawasan sesuai peruntukannnya sehingga 

mengurangi terjadinya kesenjangan pembangunan antar daerah. Pengendalian 

pemanfaatan ruang bertujuan memelihara kualitas lingkungan hidup diseluruh 

kawasan.   

Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi keempat 

RPJMD (Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Alam yang Lestari).  

4.3.10 Prioritas PembangunanLingkungan Hidup 

Lingkungan hidup diprioritaskan melalui pemanfaatan SDA yang ramah 

lingkungan dan berbasis masyarakat,  pengendalian pencemaran dan perusakan 

linkungan hidup, pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi 

merusak lingkungan, peningkatan fungsi dan daya dukung DAS berbasis 

pemberdayaan masyarakat, perlindungan dan konservasi sumberdaya alam. 

Secara khusus prioritas ini dipilih untuk : 

a) Pengendalian dan pemeliharaan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya 

alam di perkotaan dan pedesaan. 

b) Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan 

daya tampung lingkungan. 

Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi keempat 

RPJMD (Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Alam yang Lestari). 
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Tabel 4.12 

Keterkaitan antara Prioritas Daerah dan Sasaran Daerah 

 

No Prioritas Daerah 

 

Sasaran Daerah 

 

(1) (2) (3) 
1. Pertanian 1. Meningkatnya  kontribusi sektor pertanian  

terhadap perekonomian daerah 

2. Infrastruktur 1. Meningkatnya proprosi panjang jaringan jalan, 
jembatan, drainase dalam kondisi baik 

2. Meningkatnya akses air minum yang aman serta 
sanitasi yang layak 

3. Pendidikan 1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap 
pendidikan yang lebih berkualitas 

4. Kesehatan 1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan 
kesehatan yang lebih berkualitas 

5. Kebudayaan dan 
Pariwisata 

1. Meningkatnya   usaha   pariwisata   yang    berbasis 
kearifan lokal 

6. Reformasi Birokrasi 
dan Tata 
pemerintahan 

1. Meningkatnya  akuntabilitas kinerja birokrasi  
2. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang 

akuntabel 
3. Meningkatnya  kualitas  pelayanan   publik   kepada 

semua lapisan masyarakat 
7. Perekonomian 1. Meningkatnya  pendapatan masyarakat 

2. Meningkatnya stabilitas harga 

8. Penanggulangan 
Kemiskinan 

1. Menurunnya angka kemiskinan 

 
9. Penataan  Ruang 1. Meningkatnya  pemanfaatan penataan ruang 

10. Lingkungan Hidup 1. Meningkatnya  upaya kelestarian dan kualitas 
lingkungan hidup 

Berdasarkan Tabel IV.4.12 di atas, satu prioritas daerah dapat mendukung 

beberapa sasaran daerah. Pemilihan prioritas daerah dimaksudkan agar 

implementasinya lebih fokus dan lebih terarah dan dapat dilaksanakan oleh perangkat 

daerah maupun stakeholder lainnya. 
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Tabel 4.13 

Korelasi Prioritas RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2014 - 2018 dengan Prioritas 

Pembangunan Daerah Tahun 2018 

 

Prioritas RPJMD Kabupaten Bangka 

Tahun 2014 - 2018 

Prioritas Pembangunan Derah    

Tahun 2018 (RKPD) 

1. Pertanian  
2. Reformasi Birokrasi dan Tata 

Pemerintahan  
3. Pendidikan  
4. Kesehatan  
5. Kebudayaan dan Pariwisata 
6. Perekonomian  
7. Infrastruktur  
8. Penanggulangan Kemiskinan 
9. Lingkungan Hidup  
10. Penataan Ruang 

1. Pertanian  
2. Infrastruktur  
3. Pendidikan 
4. Kesehatan 
5. Kebudayaan dan Pariwisata 
6. Reformasi Birokrasi dan Tata 

Pemerintahan 
7. Perekonomian 
8. Penanggulangan Kemiskinan 
9. Penataan Ruang 
10. Lingkungan Hidup 
  

 

Berdasarkan Tabel di atas, dapat dilihat bahwa  prioritas RKPD Tahun 2018 

seiring dan sejalan dengan prioritas RPJMD sesuai dengan arah dan penekanan 

pembangunan yang sudah ditetapkan dalam RPJMD 2014 - 2018 yang telah memasuki 

tahun ke lima, hal ini terkait sebagai upaya untuk penyelesaian beberapa isu strategis. 

Pemilihan Prioritas Daerah sangat terkait dengan upaya pencapaian prioritas dan 

Sasaran Pembangunan Nasional (9 Agenda Prioritas – NAWA CITA), SDGs, SPM, 

pengentasan kemiskinan, dan penciptaan lapangan pekerjaaan serta program yang 

berkelanjutan. Untuk melihat korelasi antar hubungan ini dapat dilihat pada Tabel 4.14, 

Tabel 4.15, Tabel 4.16 dan Tabel 4.17. 

Tabel 4.14 
Prioritas Pembangunan Tahun 2018 

 
 

Prioritas Nasional 

 

Prioritas Provinsi 

 

Prioritas Daerah 

 

1. Kesehatan 
2. Pendidikan 
3. Perumahan dan 

Permukiman 
4. Ketahanan Pangan 
5. Pengembangan Dunia 

Usaha dan Pariwisata 
6. Ketahanan Energi 
7. Penanggulangan 

Kemiskinan 
8. Infrastruktur, 

Konektivitas dan 
Pembangunan 

9. Pembangunan Wilayah 

1. Peningkatan Produktivitas 
Tenaga Kerja;  

2. Penurunan Tingkat 
Pengangguran; 

3. Peningkatan Produksi 
Produk Potensi Ekonomi 
Lokal; 

4. Peningkatan Peluang dan 
Kemudahan Berinvestasi; 

5. Peningkatan Produksi 
Sektor Pertanian; 

6. Pengembangan Daya Tarik 
dan Pembangunan Destinasi 
Wisata; 

1. Pertanian  
2. Infrastruktur 
3. Pendidikan 
4. Kesehatan 
5. Kebudayaan dan 

Pariwisata 
6. Reformasi Birokrasi 

dan Tata 
Pemerintahan 

7. Perekonomian  
8. Penanggulangan 

Kemiskinan  
9. Penataan Ruang 
10. Lingkungan Hidup 
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Prioritas Nasional 

 

Prioritas Provinsi 

 

Prioritas Daerah 

 

10. Politik, Hukum dan 
Pertahanan Keamanan 

11.  Asian Games dan Asian 
Para Games 2018 

7. Peningkatan Pelayanan 
Pendidikan; 

8. Peningkatan Pelayanan 
Kesehatan; 

9. Peningkatan Partisipasi 
Publik dalam Proses 
Pembuatan Kebijakan; 

10. Peningkatan Pembangunan 
Berdemokrasi; 

11. Meningkatkan Tata Kelola 
Pemerintahan yang Baik 
dan Bersih; 

12. Peningkatan Rasio Belanja 
Publik terhadap Belanja 
Aparatur; 

13. Penurunan Disparitas 
Pembangunan antar 
Wilayah; 

14. Penurunan Disparitas 
Pembangunan antar 
Masyarakat; 

15. Mitigasi dan Tanggap 
Darurat Bencana; 

16. Peningkatan Kualitas 
Lingkungan. 

 

 

Tabel 4.15 

Korelasi Prioritas Pembangunan dalam mendukung Pencapaian Prioritas 

Pembangunan Provinsi dan Nasional Tahun 2018 

 
 

Prioritas Nasional 

 

Prioritas Provinsi 

 

Prioritas Daerah 

 

1. Kesehatan 1. Peningkatan Pelayanan 
Kesehatan 

1. Kesehatan 

2. Pendidikan 1. Peningkatan Pelayanan 
Pendidikan 

1. Pendidikan 

3. Perumahan dan 
Permukiman 

1. Penurunan Disparitas 
Pembangunan antar 
Wilayah; 

2. Penurunan Disparitas antar 
Masyarakat 

1. Infrastruktur 

4. Ketahanan Pangan 1. Peningkatan Produksi 
Sektor Pertanian 

2. Peningkatan Produksi 
Produk Potensi Ekonomi 
Lokal 

1. Pertanian 

5. Pengembangan Dunia 
Usaha dan Pariwisata 

1. Peningkatan Peluang dan 
Kemudahan Berinvestasi 

2. Pengembangan Daya Tarik 
dan Pembangunan Destinasi 
Wisata 

3. Meningkatkan Tata Kelola 

1. Perekonomian 
2. Kebudayaan dan 

Pariwisata 
3. Reformasi Birokarasi 

dan Tata Kelola 
Pemerintahan  
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Prioritas Nasional 

 

Prioritas Provinsi 

 

Prioritas Daerah 

 

Pemerintahan yang Baik 
dan Bersih 

4. Peningkatan Rasio Belanja 
Publik terhadap Belanja 
Aparatur 

6. Ketahanan Energi 
 

 

1. Peningkatan Produksi 
Produk Potensi Ekonomi 
Lokal 

1. Perekonomian 
 

7. Penanggulangan 
Kemiskinan 

1. Penurunan Disparitas 
Pembangunan antar 
Wilayah 

2. Penurunan Pembangunan 
antar Masyarakat 

3. Peningkatan Produktivitas 
Tenaga Kerja 

4. Penurunan Tingkat 
Pengangguran 

1. Penanggulangan 
Kemiskinan 

8. Infrastruktur, 
Konektivitas dan 
Pembangunan 

1. Penurunan Disparitas 
Pembangunan antar 
Wilayah 

2. Penurunan Pembangunan 
antar Masyarakat 

3. Peningkatan Rasio Belanja 
Publik terhadap Belanja 
Aparatur 

1. Infrastruktur 
2. Perekonomian 

 

9. Pembangunan Wilayah 1. Penurunan Disparitas 
Pembangunan antar 
Wilayah 

2. Penurunan Pembangunan 
antar Masyarakat 

3. Peningkatan Produktivitas 
Tenaga Kerja 

4. Mitigasi dan Tanggap 
Darurat Bencana 

5. Peningkatan Kualitas 
Lingkungan Hidup 

1. Infrastruktur 
2. Perekonomian 
3. Kebudayaan dan 

Pariwisata 
4. Penanggulangan 

Kemiskinan 
5. Lingkungan Hidup 

10. Politik, Hukum dan 
Pertanahan Keamanan 

1. Meningkatkan Tata Kelola 
Pemerintahan yang Baik 
dan Bersih 

2. Peningkatan Partisipasi 
Publik dalam Proses 
Pembuatan Kebijakan 

1. Reformasi Birokrasi 
dan Tata Kelola 
Pemerintahan 
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Tabel 4.16 

Sinkronisasi dan Relevansi Program/Kegiatan Pembangunan Daerah dalam  
Mendukung Program/Kegiatan Pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018  

 
PRIORITAS 

NASIONAL 
NO PROGRAM NO KEGIATAN 

PRIORITAS 

DAERAH 
NO PROGRAM NO KEGIATAN 

KESEHATAN 1 Penguatan Upaya 
Promotif dan 
Preventif: "Gerakan 
Masyarakat Hidup 
Sehat" 

1 Peningkatan Lingkungan 
Sehat 

Kesehatan 1 Pengembangan Lingkungan 
Sehat 

1 Implementasi Forum Bangka 
Sehat dan Penyehatan 
Lingkungan  

2 Peningkatan Pemahaman 
Hidup Sehat 

2 Promosi Kesehatan dan 
Pemberdayaan Masyarakat 

2 Pengembangan Media Promosi 
dan Informasi Sadar Hidup Sehat 

3 Peningkatan Konsumsi 
Pangan Sehat 

3 Pengawasan dan 
Pengendalian Kesehatan 
Makanan 

3 Pengawasan dan Pembinaan 
Tempat Pengelolaan Makanan 

4 Peningkatan Ketahanan 
Pangan  

4 Pengawasan Keamanan Pangan 
Segar 

2 Peningkatan 
Kesehatan Ibu dan 
Anak 

1 Peningkatan Kualitas 
Pelayanan Kesehatan Ibu dan 
Anak 

Kesehatan 1 Program Peningkatan 
Pelayanan Kesehatan Anak 
Balita 

1 Pemantauan Pertumbuhan dan 
Perkembangan Anak Balita dan 
Pelayanan Kkesehatan Lanjutan 

2 Perbaikan Kualitas Gizi Ibu 
dan Anak 

2 Perbaikan Gizi Mayarakat 2 Intensifikasi Penanganan Balita 
Gizi Buruk  

3 Peningkatan Akses Pelayanan 
Kesehatan Ibu dan Anak 

3 Peningkatan Keselamatan Ibu 
Melahirkan dan Anak 

3 Kegiatan Pembinaan Fasilitas 
Pelayanan KIA, Peningkatan 
Kinerja dan Monev Pelaporan 

3 Pencegahan dan 
Pengendalian 
Penyakit 

1 Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit 
Menular 

Kesehatan 1 Pencegahan dan 
Penanggulangan Penyakit 
Menular 

1 Pelayanan Pencegahan dan 
Penanggulangan Penyakit 
Menular 

2 Pencegahan Penularan Penyakit 
Endemik/ Epidemik 

2 Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit Tidak 
Menular 

2 Upaya Kesehatan Masyarakat 2 Pengendalian Faktor Resiko 
Penyakit Tidak menular (PTM) 

3 Surveilans, Imunisasi, 
Penyakit dan Karantina 
Kesehatan  

3 Program Pencegahan dan 
Penanggulangan Penyakit 
Menular 

3.1 Peningkatan Surveilence 
Epidemiologi dan 
Penanggulangan Wabah 

3.2 Peningkatan Imunisasi 
3.3 Penanggulangan Penyebaran 

HIV/AIDS 
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PRIORITAS 

NASIONAL 
NO PROGRAM NO KEGIATAN 

PRIORITAS 

DAERAH 
NO PROGRAM NO KEGIATAN 

PENDIDIKAN 1 Penyediaan Guru 
yang Berkualitas dan 
Penempatan yang 
Merata 

1 Revitalisasi LPTK Pendidikan 1 Manajemen Pelayanan 
Pendidikan 

1 Pelaksanaan Kerjasama Secara 
Kelembagaan di Bidang 
Pendidikan 

2 Peningkatan Profesionalisme 
Guru  

2 Peningkatan Mutu 
Kependidikan dan Tenaga 
Kependidikan 

2 Penetapan Angka Kredit 
Guru/Penilik/Pengawas dan 
Pamong Belajar 

3 Pengelolaan dan Distribusi 
Guru 

3 Peningkatan Mutu 
Kependidikan dan Tenaga 
Kependidikan 

3 Pelaksanaan Setifikasi Pendidik 

4 Peningkatan Kesejahteraan 
Guru 

4 Peningkatan Mutu 
Kependidikan dan Tenaga 
Kependidikan 

4 Penyaluran Tunjangan Guru 
Inklusi 

2 Peningkatan Kualitas 
dan Relevansi 
Pendidikan Vokasi 

1 Penguatan Kemitraan dengan 
Dunia Usaha-Dunia Industri 

Pendidikan 1 Manajemen Pelayanan 
Pendidikan 

1 Pelaksanaan Kerjasama Secara 
Kelembagaan di Bidang 
Pendidikan 

PERUMAHAN 

DAN 
PEMUKIMAN 

1 Penyediaan 
Perumahan Layak 

1 Penciptaan Iklim Kondusif 
Perumahan MBR  

Infrastruktur 1 Pengentasan Kemiskinan 
Perkotaan 

1 Sosialisasi Permukiman Sehat 
Perkotaan 

2 Penyediaan dan Peningkatan 
Kualitas Pembangunan MBR 

2 Pengembangan Perumahan 2 Pembangunan Baru/Perbaikan 
Rumah Swadaya bagi 
Masyarakat Berpenghasilan 
Rendah 

3 Fasilitasi Pembiayaan 
Perumahan MBR 

3 Pengembangan Perumahan 3 Fasilitasi dan Stimulasi 
Pembangunan Perumahan 
Masyarakat Kurang Mampu 

4 Pengentasan Permukiman 
Kumuh 

4 Pengentasan Kemiskinan 
Perkotaan 

4.1 Pembangunan/Peningkatan 
Infrastruktur Kawasan 
Permukiman 

4.2 Penanganan Kawasan Kumuh 
Perkotaan 

2 Air Bersih dan 
Sanitasi 

1 Peningkatan Akses Air Bersih 
dan Sanitasi  

1 Pengembangan Kinerja 
Pengelolaan Air Minum dan 
Air Limbah 

1 Penyediaan Sarana dan 
Prasarana Air Limbah 

2 Peningkatan Ketersediaan Air 
Baku 

2 Pengembangan, Pengelolaan 
dan Konservasi Sungai, 
Danau dan Sumber Air 
Lainnya 

2 Pembangunan Embung Sumber 
Air Baku SPAM Desa Kimak 
Kec.Merawang 

KETAHANAN 

PANGAN 

1 Peningkatan 
Produksi Pangan 

1 Peningkatan Produksi Padi Pertanian 1 Peningkatan Produksi 
Pertanian/ Perkebunan 

1 Pengadaan Saprodi Pertanian 
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2 Peningkatan Produksi Jagung 2 Peningkatan Produksi 
Pertanian/ Perkebunan 

2 Pengelolaan Produksi Tanaman 
Serealia 

3 Peningkatan Produksi Gula   3   3   

4 Peningkatan Produksi Daging 
Sapi 

Pertanian 4 Peningkatan Produksi Hasil 
Peternakan 

4.1 Pembibitan dan Perawatan 
Ternak 

4.2 Pengadaan Bibit Tenak 

5 Peningkatan Produksi Ikan 
dan Garam 

5.1 Pengembangan Perikanan 
Tangkap 

5.1.1 Pengadaan Perahu Tempel dan 
Mesin Tempel 

5.2 Pengembangan Budidaya 
Perikanan 

5.2.1 Pengadaan Sarana Prasarana 
Unit Pembenihan Rakyat (UPR) 

6 Peningkatan Produksi Jeruk 
dan Buah Lainnya 

6 Peningkatan Ketahanan 
Pangan Pertanian/ 
Perkebunan 

6 Pengadaan Bibit Hortikultura  

2 Pembangunan 
Sarana dan 
Prasarana Pertanian 

1 Pemabangunan dan 
Rehabilitasi Jaringan Irigasi 

Pertanian 1 Peningkatan/Pembangunan 
Jaringan Irigasi dan Rawa  

1.1 Peningkatan Jaringan Irigasi 
Desa  Tanah Bawah  I dan II 

1.2 Peningkatan Jaringan Irigasi 
Desa Saing I dan II 

1.3 Peningkatan Jaringan Irigasi 
Desa Pangkal Niur 

1.4 Peningkatan Jaringan Irigasi 
Desa Banyu Asin I dan II 

2 Pembangunan dan 
Rehabilitasi Bendungan dan 
Embung 

2 Perlindungan dan Konservasi 
Sumber Daya Alam 

2.1 Konservasi Sumber Daya Air dan 
Pengendalian Kerusakan 
Sumber-Sumber Air 

2.2  Peningkatan Ketahanan 
Pangan Pertanian/ 
Perkebunan 

2.2.1 Long Storage/embung 
2.2.2 Pengelolaan Air Irigasi Pertanian 

3 Perbaikan Data Statistik 
Pangan  

3.1 Peningkatan Bahan Makanan 3.1 Analisis Neraca Bahan Makanan 
3.2 Pengembangan Pola Pangan 3.2 Analisis dan Penyusunan Pola 

Pangan 
4 Pembangunan Sarana Pasca 

Panen 
4 Peningkatan Penerapan 

Teknologi Pertanian 
/Perkebunan 

4 Pengadaan Alat Pasca Panen 

5 Pembangunan Sarana dan 
Prasarana Distribusi Pangan 
dan Pertanian 

5 Peningkatan Ketahanan 
Pangan (Pertanian dan 
Perkebunan) 

5 Pengembangan Distribusi dan 
Stabilitas Harga Pangan 
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6 Pembangunan Sarana dan 
Prasarana Konsumsi Pangan 
Sehat 

6 Peningkatan Ketahanan 
Pangan (Pertanian dan 
Perkebunan) 

6 Pengembangan Teknologi 
Pengolahan Pangan 

7 Pembangunan Alat dan Mesin 
Pertanian 

7 Peningkatan Penerapan 
Teknologi Pertanian 
/Perkebunan 

7 Pengadaan Sarana dan 
Prasarana Teknologi 
Pertanian/Perkebunan Tepat 
Guna 

8 Perluasan Lahan Pertanian 8 Peningkatan Ketahanan 
Pangan Pertanian/ 
Perkebunan 

8.1 Optimalisasi Lahan Tidur 
  8.2 Penyediaan Prasarana dan 

Sarana Pengelolaan Lahan 

PENGEMBAN

GAN DUNIA 

USAHA DAN 

PARIWISATA 

1 Pengembangan 3 
Kawasan Pariwisata 

1 Pengembangan Borobudur 
dan Sekitarnya 

Kebudayaan dan 
Pariwisata 

1 Pengembangan Destinasi 
Pariwisata 

1 Pengembangan Objek Pariwisata 
Unggulan 

2 Pengembangan Danau Toba 2 Pengembangan Destinasi 
Pariwisata 

2 Pengembangan Objek Pariwisata 
Unggulan 

3 Pengembangan Mandalika 
dan Sekitarnya 

3 Pengembangan Destinasi 
Pariwisata 

3 Pengembangan Objek Pariwisata 
Unggulan 

4 Dukungan Pengembangan 
Destinasi Prioritas 

4 Pengembangan Pemasaran 
Pariwisata 

4.1 Pelaksanaan Promosi Pariwisata 
Nusantara dan Luar Negeri 

4.2 Pelaksanaan Perlombaan 
Regional, Nasional dan 
Internasional 

4.3 Analisa Pasar untuk Pomosi dan 
Pemasaran Potensi Wisatawan 
Kabupaten Bangka 

PENGEMBAN

GAN DUNIA 

USAHA DAN 

PARIWISATA 

1 Pengembangan 3 
Kawasan Industri 
(KI) 

1 Pengembangan KI Sei 
Mangkei 

  1   1   

2 Pengembangan KI Morowali 2   2   

3 Pengembangan KI Bantaeng 3   3   

4 Dukungan Pengembangan KI 
Lainnya 

Perekonomian 4 Pengembangan Sentra-Sentra 
Industri Potensial 

4 Rencana Induk Pengembangan 
Industri daerah (RIPIDA) 

5 Iklim Investasi PTSP 
(Penghapusan Perda 
Bermasalah) 

Reformasi 
Birokrasi dan 

Tata Kelola 
Pemerintahan 

5.1 Peningkatan dan 
Pengembangan Pelayanan 
Publik 

5.1 Sosialisasi Peraturan Perundang-
Undangan Penanaman Modal 

5.2 Penataan Peraturan 
Perundang-undangan 

5.2 Kodifikasi Buku Perda, 
Pengadaan Buku Hukum dan 
Jaringan Dokumentasi Informasi 
Hukum 
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KETAHANAN 

ENERGI 

1 EBT & Konservasi 
Energi 

1 Penyempurnaan Feed In 

Tariff dan Subsidi EBT 
Perekonomian 1 Pengembangan Potensi 

Sumber Daya Alam 
1 Evaluasi Kebijakan KDH Dalam 

Bidang Sumber Daya Alam 
2 Pengembangan PLT Berbasis 

Hidro dan Nuklir 
  2   2   

3 Pengembangan Bio Energi Perekonomian 3 Pengembangan Potensi 
Sumber Daya Alam 

3 Evaluasi Kebijakan KDH Dalam 
Bidang Sumber Daya Alam 

4 Pengembangan PLTP   4   4   
5 Pengembangan Industri 

Penunjang EBT dan 
Konservasi Energi 

Perekonomian 5 Pengembangan Potensi 
Sumber Daya Alam 

5 Evaluasi Kebijakan KDH Dalam 
Bidang Sumber Daya Alam 

6 Pengembangan Penyediaan 
Tenaga Listrik Skala Kecil 
(Small Grid System) 

6 Pengembangan Potensi 
Sumber Daya Alam 

6 Evaluasi Kebijakan KDH Dalam 
Bidang Sumber Daya Alam 

7 Implementasi Teknologi 
Bersih Efisien 

7 Pengembangan Potensi 
Sumber Daya Alam 

7 Evaluasi Kebijakan KDH Dalam 
Bidang Sumber Daya Alam 

2 Pemenuhan 
Kebutuhan Energi 

1 Pembangunan Pembangkit, 
Transmisi dan Distribusi 
Tenaga Listik 

Perekonomian 1 Pengembangan Potensi 
Sumber Daya Alam 

1 Evaluasi Kebijakan KDH Dalam 
Bidang Sumber Daya Alam 

PENANGGULA

NGAN 

KEMISKINAN 

1 Jaminan dan Bantuan 
Sosial Tepat Sasaran 

1 Peningkatan Efektivitas 
Penyaluran Bantuan Pangan 

Penanggulangan 
Kemiskinan 

1 Penataan dan 
Penyempurnaan Kebijakan 
Sistem dan Prosedur 
Pengawasan 

1 Pengendalian dan Pengawasan 
Bantuan Raskin 

2 Penguatan Pelaksanaan 
Bantuan Tunai Bersyarat 
(PKH) 

2 Pelayanan dan Rehabilitasi 
Kesejahteraan Sosial 

2 Penanggulangan Kemiskinan 
Keluarga Sangat Miskin 
(KSM/PKH) 

3 Peningkatan Pelayanan 
Jaminan Sosial 

3 Pelayanan dan Rehabilitasi 
Kesejahteraan Sosial 

3 Bantuan Dana Bagi Lanjut Usia 
Non Potensial 

4 Peningkatan Efektivitas 
Bantuan Pendidikan bagi 
Anak Usia Sekolah 

Pendidikan 4 Peningkatan Kegiatan Belajar 
Mengajar 

4 Penyediaan Beasiswa Bagi 
Pelajar Tidak Mampu 

5 Pemantapan Pelaksanaan 
Subsidi Energi Tepat Sasaran 

Perekonomian 5 Pengembangan Potensi 
Sumber Daya Alam 

5 Evaluasi Kebijakan KDH Dalam 
Bidang Sumber Daya Alam 

2 Pemenuhan 
Kebutuhan Dasar 

1 Penyediaan Layanan Dasar Kesehatan 1.1 Upaya Kesehatan Masyarakat 1.1 Pemeliharaan dan Pemulihan 
Kesehatan  

2.1 Pengadaan, Peningkatan dan 
Perbaikan Sarana dan 
Prasarana Puskesmas/ 
Puskesmas Pembantu dan 

2.1 Pembangunan Puskesmas 
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Jaringannya 

3.1 Peningkatan Kualitas 
Pelayanan Umum Kesehatan 

3.2 Peningkatan Mutu Pelayanan 
dan Pendukung Pelayanan Medis 

Pendidikan 4.1 Wajib Belajar Pendidikan 
Dasar Sembilan Tahun 

4.1 Penambahan Ruang Kelas  
4.2 Pembangunan Lab IPA 
4.3 Pengadaan Alat Praktik dan 

Peraga Siswa 
Kesehatan 5.1 Keluarga Berencana 5.1 Penyediaan Pelayanan KB dan 

Alat Kontrasepsi bagi PUS 

5.2 Penyediaan Biaya Bantuan 
Operassional Keluarga 
Berencana 

Penanggulangan 
Kemiskinan 

6.1 Pelayanan dan Rehabilitasi 
Kesejahteraan Sosial 

6.1 Pembangunan/ Pemugaran 
Rumah Tidak Layak Huni 

Reformasi 
Birokrasi dan 

Tata Kelola 
Pemerintahan 

7.1 Penataan Administrasi 
Kependudukan 

7.1 Peningkatan Pelayanan Publik 
dalam Bidang Kependudukan 

2 Peningkatan Tata Kelola 
Pelayanan Dasar 

Penanggulangan 
Kemiskinan 

2.1 Standarisasi Pelayanan 
Kesehatan 

2.1 Penyusunan Standar Kesehatan 

2.2 Standarisasi Pelayanan 
Kesehatan 

2.2 Akreditasi dan Standarisasi 
Puskesmas 

2.3 Pendidikan Anak Usia Dini 2.3 Pendampingan (asisment) 
Akreditasi Lembaga PAUD 

2.4 Penataan Administrasi 
Kependudukan 

2.4 Sertifikasi Sistem Manajemen 
Mutu Pelayanan Administrasi 
Kependudukan Kab.Bangka 
Berstandar Internasional (ISO 
9001) 

3 Peningkatan Akses 
Masyarakat Kepada 
Kepemilikan Dokumen 
Kependudukan 

Reformasi 
Birokrasi dan 

Tata Kelola 
Pemerintahan 

3 Penataan Administrasi 
Kependudukan 

3 Layanan Mobile Administrasi 
Kependudukan dan Catatan Sipil 
(seluruh Rumah Sakit 
Pemerintah dan Puskesmas) 

3 Perlusan Akses 
Usaha Mikro, Kecil 
dan Koperasi 

1 Peningkatan Kualitas Produk 
dan Akses Pemasaran 

Perekonomian 1 Pengembangan 
Kewirausahaan dan 
Keunggulan Kompetitif Usaha 
Kecil Menengah 

1 Gebyar UMKM, Koperasi PBKL 
dan Produk Unggulan Daerah 
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2 Perluasan Akses Pembiayaan 2 Pengembangan 
Kewirausahaan dan 
Keunggulan Kompetitif Usaha 
Kecil Menengah 

2.1 Bantuan Pinjaman Modal Usaha 
Mikro Kecil dan Menengah 
Kepada Pedagangan Kecil 

2.1 Bantuan Kredit Lunak dari 
Lembaga Keuangan 

3 Pengembangan Keterampilan 
dan Layanan Usaha 

3 Pengembangan 
Kewirausahaan dan 
Keunggulan Kompetitif Usaha 
Kecil Menengah 

3 Pelatihan Keterampilan 
Kewirausahaan Usaha Mikro 
Kecil dan Menengah (Mengelas, 
Mesin, Bangunan & Menjahit) 

4 Pengembangan 
Kewirausahaan 

4.1 Peningkatan Kualitas 
Kelembagaan Koperasi 

4 Pelatihan Kewirausahaan Bagi 
Koperasi 

4.2 Peningkatan Upaya 
Penumbuhan Kewirausahaan 
dan Kecakapan Hidup 
Pemuda 

4.2.1 Pelatihan Kewirausahaan Bagi 
Pemuda  

4.2.2 Pengembangan Kreativitas Bagi 
Pemuda 

5 Peningkatan Kapasitas 
Kelembagaan Koperasi dan 
Kemitraan Usaha 

5 Peningkatan Kualitas 
Kelembagaan Koperasi 

5.1 Pembinaan, Pengawasan dan 
Penghargaan Koperasi 
Berprestasi 

5.2 Penyelenggaraan Promosi 
SMESCO 

INFRASTRUKTUR, 

KONEKTIVITAS 

DAN 

KEMARITIMAN 

1 Pengembangan 
Sarana dan 
Prasarana 
Transportasi (Darat, 
Laut, Udara dan 
Intermoda) 

1 Konektivitas Infrastruktur 1 Pembangunan Jalan dan 
Jembatan 

1.1 Peningkatan Jalan (Kabupaten) 
1.2 Peningkatan Jalan Desa 
1.3 Pembangunan Jalan 
1.4 Pembangunan Jembatan 

2 Aksesibilitas  2 Pembangunan Jalan dan 
Jembatan 

2.1 Peningkatan Jalan (Kabupaten) 
2.2 Peningkatan Jalan Desa 
2.3 Pembangunan Jalan 
2.4 Pembangunan Jembatan 

3 Transportasi Perkotaan 3 Peningkatan Pelayanan 
Angkutan  

3.1 Pengendalian Disiplin 
Pengoperasian Angkutan Umum 
di Jalan Raya 

3.2 Sosialisasi Keselamatan Lalu 
Lintas 

2 Pengembangan 
Telekomunikasi dan 
Informatika 

1 Pembangunan Jaringan Pita 
Lebar 

Reformasi 
Birokrasi dan 

Tata Kelola 
Pemerintahan 

1 Pengembangan Komunikasi, 
Informasi dan Media Massa 

1 Pembangunan Jaringan FO 
(Fiber Optic) Kabupaten Bangka 

2 Akses Internet dan 
Telekomunikasi untuk 
Daerah Non Komersil 

2 Pengembangan Komunikasi, 
Informasi dan Media Massa 

2 Pengadaan Koneksi Bandwich 

3 Penguatan Penyiaran di 3 Pengembangan Komunikasi, 3 Penyebarluasan informasi secara 



Pemerintah Kabupaten Bangka 

RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2018                                         IV - 95 

  

PRIORITAS 

NASIONAL 
NO PROGRAM NO KEGIATAN 

PRIORITAS 

DAERAH 
NO PROGRAM NO KEGIATAN 

Daerah Perbatasan Informasi dan Media Massa Elektronik 
4 Optimalisasi Penggunaan TIK 

pada Instansi Pemerintah 
4 Pengembangan Komunikasi, 

Informasi dan Media Massa 
4 Pembinaan dan Pendampingan 

TIK Desa 
5 Dukungan TIK pada Sektor 

Prioritas (E Commerce, E 
Health, dll) 

5 Pengembangan Komunikasi, 
Informasi dan Media Massa 

5.1 Survey pendataan TIK USO 
(Universal Service Obligation) 

5.2 Pengembangan dan 
Pendayagunaan Teknologi 
Informasi dan Komunikasi 

5.3 Pembangunan Data Center 
PEMBANGUNAN 

WILAYAH 
1 Pembangunan 

Perdesaan 
1 Pemenuhan Standar 

Pelayanan Minimum di Desa 
termasuk di Permukiman 
Transmigrasi 

Pendidikan 1 Wajib Belajar Pendidikan 
Dasar Sembilan Tahun 

1.1 Penambahan Ruang Kelas  
 1.2 Pembangunan Lab IPA 
 1.3 Pengadaan Alat Praktik dan 

Peraga Siswa 
Kesehatan 2 Perbaikan Gizi Mayarakat 2 Intensifikasi Penanganan Balita 

Gizi Buruk  

Penanggulangan 
Kemiskinan 

3 Pelayanan dan Rehabilitasi 
Kesejahteraan Sosial 

3 Penanggulangan Kemiskinan 
Keluarga Sangat Miskin 
(KSM/PKH) 

2 Pembangunan SDM, 
Pemberdayaan dan Modal 
Sosial Budaya Masyarakat 
termasuk di Permukiman 
Transmigrasi 

Perekonomian 2 Pengembangan Lembaga 
Ekonomi Pedesaan 

2.1 Pembinaan Unit Pengelola 
Kegiatan (UPK) SPP 

2.2 Fasilitasi Manajemen dan 
Pembentukan Badan Usaha Milik 
Desa 

3 Penanggulangan Kemiskinan 
dan Pengembangan Usaha 
Ekonomi Masyarakat Desa 
termasuk di Daerah 
Transmigrasi 

Penanggulangan 
Kemiskinan 

3 Pemberdayaan Fakir Miskin 
dan Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial (PMKS) 

3 Pengadaan Sarana dan 
Prasarana Pendukung Usaha 
bagi Keluarga Miskin 

4 Penguatan Pemerintahan 
Desa 

Reformasi 
Birokrasi dan 

Tata Kelola 
Pemerintahan 

4.1 Peningkatan Kapasitas 
Aparatur Pemerintah Desa 

4.1.1 Bimtek Penyusunan Laporan 
Pertanggung Jawaban 
Pemerintah Desa (LPPD) 

4.1.2 Bimtek Pengadaan Barang Jasa 
di Desa 

4.1.3 Bimtek Penyusunan Produk 
Hukum Desa 

4.2 Peningkatan Partisipasi 
Masyarakat Dalam 

4.2.1 Fasilitasi Pengelolaan 
Administrasi Keuangan Desa 
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Membangun Desa 4.2.2 Fasilitasi Penyusunan LPPDesa 
(Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa) 

5 Pengawalan Implementasi UU 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa secara Sistematis, 
Konsisten dan Berkelanjutan 

Reformasi 
Birokrasi dan 

Tata Kelola 
Pemerintahan 

5 Peningkatan Partisipasi 
Masyarakat Dalam 
Membangun Desa 

5.1.1 Fasilitasi Pengelolaan 
Administrasi Keuangan Desa 

5.1.2 Rapat Koordinasi Bulanan Kades 
dan Aparatur Pemdes dengan 
Dinsos Pemdes Kab. Bangka 

5.1.3 Rapat Koordinasi Kades, BPD, 
LPM, Lurah dengan Bupati 
Bangka 

5.2 Peningkatan Kapasitas 
Sumber Daya Aparatur 

5.2.1 Bimtek Manajemen Aplikasi 
SISKEUDES 

5.3 Penataan Desa 5.3.1 Penegasan Batas Desa 
6 Pengembangan Ekonomi 

Kawasan termasuk Kawasan 
Transmigrasi untuk 
Mendorong Pusat 
Pertumbuhan dan 
Keterkaitan Desa-Kota 

Infrastruktur 6 Pembangunan Jalan dan 
Jembatan 

6.1 Peningkatan Jalan (Kabupaten) 
6.2 Peningkatan Jalan Desa 
6.3 Pembangunan Jalan 
6.4 Pembangunan Jembatan 

7 Pengelolaan Sumber Daya 
Alam Desa dan Kawasan 
Perdesaan termasuk 
Kawasan Transmigrasi dan 
Sumber Daya Hutan 

Lingkungan 
Hidup 

7.1 Perlindungan dan Konservasi 
Sumber Daya Alam 

7.1.1 Pengelolaan Keanekaragaman 
Hayati dan Ekosistem 

7.2 Peningkatan Keberdayaan 
Masyarakat Pedesaan 

7.2.1 Bimbingan Teknis Perlindungan,  
Pengelolaan dan Pemanfaatan 
Hutan Desa 

2 Pencegahan dan 
Penanggulangan 
Bencana 

1 Penguatan Kapasitas SDM 
Penanggulangan Bencana 

Penanggulangan 
Kemiskinan 

1 Penanganan, Penanggulangan 
dan Rekonstruksi Bencana 

1 Pendidikan dan Pelatihan 
Penanggulangan Bencana 
Tingkat Lanjut 

2 Sarana dan Prasarana 
Kebencanaan 

2 Penanganan, Penanggulangan 
dan Rekonstruksi Bencana 

2 Pengadaan Peralatan Taruna 
Siaga Bencana (TAGANA) 

3 Pemulihan Daerah Pasca 
Bencana 

3.1 Penanganan, Penanggulangan 
dan Rekonstruksi Bencana 

3.1.1 Fasilitas dan stimulasi 
Rehabilitasi Rumah Akibat 
Bencana Alam/Sosial 

3.2 Pencegahan Dini dan 
Penanggulangan Korban 
Bencana Alam 

3.2.1 Operasional Penanggulangan 
Bencana Alam 

4 Penataan Ruang dan 
Lingkungan Hidup 

Penataan Ruang 4 Pengendalian dan 
Pemanfaatan Ruang 

4 Penyusunan Kebijakan 
Pengendalian Pemanfaatan 
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Berkelanjutan Ruang 

5 Penguatan Kelembagaan dan 
Regulasi 

Reformasi 
Birokrasi dan 

Tata Kelola 
Pemerintahan 

5 Penataan Peraturan 
Perundang-Undangan 

5.1 Penyusunan Rencana Kerja 
Rancangan Peraturan 
Perundang-Undangan 

5.2 Legislasi Rancangan Peraturan 
Perundang-Undangan 

3 Reforma Agraria 1 Penguatan Kerangka Regulasi 
dan Penyelesaian Konflik 
Agraria 

Reformasi 
Birokrasi dan 

Tata Kelola 
Pemerintahan 

1 Penyelesaian Konflik-Konflik 
Pertanahan 

1 Fasilitasi Penyelesaian Konflik-
Konflik Pertanahan 

2 Penataan Penguasaan dan 
Pemilikan Tanah Objek 
Reforma Agraria 

2 Penataan, Penguasaan, 
Pemilikan dan pemanfaatan 
Tanah 

2 Persertifikatan Tanah Milik 
Pemerintah 

3 Kepastian Hukum dan 
Legalisasi atas Tanah Objek 
Reforma Agraria  

3.1 Penataan Peraturan 
Perundang-Undangan 

3.1.1 Penyusunan Rencana Kerja 
Rancangan Peraturan 
Perundang-Undangan 

3.1.2 Legislasi Rancangan Peraturan 
Perundang-Undangan 

3.2 Pemeliharaan Kantrantibmas 
dan Pencegahan Tindak 
Kriminal 

3.2.1 Pengawasan dan Pengamanan 
Peraturan Daerah 

4 Pemberdayaan Masyarakat 
Dalam Penggunaan, 
Pemanfaatan dan Produksi 
atas TORA 

  4   4   

5 Kelembagaan Pelaksana 
Reforma Agraria Pusat dan 
Daerah 

  5   5   

PENGEMBAN

GAN DUNIA 

USAHA DAN 

PARIWISATA 

1 Perbaikan Iklim 
Investasi dan 
Penciptaan Lapangan 
Kerja 

1 Pelaksanaan Harmonisasi dan 
Simplifikasi Peraturan 
Perizinan 

Perekonomian 1 Penataan Peraturan 
Perundang-Undangan 

1.1 Penyusunan Rencana Kerja 
Rancangan Peraturan 
Perundang-Undangan 

2 Peningkatan dan 
Pengembangan Pelayanan 
Publik 

2.1 Sosialisasi Peraturan Perundang-
Undangan Penanaman Modal 

2 Pengembangan Layanan 
Perizinan Terpadu 

2 Peningkatan dan 
Pengembangan Pelayanan 
Publik 

2 Pembangunan Sistem Perizinan 
Online (SPION) 

3 Percepatan Fasilitasi 
Penyelesaian Masalah 
Investasi 

3 Peningkatan Promosi dan 
Kerjasama Investasi 

3 Penyusunan Profil Potensi dan 
Peluang Investasi 
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PRIORITAS 

NASIONAL 
NO PROGRAM NO KEGIATAN 

PRIORITAS 

DAERAH 
NO PROGRAM NO KEGIATAN 

4 Peningkatan Perlindungan 
Konsumen dan Persaingan 
Usaha Sehat 

4 Perlindungan Konsumen dan 
Pengamanan Perdagangan 

4 Peningkatan Pengawasan 
Peredaran Barang dan Jasa 

5 Iklim Ketenagakerjaan dan 
Hubungan Industrial  

5 Perlindungan Pengembangan 
Lembaga Ketenagakerjaan 

5 Penyelesaian Kasus-kasus 
Perselisihan Hubungan Industri 

6 Pengembangan Keahlian 
Tenaga Kerja  

6 Peningkatan Kualitas dan 
Produktivitas Tenaga Kerja 

6.1 Pelatihan Menjahit 
6.2 Pelatihan Mengelas 

7 Perluasan Integrasi Sistem 
Informasi Pasar Kerja   

7 Peningkatan Kesempatan 
Kerja 

7 Penyusunan Informasi Bursa 
Tenaga Kerja 

8 Peningkatan Populasi dan 
Daya Saing Industri 

8 Perlindungan Konsumen dan 
Pengamanan Perdagangan 

8 Peningkatan Pengawasan 
Peredaran Barang dan Jasa 

9 Penguatan Pertumbuhan 
Ekonomi Kreatif 

9 Pengembangan Industri Kecil 
dan Menengah  

9 Penyediaan Biaya Operasional 
Dekranasda 

10 Pengembangan Infrastruktur 
Skala Kecil dan Menengah 

10 Pengembangan Industri Kecil 
dan Menengah  

10 Akses Pembiayaan Perbankan 
Bagi Pelaku Industri Kecil 

2 Pengembangan 
Ekspor Barang dan 
Jasa  

1 Peningkatan Fasilitasi Ekspor Perekonomian 1 Pengembangan 
Kewirausahaan dan 
Keunggulan Kompetitif Usaha 
Kecil Menengah 

1 Gebyar UMKM, Koperasi PBKL 
dan Produk Unggulan Daerah 

2 Peningkatan Kualitas dan 
Standar Produk Ekspor 

2 Peningkatan Kapasitas IPTEK 
Sistem Produksi 

2 Fasilitas Pengujian Kadaluarsa 
bagi Produk IKM 

3 Peningkatan dan 
Pemanfaatan Akses Pasar 
serta Efektivitas Promosi 

3 Peningkatan Kapasitas IPTEK 
Sistem Produksi 

3 Pameran Hasil Pengrajin pelaku 
Industri Kecil dan Menengah 

4 Pengembangan Jaringan 
Kemitraan Usaha 

4 Pengembangan 
Kewirausahaan dan 
Keunggulan Kompetitif Usaha 
Kecil Menengah 

4 Pembinaan Kemasyarakatan 
UMKM 

5 Pengembangan Ekspor Jasa 
Bernilai Tambah Tinggi 

5 Peningkatan Kapasitas IPTEK 
Sistem Produksi 

5 Pengawasan Bahan Tambahan 
Pangan pada Kualitas IKM 
Pangan 

POLITIK, 

HUKUM DAN 

PERTAHANA

N KEAMANAN 

1 Stabilitas Politik dan 
Keamanan 

1 Penanggulangan Terorisme 
dan Konflik Sosial Politik 

Reformasi 
Birokrasi dan 

Tata Kelola 
Pemerintahan 

1 Pengembangan Wawasan 
Kebangsaan 

1.1 Peningkatan Toleransi dan 
Kerukunan dalam Kehidupan 
Beragama 

1.2 Peningkatan Rasa Solidaritas dan 
Ikatan Sosial di Kalangan 
Masyarakat 
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PRIORITAS 

NASIONAL 
NO PROGRAM NO KEGIATAN 

PRIORITAS 

DAERAH 
NO PROGRAM NO KEGIATAN 

2 Peningkatan Akses dan 
Kualitas Informasi Publik 

2 Pengembangan Komunikasi, 
Informasi dan Media Massa 

2 Penyebarluasan Informasi 
Penyelenggaraan Pemerintahan 

3 Penciptaan Kondisi Aman 
yang Cepat dan Tanggap 

3 Pemeliharaan Kantrantibmas 
dan Pencegahan Tindak 
Kriminal 

3 Peningkatan Kerjasama dengan 
Aparat Keamanan dalam Teknik 
Pencegahan Kejahatan 

4 Pengamanan Wilayah Laut 
Yurisdiksi Indonesia 

  4   4   

5 Peningkatan Penanggulangan 
Penyalahgunaan Narkoba 

Reformasi 
Birokrasi dan 

Tata Kelola 
Pemerintahan 

5 Peningkatan Pemberantasan 
Penyakit Masyarakat 
(PEKAT) 

5 Sosialisasi Penanganan Masalah 
Penyakit Masyarakat Bagi 
Generasi Muda 

6 PerlindungannWNI/BHI di 
Luar Negeri 

  6   6   

7 Pemantapan Peran di ASEAN   7   7   
8 Penguatan Diplomasi 

Ekonomi dan Kerjasama 
Pembangunan 

Reformasi 
Birokrasi dan 

Tata Kelola 
Pemerintahan 

8 Peningkatan Kerjasama Antar 
Pemerintah Daerah 

8 Koordinasi dan Fasilitasi 
Kerjasama Daerah 

9 Penguatan Diplomasi Politik 
dan Keamanan 

9 Pemeliharaan Kantrantibmas 
dan Pencegahan Tindak 
Kriminal 

9 Peningkatan Kerjasama dengan 
Aparat Keamanan dalam Teknik 
Pencegahan Kejahatan 

10 Penguatan Diplomasi Maritim   10   10   
11 Intelijen dan Kontra Intelijen Reformasi 

Birokrasi dan 
Tata Kelola 

Pemerintahan 

11 Pemberdayaan Masyarakat 
Untuk Menjaga Ketertiban 
dan Keamanan 

11 Komunitas Intelgen Daerah 

12 Penguatan Lembaga 
Demokrasi, Kebebasan Sipil 
dan Hak - Hak Politik 

12 Pengembangan Wawasan 
Kebangsaan 

12 Forum Pembauran Kebangsaan 

2 Kepastian Hukum 1 Penegakan Hukum yang 
Berkualitas 

Reformasi 
Birokrasi dan 

Tata Kelola 
Pemerintahan 

1 Pemeliharaan Kantrantibmas 
dan Pencegahan Tindak 
Kriminal 

1 Pengawasan dan Pengamanan 
Peraturan Daerah 

2 Pencegahan dan 
Pemberantasan Korupsi yang 
Efektif 

2 Peningkatan Sistem 
Pengawasan Internal dan 
Pengendalian Pelaksanaan 
Kebijakan KDH 

2.1 Pelaksanaan Pengawasan 
Internal Secara Berkala 

2.2 Satuan Tugas Sapu Bersih 
Pungutan Liar 

3 Penghormatan, Perlindungan 
dan Pemenuhan Hak atas 
Keadilan 

3 Advokasi dan Bantuan 
Hukum 

3.1 Fasilitasi Advokasi dan Bantuan 
Hukum Mengintensifkan 
Penanganan Pengaduan 
Masyarakat 
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PRIORITAS 

NASIONAL 
NO PROGRAM NO KEGIATAN 

PRIORITAS 

DAERAH 
NO PROGRAM NO KEGIATAN 

3.2 Rencana Aksi Nasional Hak Asasi 
Manusia (RANHAM) 

3 Reformasi Birokrasi 1 Perluasan Implementasi E-
Government yang terintegrasi 

Reformasi 
Birokrasi dan 

Tata Kelola 
Pemerintahan 

1 Pengembangan Komunikasi, 
Informasi dan Media Massa 

1 Pengembangan dan 
Pendayagunaan Teknologi 
Informasi dan Komunikasi 

2 Penguatan Implementasi 
Standar Pelayanan Publik dan 
Kapasitas SDM Pelayanan 

2 Peningkatan dan 
Pengembangan Pelayanan 
Publik 

2 Asistensi dan Fasilitasi 
Pelayanan Administrasi Terpadu 
Kecamatan (PATEN) 

3 Peningkatan Kapasitas 
Sumber Daya Aparatur 

3.1 Pendidikan dan Pelatihan 
Formal 

3.2 Diklat Revolusi Metal 
3.3 Diklat Pelayanan Publik 

4 Ketatalaksanaan 4.1 Penyusunan Standar Operasional 
Prosedur (SOP) Administrasi 
Pemerintahan 

4.2 Evaluasi Standar Operasional 
Prosedur (SOP) Administrasi 
Pemerintahan 

3 Peningkatan Integritas 
Akuntabilitas Kinerja 
Birokrasi 

3.1 Peningkatan Sistem 
Pengawasan Internal dan 
Pengendalian Pelaksanaan 
Kebijakan KDH 

3.1.1 Evaluasi Laporan Akuntabilitas 
Instansi Pemerintah (LAKIP) 

3.1.2 Pelaksanaan Pengawasan 
Internal Secara Berkala 

3.2 Perencanaan Pembangunan 
Daerah 

3.2.1 Penyusunan Perjanjian  Kinerja 
Pemerintah Daerah 

3.2.2 Koordinasi Penyusunan Laporan 
Kinerja Pemerintah Daerah 

4 Penguatan Tata Kelola dan 
Manajemen SDM Aparatur 

4.1 Penataan Sistem Manajemen 
SDM Aparatur 

4.1.1 Updating dan Validasi Data 
Sistem Aplikasi Pelayanan 
Kepegawaian Berbasis Web 

  4.1.2 Seleksi Penerimaan  Calon 
Pegawai Pemerintah dengan 
Perjanjian Kerja (PPPK) 

  4.1.3 Pengembangan Aplikasi SIMPEG 
  4.1.4 Pengembangan Aplikasi SINASIP 

Pegawai 
  4.1.5 Pengembangan Aplikasi SI EMAK 

Pegawai 
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PRIORITAS 

NASIONAL 
NO PROGRAM NO KEGIATAN 

PRIORITAS 

DAERAH 
NO PROGRAM NO KEGIATAN 

  4.1.6 Seleksi Pengisian Jabatan 
Pimpinan Tinggi Pratama 
Kabupaten Bangka 

4.2 Penataan Kelembagaan 4.2.1 Analisis dan Evaluasi Perangkat 
Daerah 
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Tabel 4.17 

Korelasi Prioritas Pembangunan Daerah dalam Merespon Program SDG’s 

 

No. Tujuan Pembangunan SGDs  Prioritas Kabupaten Bangka  2014 – 

2018 

(1) (2) (3) 

1 Mengakhiri kemiskinan dalam 
segala bentuknya di mana-
mana. 

• Pertanian  
• Perekonomian 
• Penanggulangan kemiskinan  

 
2 Mengakhiri kelaparan, 

mencapai ketahanan pangan 
dan peningkatan gizi, dan 
mempromosikan pertanian 
berkelanjutan. 

• Pertanian  
• Perekonomian 
• Penanggulangan kemiskinan  

  

3 Memastikan  hidup sehat dan 
mempromosikan 
kesejahteraan bagi semua 
pada segala usia 

• Kesehatan  

4 Menjamin kualitas pendidikan 
inklusif dan adil dan 
mempromosikan kesempatan 
belajar seumur hidup untuk 
semua 

• Pendidikan  

5 Mencapai kesetaraan gender 
dan memberdayakan semua 
perempuan dan anak 
perempuan. 

• Reformasi Birokrasi dan Tata 
Pemerintahan 

• Pendidikan  
• Kesehatan 
• Penanggulangan Kemiskinan  

6 Memastikan ketersediaan dan 
pengelolaan yang 
berkelanjutan air dan sanitasi 
untuk semua. 

• Kesehatan  
• Infrastruktur 
• Lingkungan Hidup 
• Penataan Ruang 

7 Menjamin akses ke energi 
yang terjangkau, dapat 
diandalkan, berkelanjutan, 
dan modern untuk semua. 

• Lingkungan hidup  
• Infrastruktur  
• Penataan Ruang 

 
8 Mempromosikan 

pertumbuhan yang 
berkelanjutan, inklusif dan 
berkelanjutan ekonomi, 
kesempatan kerja penuh dan 
produktif dan pekerjaan yang 
layak untuk semua 

••  Perekonomian  

••  Infrastruktur  

••  Penanggulangan kemiskinan  

••  Pertanian  

  

9 Membangun infrastruktur 
tangguh, mempromosikan 
industrialisasi inklusif dan 
berkelanjutan dan mendorong 
inovasi 

• Infrastruktur 
• Perekonomian 
• Penataan Ruang 
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No. Tujuan Pembangunan SGDs  Prioritas Kabupaten Bangka  2014 – 

2018 

(1) (2) (3) 

10 Mengurangi ketimpangan 
dalam dan di antara negara-
negara 

• Pendidikan 
• Penanggulangan Kemiskinan 
• Kesehatan 
• Infrastruktur 
• Perekonomian 

11 Membuat kota-kota dan 
pemukiman manusia inklusif, 
aman, tangguh dan 
berkelanjutan 

• Penanggulangan Kemiskinan 
• Infrasruktur 
• Penataan Ruang 

12 Pastikan pola konsumsi dan 
produksi berkelanjutan 

• Pertanian 
• Perekonomian 

13 Mengambil tindakan segera 
untuk memerangi perubahan 
iklim dan dampaknya 

• Lingkungan Hidup 
• Penataan Ruang 

14 Melestarikan dan 
berkelanjutan menggunakan 
samudera, laut dan sumber 
daya kelautan untuk 
pembangunan berkelanjutan 

• Lingkungan Hidup 
• Penataan Ruang 

15 Melindungi, memulihkan dan 
meningkatkan pemanfaatan 
berkelanjutan ekosistem 
darat, berkelanjutan 
mengelola hutan, memerangi 
desertifikasi, dan 
menghentikan dan 
membalikkan degradasi lahan 
dan menghentikan hilangnya 
keanekaragaman hayati 

• Lingkungan Hidup 
• Penataan Ruang 

16 Mempromosikan masyarakat 
yang damai dan inklusif untuk 
pembangunan berkelanjutan, 
menyediakan akses terhadap 
keadilan bagi semua dan 
membangun institusi yang 
efektif, akuntabel dan inklusif 
di semua tingkatan 

• Pendidikan  
• Kesehatan 
• Kebudayaan dan Pariwisata 

17 Memperkuat sarana 
pelaksanaan dan 
merevitalisasi kemitraan 
global untuk pembangunan 
berkelanjutan 

• Reformasi Birokrasi dan Tata 
Pemerintahan 

• Pendidikan  
• Kesehatan 
• Infrastruktur 
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Tabel 4.18 

Korelasi Prioritas Kabupaten Bangka  

dalam Mendukung Pelaksanaan SPM 

No. 
Standar Pelayanan 

Minimum  

 

Prioritas Kabupaten Bangka  2014-2018 

 

(1) (2) (3) 

1 Bidang Kesehatan  • Kesehatan  
• Penanggulangan kemiskinan  

2 Bidang Sosial*) • Penanggulangan kemiskinan  

3 Bidang Lingkungan Hidup*) • Llingkungan hidup 

4 Bidang Pemdagri (revisi) • Reformasi Birokrasi dan Tata Pemerintahan 
 

5 Bidang Perumahan Rakyat*) • Infrastruktur 
 

6 Bidang PP & PA*) • Penanggulangan kemiskinan  
• Pendidikan 
• Kesehatan 

7 Bidang Keluarga Berencana & 
Keluarga Sejahtera 
 

• Penanggulangan kemiskinan 
• Pendidikan 
• Kesehatan 

8 Bidang Pendidikan Dasar • Pendidikan 
 

9 Bidang Pekerjaan Umum & 
Penataan Ruang 

• Infrastruktur  
• Penataan ruang  

 
10 Ketenagakerjaan*)  • Penanggulangan kemiskinan  

 
11 Kominfo • Reformasi Birokrasi dan Tata Pemerintahan  

• Infrastruktur 
 

12 Ketahanan Pangan*) • Pertanian 
• Perekonomian 
• Penataan Ruang  
• Infrastruktur  
• Lingkungan Hidup 

 
13 Kesenian*) • Penanggulangan kemiskinan  

• Kebudayaan dan Pariwisata 
 

14 Perhubungan*) • Infrastruktur 
• Reformasi Birokrasi dan Tata Pemerintahan 
• Penataan Ruang 

 
15 Penanaman Modal*) • Reformasi Birokrasi dan Tata Pemerintahan  

• Perekonomian 
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No. 
Standar Pelayanan 

Minimum  

 

Prioritas Kabupaten Bangka  2014-2018 

 

(1) (2) (3) 

• Pantaan Ruang 
 

Keterangan : *) diterapkan di tingkat kabupaten 
 

Untuk melihat keterkaitan sasaran pembangunan daerah tahun 2018, dapat 

dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.19 

Matrik Iindikator Sasaran 

 

SASARAN INDIKATOR SASARAN 
TARGET TAHUN 

2018 

Sasaran 1.1.1 : 

Meningkatnya Kontribusi Sektor 
Pertanian terhadap 
Perekonomian Daerah 

Laju Pertumbuhan Sektor 
Pertanian, Kehutanan dan 
Perikanan (%) 

7,87 

PDRB Sub Sektor Pertanian, 
Peternakan, Perburuan dan 
Jasa Pertanian (Jutaan Rp) 

Rp. 2.541.500 

PDRB Sub Sektor Perikanan 
(Jutaan Rp) 

Rp. 770.903 

Sasaran 2.1.1 : 
Meningkatnya Akuntabilitas 
Kinerja Birokrasi 

Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten 
(Kategori) 

BB 

Hasil EKPPD terhadap LPPD 
(Kategori) 

ST 

Sasaran 2.1.2 : 

Meningkatnya Pengelolaan 
Keuangan Daerah yang Akuntabel 

Opini Hasil Pemeriksaan atas 
LKPD Tahun Sebelumnya 
(Opini) 

WTP 

Sasaran 2.2.1 : 

Meningkatnya Kualitas Pelayanan 
Publik kepada Semua Lapisan 
Masyarakat 

Indeks Kepuasan Masyarakat  67,20 

Sasaran 3.1.1 : 

Meningkatnya  Pendapatan 
Masyarakat 

Peningkatan PDRB per Kapita 
(%) 

5,81 

Pengeluaran Konsumsi Non 
Pangan per Kapita (%) 

54,05 

Sasaran 3.1.2 : 

Stabilitas Harga 
Tingkat Inflasi Bahan Pangan 
(%) 

5,16 

Sasaran 3.1.3 : 

Menurunnya Angka Kemiskinan 
Angka Kemiskinan (%) 4,84 

Sasaran 3.1.4 : 

Meningkatnya Usaha Pariwisata 
yang Berbasis Kearifan Lokal 

Peningkatan Kunjungan 
Wisatawan (%) 

5,50 

Sasaran 3.2.1 : 

Meningkatnya Akses Masyarakat 
Angka Harapan Lama Sekolah 
(Tahun) 

12,41 
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SASARAN INDIKATOR SASARAN 
TARGET TAHUN 

2018 

terhadap Pendidikan yang Lebih 
Berkualitas 

Angka Rata-Rata Lama 
Sekolah (Tahun) 

8,00 

Sasaran 3.3.1 : 
Meningkatnya Akses Masyarakat 
terhadap Layanan Kesehatan 
yang Lebih Berkualitas 

Angka Harapan Hidup (Tahun) 70,56 

Persentase Balita Gizi Buruk 
(%) 

1,30 

Angka Kematian Bayi per 
1.000 KH 

4,20 

Angka Kematian Ibu 
Melahirkan per 1.000 KH 

0,82 

Sasaran 3.4.1 : 
Meningkatnya Proporsi Panjang 
Jaringan Jalan, Jembatan dan 
Drainase dan Irigasi dalam 
Kondisi Baik 

Proporsi Panjang Jaringan 
Jalan dalam Kondisi Baik (%) 

77,75 

Rasio Jaringan Irigasi dalam 
Kondisi Baik 

100,00 

Persentase Panjang Jembatan 
Baik di Kabupaten Bangka (%)  

92,26 

Drainase dalam Kondisi 
Baik/Pembuangan Aliran Air 
tidak tersumbat 

82,00 

Sasaran 3.4.2 : 
Meningkatnya Akses Air Minum 
yang Aman serta Sanitasi yang 
Layak  

Persentase RT yang 
Menggunakan Air Bersih (%) 

98,85 

Persentase Rumah Tinggal 
Bersanitasi (%) 

98,20 

Sasaran 4.1.1 : 

Meningkatnya Upaya Kelestarian 
dan Kualitas Lingkungan Hidup 

Penilaian Adipura (Skor) 75,50 
Indeks Kinerja Pengelolaan 
Lingkungan Hidup Daerah 

65,01 

Sasaran 4.1.2 

Meningkatnya Pemanfaatan 
Penataan Ruang 

Ketaatan terhadap RTRW (%) 100,00 
Rasio Ruang Terbuka Hijau 
per Satuan Luas Wilayah (%) 

32,38 

 

4.4. Prioritas Pembangunan Kewilayahan 

4.4.1. Kebijakan Umum Pembangunan Perekonomian Daerah  

Kebijakan ekonomi daerah merupakan langkah-langkah ekonomi yang diambil 

pemerintah daerah yang bersifat kongkret, terarah, terencana dan tepat sasaran serta 

memberikan dampak yang cukup signifikan dalam  perekonomian daerah Kabupaten 

Bangka. Pada tahun 2018 diharapkan kebijakan tersebut dapat mencapai sasaran 

prioritas seperti memperluas kesempatan kerja seluas-luasnya diberbagai sektor 

ekonomi, memberantas kemiskinan, meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur 

pembangunan, pemerataan pembangunan serta terciptanya kondisi perekonomian 

yang kondusif.  

 Dengan adanya keterbatasan pemerintah daerah maka diharapkan peran 

swasta serta masyarakat untuk ikut mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah 
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dengan membuka berbagai lapangan usaha baru terutama yang berkaitan dengan 

sektor ekonomi sekunder dan tersier yang kontribusinya tidak begitu signifikan bagi 

pemerintah daerah. Disamping itu juga perlu dilakukan berbagai analisa mengenai 

berbagai potensi daerah yang belum begitu dioptimalkan terutama yang terdapat 

dipedesaan serta memprioritaskan kebijakan pembangunan yang memberikan dampak 

langsung kepada masyarakat seperti program padat karya, pemberian bantuan dana 

untuk usaha kecil menengah. 

Berikut ini merupakan berbagai kebijakan umum perekonomian antara lain : 

1. Mendorong laju produksi sektor unggulan daerah terutama perkebunan, 

pertanian, kelautan, perikanan, industri dan pariwisata. Pemilihan potensi 

sektor unggulan sebagai basis pengembangan wilayah merupakan bagian 

terpenting dalam upaya meningkatkan daya saing daerah. Penguatan lembaga 

keuangan mikro dan koperasi akan terus dilakukan termasuk pengembangan 

industri yang disertai penguatan kapasitas produksi dan pemasaran. Peningkatan 

kesejahteraan masyarakat melalui partisipasi dan swadaya masyarakat dalam 

pembangunan. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia terutama UMKM 

melalui pemberian keterampilan, pelatihan dan pendampingan secara 

berkelanjutan, bantuan pinjaman modal usaha, pengembangan wirausaha baru 

dan pemberian subsidi dan sarana dan prasarana produksi target-target usaha 

kecil dalam mendorong penguatan daya saing produk termasuk fasilitasi promosi 

produk-produk industri dan promosi pariwisata serta menjalin kemitraan dengan 

pelaku usaha pariwisata.       

2. Pembentukan Kantor Perwakilan Pemasaran di Negara Tujuan Ekspor untuk 

komoditas unggulan seperti lada, karet, Crude Palm oil (CPO) dan timah 

diharapkan mampu meningkatkan nilai ekspor komoditas unggulan sekaligus 

dalam rangka penguatan penguasaan pangsa pasar internasional, Kehadiran 

kantor perwakilan pemasaran akan menjembatini produsen dan konsumen secara 

lebih dekat, memangkas spekulan, mendorong sektor unggulan bergerak lebih 

cepat, meningkatkan posisi tawar, mempermudah akses informasi dan 

meningkatkan realisasi investasi sektor unggulan yang akan berdampak pada 

perbaikan kinerja perekonomian daerah.  

3. Pemanfaatan Resi Gudang bagi Petani. Kemampuan pemerintah dalam 

menyediakan fasilitas dan akses pembiayaan yang efektif dan cepat bagi pelaku 

produksi sangat diperlukan dalam menentukan keberhasilan pembangunan sektor 
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komoditas pertanian dan perkebunan. Sistem pemberdayaan ini diharapkan 

mampu mengatasi berbagai permasalahan klasik yang dihadapi oleh petani 

sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani sebagai pelaku ekonomi yang 

memiliki kontribusi sentral dan langsung bagi perkembangan perekonomian 

daerah. Kemampuan daya tawar petani yang tinggi terhadap hasil pertaniannya 

dan kemudahan akses permodalan akan mendorong transformasi petani menjadi 

petani mandiri.   

4. Revitalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD memiliki peran strategis 

dalam meningkatan perekonomian daerah. Banyaknya kegiatan perekonomian 

yang dapat dilakukan baik yang dapat memberikan pemasukan keuangan bagi 

daerah maupun memberikan manfaat kepada masyarakat. Disamping itu, 

perkembangan perekonomian global yang sarat dengan kompetensi menutut 

setiap BUMD untuk dapat mengelola bidang usahanya secara produktif, efisien, 

kompetitif dan berkelanjutan (sustainable competitive advantage). Sehubungan 

dengan peningkatan daya saing tersebut, PD. Agro Lestari Mandiri, PD Bangka 

Bahari Mandiri dan PDAM Tirta Bangka harus memiliki corporate plan yang jelas 

baik  dengan kemampuan SDM yang memiliki komitmen untuk mengembangkan 

perusahaan yang pada akhirnya dapat menyediakan lapangan pekerjaan, 

menyediakan jasa dan penyediaan kebutuhan tertentu dengan harga yang lebih 

murah dibandingkan di pasaran.     

5. Mempercepat groundbreaking zona rencana Kawasan Ekonomi Khusus 

(KEK) pariwisata Bangka. Tahapan awal pembangunan di zona rencana KEK 

menjadi bukti nyata komitmen daerah untuk mengembangkan potensi sektor 

pariwisata daerah yang mendunia. Keberadaan destinasi pariwisata bertaraf 

internasional yang bernuansa sport tourism dan culture tourism yang terintegrasi 

dalam KEK menjadi salah satu solusi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan 

ekonomi daerah.  

6. Mendorong investasi agro industri dan industri hilir pertanian yang akan 

berdampak siginifikan terhadap aktivitas perekonomian daerah. Komoditi 

investasi yang didorong untuk meningkatkan pertumubuhan ekonomi adalah 

investasi industri biogas, tapioka, karet dan CPO. Dalam kurun waktu 3 (tiga) 

tahun terakhir, investasi industri di sektor unggulan semakin meningkat, salah 

satunya akan dioperasikannya pabrik tapioka Puding Besar pada tahun 2018 nanti, 

Pertumbuhan investasi inilah yang memiliki keterkaitan backward linkage dan 
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forward linkage yang mampu memperbaiki kondisi perekonomian saat ini. 

Peningkatan investasi pada sektor unggulan akan menciptakan jenis usaha-usaha 

baru yang mampu memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, 

meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya akan menekan angka 

kemiskinan dan tingkat pengangguran.  

7. Merubah struktur pasar oligopoli pada komoditi pertanian. Munculnya 

fenomena pasar oligopoli pada komoditi pertanian terutama komiditas unggulan 

daerah (lada, karet, sawit, dan perikanan) menyebabkan terjadinya kegagalan 

pasar (market failure) yang berdampak terhadap disparitas penguasaan sumber 

daya yang dapat menyebabkan pengaturan harga. Price taker seharusnya 

ditentukan berdasarkan mekanisme pasar (supply dan demand) bukan 

berdasarkan kesepakatan harga di tingkat penjual. Regulasi terkait perijinan usaha 

dan kemudahan investasi melalui PTSP akan mendorong partisipasi perusahan 

baru dan ikut dalam persaingan usaha yang berdampak pada perubahan struktur 

pasar menjadi lebih kompetetif (clearing market).    

8. Memperpendek rantai pemasaran pada komoditi pertanian. Membangun 

kelembagaan ekonomi yang solid yang dibentuk, dikelola dan dimiliki oleh petani 

melalui koperasi, BUMDes, Gapoktan dan lembaga keuangan mikro disertai dengan 

pengembangan usaha kemitraan guna memperlancar distribusi berbagai produk 

yang dihasilkan dalam rangka memperkuat posisi tawar sehingga rantai 

pemasaran nilai usaha sektor pertanian menjadi lebih maksimal yang akan 

berdampak pada peningkatan kesejahteraan  petani yang selama ini tingkat 

keuntungan kegiatan usaha tani lebih banyak dinikmati oleh pedagang dan pelaku 

usaha pertanian lainya.   

9. Menghilangkan fenomena principal agent pada produk pertanian. Fenomena 

makelar, kartel dan pemilik modal menjadi penggerus utama tingkat pendapatan 

petani. Keterbatasan modal menyebabkan petani dan nelayan terpaksa melakukan 

pinjaman kepada kartel, makelar dan pemilik modal dengan perjanjian tertentu 

yang sangat merugikan petani dan nelayan. Harga penjualan produk pertanian 

dibawah harga normal kepada kreditur merupakan salah satu bentuk dampak 

perjanjian tertentu tersebut yang masih terjadi hingga sekarang. Pemberian sarana 

dan prasarana produksi, pemberian subsidi BBM pada nelayan dan pemberikan 

kredit usaha, pengutan kelembagaan petani dan pengembangan kemitraan usaha 
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secara linear akan mengurangi tingkat ketergantungan petani dan nelayan pada 

pihak-pihak tersebut sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.      

10. Proteksi input dan ouput produksi. Proses transformasi input produksi menjadi 

output produksi menjadi prasyarat penting dalam peningkatan kapasitas produksi 

dalam rangka menjaga momentum perekonomian daerah. Disisi input, bentuk 

proteksi dilakukan melalui kestabilan harga bahan baku  komoditas ungulan 

daerah (lada, karet, sawit, perikanan dan bijih timah), menjamin ketersediaan dan 

distribusi bahan baku dalam rangka memperlancar proses produksi. Di sisi output, 

proteksi dilakukan melalui peningkatan nilai tambah produk (value added), 

penentuan harga ditentukan berdasarkan mekanisme pasar, memperkuat regulasi 

perizinan, investasi dan kemudahan berusaha, memperluas akses pemasaran 

produk melalui penguatan koperasi dan UMKM, promosi produk unggulan daerah 

dan kemitraan dengan pelaku ekonomi lainnya. 

11. Stimulus fiskal untuk sektor pertanian dan UMKM. Pengembangan kapasitas 

industri dan produksi sektor pertanian dan UMKM melalui penjaminan mikro 

kredit melalui JAMKRIDA, skema mikro kredit tanpa bunga dan tanpa anggunan 

melalui BPRS Babel, subsidi pupuk untuk petani dan BBM untuk nelayan melalui 

APBD dan bantuan yang tidak dalam bentuk fiskal antara lain bantuan bibit 

tanaman, ikan dan bantuan sarana produksi untuk petani, nelayan dan 

pembudidaya ikan. 

12. Mendorong peran pemerintah desa dalam perekonomian. Meningkatkan 

peran masyarakat dalam pembangunan melalui Alokasi Anggaran Desa (ADD) 

melalui APBD yang besarannya terus meningkat dalam kurun waktu lima tahun 

terakhir. Peningkatan ADD ini digunakan untuk mengintervensi dan mendorong 

perekonomian desa. ADD diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat desa dan menanggulangi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan 

dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi 

lokal dan pemanfaatan sumber daya dan lingkungan. 

13. Desentralisasi kewenangan perijinan tertentu kepada kecamatan. Otorisasi  

tersebut melalui pelimpahan kewenangan perijinan skala kecil ke kecamatan 

dalam bentuk Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam rangka 

meningkatkan kualitas dan dan mempermudah akses pelayanan kepada 

masyarakat sekaligus menciptakan citra positip dan legitimasi pemerintah daerah 

di mata masyarakat. 
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14. Penguatan lembaga pelayanan perijinan dan pelayanan modal. Menata 

kelembagaan pemerintah daerah bidang pelayanan perijinan dan pelayanan modal 

dari kantor menjadi badan termasuk pendelegasian seluruh urusan perijinan 

dilimpahkan ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan bentuk 

komitmen pemerintah daerah dalam rangka mendukung terciptanya 

penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas melalui pengembangan sistem 

informasi dalam mendukung pelayanan publik yang lebih baik, melakukan 

perbaikan tata kelola penyelenggaraan pelayanan publik dan melakukan 

penyederhanaan aturan (simplifikasi regulasi) yang menghambat akselerasi 

pembangunan terkait pelayanan perijinan dan pelayanan modal.     

15. Menjaga inflasi daerah. Stabilitas harga dilakukan melalui kebijakan fiskal 

daerah untuk mengurangi sisi permintaan agregat (AD) dan penawaran agregat 

(AS) melalui kebijakan menaikkan tarif pajak daerah terhadap sektor usaha diluar 

kelompok bahan makanan atau dengan mengenakan pajak daerah baru dalam 

koridor UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 

melakukan efisiensi pengeluaran belanja pemerintah terutama terhadap program 

dan kegiatan yang tidak memiliki keunggulan kompetitif dan keuanggulan 

komperatif serta memberikan stimulus bantuan pinjaman modal usaha pada 

UMKM yang bergerak sektor unggulan daerah (pertanian, perkebunan, kelauatan, 

perikanan, industri dan pariwisata).   

16. Meningkatkan koordinasi kebijakan perekonomian antar daerah. Menimbang 

krusialnya peran pemerintah daerah, diperlukan suatu wadah yang mensinergikan 

arah kebijakan ekonomi antar daerah dalam rangka mendorong pengembangan 

perekonomian daerah sekaligus membahas berbagai isu strategis terkait dengan 

perekonomian daerah sekaligus menghasilkan arah kebijakan yang bersifar 

strategis bagi kepentingan daerah. Diharapkan, koordinasi ini mampu mendorong 

wadah ini juga mampu mendorong upaya perbaikan iklim usaha dan investasi 

daerah, peningkatan ekspor, dan percepatan program hilirnisasi industri. 

4.4.1.1.  Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi (Pro Growth) 

Dalam rangka mendukung tema RKPD Kabupaten Bangka tahun 2018 untuk 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, program-program 

perekonomian perlu dipertajam dan diperluas baik target maupun sasarannya. Untuk 

itu arah kebijakan perekonomian daerah antara lain : 
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a. Perbaikan Struktur APBD 2018 melalui penciptaan ruang fiskal yang lebih besar 

dalam rangka mengalokasikan anggaran yang cukup untuk mendorong 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dengan  prinsip utama mengelola sumber 

pendapatan yang berkelanjutan dan quality of spending, dimana belanja langsung 

lebih besar dari belanja tidak langsung dengan mengutamakan  belanja produktif  

dan investatif. 

b. Memperkuat Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, 

Koperasi dan UMKM dengan memberikan seluruh kewenangan perizinan dengan 

lebih cepat, mudah, transparan dan terintegrasi. 

c. Mengembangkan infrastruktur melalui pembangunan jalan dan jembatan di 

seluruh kecamatan yang akses perekonomiannya tinggi serta mengembangan 

jaringan irigasi di Puding Besar, Mendo Barat dan Riau Silip. 

d. Peningkatan produksi tanaman pangan melalui pencetakan sawah baru dan irigasi 

serta penggunaan varietas unggul padi sawah dan  padi ladang di hampir seluruh 

kecamatan.  

e. Diversifikasi pengembangan komoditi pertanian melalui pengembangan komoditi 

ubi kasesa, kepiting bakau, rumput laut dan udang galah. 

f. Kerjasama perdagangan dengan Lembaga Pemasaran dan Perdagangan 

Pemerintah Turki. 

g. Kerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk 

pengadaan  bibit lada  unggul melalui kultur jaringan ex vitro. 

h. Pemanfaatan lahan kritis melalui penanaman tanaman bambu varietas eksport dan 

atau tanaman lainnya yang bernilai ekonomis tinggi dalam upaya mengurangi luas 

lahan kritis di Kabupaten Bangka.  

i. Pengembangan kawasan industri baru di Sungailiat dan Puding Besar dan Riau 

Silip dengan pembangunan Pabrik Tapioka berskala besar. 

j. Peningkatan Alokasi Dana Desa dan APBDes. 

k. Pendampingan Sarjana Membangun Desa dalam Pengelolaan Pembangunan Desa. 

l. Mengembangkan pangan lokal (beras aruk) dan mengurangi ketergantungan 

kebutuhan bahan pokok. 

m. Pengembangan Kluster Bisnis  dan Kawasan Kuliner untuk memacu bangkitnya 

perekonomian masyarakat. 

n. Pembangunan pasar desa untuk membentuk simpul-simpul ekonomi di desa dalam 

upaya mengembangkan jaringan pemasaran produk-produk pertanian desa.  



Pemerintah Kabupaten Bangka 

RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2018                                         IV - 113 

  

4.4.1.2.  Kebijakan Pembangunan Perekonomian Pro Poor 

Dalam rangka mendukung tema RKPD Kabupaten Bangka tahun 2018 untuk 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, program-program 

penanggulangan kemiskinan perlu dipertajam dan diperluas baik target maupun 

sasarannya. Untuk itu strategi penanggulan kemiskinan antara lain : 

a. Kebijakan, program dan kegiatan APBD 2018 yang pro kemiskinan dengan alokasi 

terbesar untuk Kecamatan Mendo Barat dan Puding Besar sebagai kecamatan 

dengan angka kemiskinan tertinggi 

b. Pengembangan skema mikro kredit tanpa agunan dan tanpa bunga kepada UMKM 

melalui penyertaan modal BPR Syariah Bangka Belitung dan  JAMKRIDA. 

c. Peningkatan akses terhadap perumahan dan pemukiman bagi masyarakat 

berpenghasilan rendah (MBR). 

d. Perluasan kesempatan kerja. Strategi yang dilakukan untuk menciptakan kondisi 

dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat 

miskin baik laki-laki maupun perempuan dapat memperoleh kesempatan seluas-

luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara 

berkelanjutan, melalui pendirian pabrik tepung tapioka, perkebunan rakyat sistem 

kemitraan dan pembagian bibit komoditi unggul karet, lada, dan sawit. 

e. Mengembangkan dan membangun sistem dan aplikasi “Kesejahteraan Masyarakat 

Bangka dengan Sistem dan Aplikasi” atau dikenal “KEMBANG DESA” sebagai 

implementasi kebijakan untuk menuntaskan problematika kemiskinan. 

f. Pemberdayaan kelembagaan masyarakat. Strategi yang dilakukan untuk 

memperkuat kelembagaan BPD dan LPM beserta perangkatnya di desa-desa dalam 

pengelolaan dana desa untuk prioritas pembangunan dan pemberdayaan ekonomi 

masyarakat desa (BUM Desa). 

g. Pemberian subsidi APBD kepada masyarakat berpenghasilan rendah melalui 

subsidi pupuk dan BBM kepada petani dan nelayan, pembebasan biaya sekolah bagi 

anak-anak kurang mampu dan peningkatan subsidi harga sembako melalui pasar 

murah pada hari-hari besar 

h. Pembangunan jamban untuk seluruh rumah tangga miskin yang belum memiliki 

jamban guna mencegah insiden penyakit berbasis lingkungan 

i. Peningkatan kapasitas. Strategi yang dilakukan untuk mengembangkan 

kemampuan dasar dan kemampuan berusaha masyarakat miskin baik laki-laki 

maupun perempuan agar dapat memanfaatkan perkembangan lingkungan. 
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j. Perlindungan sosial. Strategi yang dilakukan untuk memberikan perlindungan dan 

rasa aman bagi kelompok rentan (perempuan kepala rumah tangga, fakir miskin, 

orang jompo, anak terlantar, kemampuan berbeda/ penyandang cacat) dan 

masyarakat miskin baru baik laki-laki maupun perempuan yang disebabkan antara 

lain oleh bencana alam, dampak negatif krisis ekonomi, dan konflik sosial, melalui 

bantuan sosial baik dana maupun barang. 

4.4.1.3.  Kebijakan Pembangunan Perekonomian Pro Job 

Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bangka pada tahun  

2012 mencapai 2,77 persen, meningkat pada tahun 2013 menjadi 4,26 persen 

kemudian meningkat signifikan pada tahun 2014 yaitu mencapai 8,36 dan kembali 

meningkat pada tahun 2015 yaitu 8,87. Pada kondisi ini tingkat partisipasi angkatan 

kerja tahun 2015 adalah 63,88% dan 8,87% diantaranya adalah pengangguran terbuka. 

Pada tahun 2017, tingkat pengganguran terbuka ditargetkan menurun 4,07%  .  

Untuk mengurangi tingkat pengangguran tersebut, strategi pembangunan yang 

ditempuh antara lain : 

a. Meningkatkan jiwa enterpreneur masyarakat terutama lebih diprioritaskan pada 

tenaga kerja usia produktif, lebih kepada pengembangan sektor ekonomi mikro;  

b. Meningkatkan riset dan inovasi yang diprioritaskan kepada Usaha Kecil dan 

Menengah (ekonomi kreatif) untuk mendapatkan Bintek workshop ekonomi mikro, 

sehingga meningkatkan proses produksi menjadi lebih baik. Mendorong 

masyarakat menengah kebawah untuk lebih berkontribusi terhadap  

perekonomian (agent of economy), karena kondisi saat ini perekonomian justru 

didominasi oleh masyarakat menengah dan menengah keatas, berbanding terbalik 

dengan kondisi real yang ada, dimana jumlah golongan masyarakat bawah lebih 

banyak dibandingkan jumlah kedua golongan ekonomi tersebut;  

c. Meningkatkan tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja melalui berbagai 

program pemberdayaan masyarakat perkotaan dan desa melalui kerjasama dengan 

BLK baik sekala Regional maupun Nasional.  

d. Meningkatkan alokasi anggaran untuk swakelola kegiatan pembangunan 

infrastruktur  dari APBD dan APBDes Kabupaten Bangka  untuk memperluas peran 

masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. 
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e. Mendorong investasi Agroindustri terutama tapioka untuk menjadi pemicu 

(trigger) aktivitas perekonomian daerah. Derasnya arus investasi akan mampu 

memperluas kesempatan kerja dan mengurangi tingkat penggangguran. 

Arah kebijakan penanggulangan pengangguran daerah antara lain : 

a. Pengembangan pasar tenaga kerja yang dapat mempengaruhi terbentuknya sistem 

dan mekanisme hubungan industrial yang kondusif untuk menjaga ketenangan 

bekerja dan berusaha; 

b. Penerapan kebijakan pengupahan dan penerimaan-pemberhentian pekerja (hiring-

firing) kearah suatu sistem yang dapat menerima fleksibilitas dalam rangka 

memperbaiki efisiensi pasar tenaga kerja; 

c. Penyempurnaan pelaksanaan uji kompetensi dan memperbaiki peraturan yang 

dapat mempermudah penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja. 

1.4.1.4. Kebijakan Pembangunan berkelanjutan dan Lingkungan Hidup (Pro 

Sustainable/ Environment) 

Dalam rangka mendukung tema RKPD Kabupaten Bangka tahun 2018 untuk 

mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan perbaikan lingkungan hidup untuk 

mensejahterakan masyarakat yang berkeadilan, program-program perlu dipertajam 

dan diperluas baik target maupun sasarannya. Untuk itu arah kebijakan pembangunan 

yang berkelanjutan dan lingkungan hidup antara lain : 

a. Pengaturan regulasi menempatkan suatu kegiatan dan proyek pembangunan pada 

lokasi secara benar menurut kaidah ekologi, melalui kajian tata ruang yang telah 

direkomendasikan Pemerintah Daerah. 

b. Penerbitan Perarutaran Daerah, Peraturan Bupati, dan AMDAL dari Badan 

Lingkungan Hidup perlu kajian dan analisis, sehingga pembuangan limbah industri 

maupun rumah tangga tidak boleh melebihi kapasitas asimilasi pencemaran.  

c. Program konservasi lingkungan dari Badan Lingkungan Hidup yang 

mengedepankan pembangunan berkelanjutan untuk masa yang akan datang yang 

melibatkan masyarakat dan sekolah Adiwiyata. 

d. Program taman kota yang membuat asri dan mengurangi pencemaran udara. 

e. Penegakan hukum bagi perusak lingkungan, berkoordinasi dengan pihak terkait. 

f. Program pengembangan Hutan Desa sebagai upaya peningkatan Ruang Terbuka 

Hijau Kabupaten. 
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g. Program penanganan perumahan dan permukiman kumuh dalam rangka 

meningkatkan kualitas permukiman kumuh dan mencegah timbulnya permukiman 

kumuh baru melalui peningkatan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan 

dasar di permukiman kumuh perkotaan. 

h. Meningkatkan pengelolaan persampahan untuk meningkatkan kesehatan 

masyarakat dan kualitas lingkungan hidup serta menjadikan sampah sebagai 

sumber daya.  

i. Pengembangan Rimbe Mambang Dalil untuk konservasi, penelitian, pendidikan, 

wisata dan jasa lingkungan dengan jenis tumbuhan lokal tempayang. 

j. Mendorong Corporate Sosial Responsibility (CSR) untuk pengembangan mangrove 

dalam rangka memperbaiki kualitas lingkungan di daerah pesisir. 

k. Meningkatkan upaya untuk menyediakan akses air mimun layak dan sanitasi dasar 

kepada seluruh masyarakat untuk mencapai akses universal 2019.  

l. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Bangka melalui penyusun 

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten 

Bangka dan penyusunan masterplan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Bangka. 

 4.4.2. Sasaran Pembangunan Wilayah 

Sasaran pembangunan kecamatan menyediakan gambaran ekonomi seluruh 

kecamatan yang sangat berguna  untuk pengambilan keputusan pada tahun 2018, serta 

pembiayaan pembangunan yang diperlukan. Gambaran ekonomi tersebut dicapai 

melalui berbagai prioritas pembangunan serta langkah kebijakan yang ditempuh untuk 

menghadapi tantangan pembangunan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan 

tahun 2018. Secara detail, sasaran pembangunan perekonomian tersebut diindikasikan 

oleh; (1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); (2) Pendapatan Per Kapita; (3) 

Tingkat Kemiskinan; (4) Tingkat Pengangguran; (5) Pertumbuhan Ekonomi; dan (6) 

Tingkat Inflasi, tersaji pada tabel berikut : 

Tabel 4.20 
Sasaran Pembangunan Perekonomian  

Kabupaten Bangka Tahun 2018 
 

Kecamatan 

Sasaran Pembangunan 2018 

PDRB 

(juta Rp) 

PDRB 

Per Kapita 

(ribu Rp) 

Tingkat 

Kemiskinan 

(%) 

Tingkat 

Pengangguran 

(%) 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

(%) 

Sungailiat    4,524,758  45.667 4,67 3,32 5,69 
Belinyu  1.215.225  36.956 5,63 4,04 4,97 
Mendo Barat    1,544,431  39.819 5,42 3,27 6,16 
Merawang    1,393,421  49.286 3,56 4,24 5,69 
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Kecamatan 

Sasaran Pembangunan 2018 

PDRB 

(juta Rp) 

PDRB 

Per Kapita 

(ribu Rp) 

Tingkat 

Kemiskinan 

(%) 

Tingkat 

Pengangguran 

(%) 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

(%) 

Pemali       855,043  34.831 2,93 4,10 5,89 
Riau Silip    1,302,777  48.953 5,37 4,62 4,98 
Bakam        882,734  49.767 4,91 4,72 6,43 
Puding Besar        819,776  47.900 6,26 4,26 6,99 
Rerata 

Kabupaten 
10,016,946 44.149 4,84 4,07 5,85 

 
Untuk mencapai sasaran pembangunan sebagaimana yang terlihat pada tabel 

4.20, pembangunan di Kabupaten Bangka harus secara proprosional memperhatikan 

tingkat perkembangan wilayah dan karakteristik potensi perekonomian yang ada.  

Gambar 4.9 

Sasaran Pembangunan Kewilayahan  

Kabupaten Bangka Tahun 2018 

 

Dengan pembangunan yang proporsional ini, diharapkan pembangunan makro 

dapat mencapai targetnya. Dari  aspek pro poor, diharapkan pada tahun 2018 

terjadinya peningkatan beberapa indikator makro seperti PDRB yang mencapai 10,02 

triliun rupiah dengan sumbangan terbesar berasal dari Kecamatan Sungailiat, PDRB 

per Kapita meningkat menjadi 44,15 juta rupiah, dengan kontribusi terbesar berasal 

dari kecamatan Bakam dan tingkat kemiskinan mengalami penurunan hingga menjadi 
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4,07 persen, dengan kecamatan Pemali menjadi kecamatan dengan angka kemiskinan 

paling rendah. Dari aspek Pro Job, pembangunan 2018 diharapkan dapat menurunkan 

tingkat pengangguran diseluruh kecamatan, sehingga diharapkan secara agregat, 

tingkat pengangguran Kabupaten Bangka mengalami penurunan menjadi 4,07 persen, 

dengan kecamatan Sungailiat sebagai kecamatan yang memiliki tingkat pengangguran 

terkecil. Dari aspek pro growth, pembangunan harus disertai dengan peningkatan 

pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan, sehingga diharapkan 

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka di tahun 2018 mencapai 5,85 persen, 

dengan kecamatan Puding Besar sebagai kecamatan dengan pertumbuhan tertinggi 

sekaligus perndorong pertumbuhan wilayah lainnya, disertai dengan tingkat inflasi 

yang mengalami penurunan menjadi  3,23 persen. 

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan tersebut, pembangunan wilayah 

kecamatan tahun 2018 diarahkan pada pembangunan dengan fokus pada reformasi 

perekonomian sektoral dengan memperhatikan dimensi spasial. Dari dimensi spasial, 

pengembangan wilayah kecamatan harus memperhatikan dengan cermat RTRW 

Kabupaten Bangka. Dalam hirarki rencana sistem tata kota di Kabupaten Bangka, 

Sungailiat dan Belinyu menjadi pusat kegiatan lokal, Puding Besar menjadi Pusat 

Pelayanan Kegiatan Promosi, sedangkan Mendo Barat, Riau Silip, Bakam, Pemali dan 

Merawang menjadi Pusat Pelayanan Kecamatan. Dari dimensi perekonomian, untuk 

lebih meningkatkan dan mengembangkan kondisi perekonomian dalam rangka 

menciptakan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bangka adalah 

dengan cara mendorong sektor-sektor ekonomi yang memiliki daya saing, 

produktivitas dan efek multiplier yang tinggi dan sustainable. Perekonomian dengan 

produktivitas rendah dan cenderung stagnan hanya akan memberikan upah dan 

tingkat pengembalian modal yang rendah. Persaingan global yang semakin ketat akan 

mengakibatkan aktivitas perekonomian tersebut semakin lama semakin terpinggirkan. 

Sebaliknya perekonomian yang produktivitasnya tinggi dan dapat dipertahankan 

secara berkelanjutan akan memungkinkan pemberian upah dan tingkat pengembalian 

modal yang tinggi. Selain itu, upah yang tinggi akan mendorong masyarakat 

meningkatkan kualitas sumber daya ekonomi dan sumber daya manusianya.  

 Dalam konteks inilah, implikasi kebijakan pengembangan perekonomian di 

berbagai kecamatan adalah dengan terus mendorong, mengembangkan dan 

meningkatkan daya saing sektor yang memiliki tingkat keunggulan komparatif, 

kompetitif dan sustainable. Untuk memenuhi persyaratan sustainable ini, maka sektor-
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sektor dan komoditi yang berbasis unrenewable resource (pertambangan non migas, 

penggalian, industri logam dasar dan barang galian non logam) meskipun secara 

faktual mampu memberikan kontribusi perekonomian (PDRB) yang besar, namun tidak 

akan dikategorikan dalam kelompok unggulan dan berdaya saing tinggi. Sektor dan 

komoditi yang memiliki keunggulan daya saing tersebut selanjutnya harus 

dikelompokkan dalam beberapa prioritas pengembangan.  

Dengan konsep pembangunan yang menggabungkan aspek spasial dan ekonomi 

tersebut, kedepan diharapkan permasalahan disparitas pembangunan antar kecamatan 

di Kabupaten Bangka dapat dituntaskan dan  keseimbangan antara pertumbuhah 

ekonomi kecamatan maju dan tertinggal melalui investasi sumberdaya manusia, 

sumberdaya sosial, sumberdaya buatan dan sumberdaya alam dapat dikedepankan. 

Pentingnya pemecahanan masalah disparitas pembangunan di Kabupaten Bangka 

disebabkan beberapa hal berikut: (1) untuk mencapai pembangunan perekonomian 

yang stabil; (2) untuk medapatkan percepatan pertumbuhan ekonomi; (3) dalam 

rangka pemanfaatan dan konservasi sumberdaya secara berkelanjutan; (4) untuk 

menciptakan dan promosi kesempatan kerja; (5) untuk mengurangi tekanan beban 

penduduk pada sektor primer terutama sektor pertambangan; (6) untuk mengurangi 

tekanan dan dampak negatif ”urbanisasi” dan polusi; (7) untuk menghindari konflik 

dan stabilitas politik daerah;  dan (8) untuk menjaga stabilitas ketahanan daerah. 

4.4.2.1.  Pembangunan Wilayah Kecamatan Sungailiat 

Guna mencapai sasaran pembangunan tahun 2018, yang pro job, pro poor dan 

pro growth, dengan tanpa meninggalkan pro sustainable yang diindikasikan oleh 

besaran PDRB 4,52 triliun rupiah, PDRB per kapita 45,67 juta rupiah, tingkat 

kemiskinan 4,67  persen, tingkat pengangguran 3,32 persen dan pertumbuhan ekonomi 

5,69 persen, pembangunan kecamatan Sungailiat, diarahkan pada reformasi 

perekonomian sektoral dengan memperhatikan dimensi spasial. Dari dimensi spasial, 

dengan memperhatikan rencana sistem kota-kota yang terdapat hierarki dalam RTRW 

Kabupaten Bangka, arah pembangunan dan pengembangan  wilayah Kecamatan 

Sungailiat  adalah sebagai Pusat Kegiatan Lokal dan sebagai Pusat Wilayah 

Pengembangan I. 

Dalam konsep Wilayah Pengembangan I, wilayah pengembangan-nya, 

disamping Sungailiat sebagai pusat, juga mencakup daerah wilayah timur yaitu 

Kecamatan Pemali dan Merawang. Sebelah selatan berbatasan langsung dengan 

Ibukota Provinsi yakni Kota Pangkal Pinang, dan sebelah barat berbatasan dengan 
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Kecamatan Puding Besar dan Mendo Barat. Wilayah Pengembangan ini apabila 

dibandingkan luasnya dengan kedua WP lainnya, relatif kecil. Wilayah Pengembangan 

ini juga dilalui oleh jalan kolektor primer yang menghubungkan Kota Pangkal Pinang 

yang berfungsi sebagai PKW dengan Kota Sungailiat (PKL) dan Belinyu (PKL) yang di 

dalamnya terdapat koridor cepat tumbuh, yaitu di koridor Pangkalpinang – Sungailiat. 

Program dan kegiatan prioritas pada tahun 2018 Kecamatan Sungailiat selengkapnya 

secara spasial akan tergambarkan pada peta dibawah ini. 

 

Gambar 4.10 Program Prioritas Kecamatan Sungailiat 

Dengan konsep sistem perwilayahan ini, peran dan fungsi wilayah 

pengembangan Sungailiat pada tahun 2018 adalah sebagai; (1) Pusat pemerintahan 

Kabupaten Bangka; (2) Pusat pelayanan untuk wilayah bawahannya; (3) Wilayah 

pemasaran bagi produksi hinterland; (4) Pendorong perkembangan wilayah; (5) 

Penyedia sarana dan prasarana kota; (6) Pusat perdagangan & jasa; (7) Kegiatan 

Wisata; (8) Kesehatan; dan (9) Pendidikan. 

Dari aspek perekonomian wilayah, secara umum  pembangunan Sungailiat 

diarahkan pada pengembangan subsektor perekonomian dan komoditi, dengan 

spesialisasi dan prioritas pengembangannya, tersaji pada tabel berikut: 

Tabel 4.21 Pengembangan Sektor Perekonomian di Kecamatan Sungailiat 

No 
Prioritas 

Pengembangan 
Sektor 

1 I 

Industri Kayu, bambu, rotan dan perabot Rumah 
tangga 
Industri Kertas, percetakan dan penerbitan 
Industri Barang Logam, Mesin dan Peralatan 



Pemerintah Kabupaten Bangka 

RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2018                                         IV - 121 

  

No 
Prioritas 

Pengembangan 
Sektor 

Listrik 
Bangunan 
Perdagangan besar dan eceran 
Restoran 
Angkutan Jalan Raya 
Angkutan Laut 
Jasa penunjang angkutan 
Pos dan Telekomunikasi 
Bank dan lembaga keuangan bukan bank 
Jasa Perusahaan 
Jasa Administrasi Pemerintahan 

2 
II 

Perikanan, Peternakan dan hasil-hasilnya 
Industri Industri Makanan, Minuman dan Tembakau 
Air bersih 
Hotel 
Angkutan sungai, danau dan penyeberangan 
Jasa penunjang komunikasi, Sewa bangunan 
Sosial kemasyarakatan 
Hiburan dan rekreasi 

 Perorangan dan rumah tangga 

3 III 
Tanaman bahan makanan 
Tanaman perkebunan 

4 IV Kehutanan 
 

4.4.2.2.  Pembangunan Wilayah Kecamatan Belinyu 

Guna mencapai sasaran pembangunan tahun 2018, yang pro job, pro poor dan 

pro growth, yang diindikasikan oleh besaran PDRB 1.22 triliun rupiah, PDRB per kapita  

36,96 juta rupiah, tingkat kemiskinan 5,63 persen, tingkat pengangguran 4,04 persen 

dan pertumbuhan ekonomi 4,97 persen, pembangunan kecamatan Belinyu, diarahkan 

pada reformasi perekonomian sektoral dengan memperhatikan dimensi spasial. Dari 

dimensi spasial, dengan memperhatikan rencana sistem kota-kota yang terdapat 

hierarki dalam RTRW Kabupaten Bangka, arah pembangunan dan pengembangan  

wilayah Kecamatan Belinyu  adalah sebagai Pusat Kegiatan Lokal dan termasuk dalam 

Wilayah Pengembangan II.  

 Dalam konsep Wilayah Pengembangan II, Ruang wilayah Belinyu yang dapat 

dikembangkan untuk kegiatan Ekonomi yang berpotensi dan diharapkan dapat 

berkembang di masa yang akan datang diantaranya adalah: 
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1. Berkembangnya kawasan industri perikanan terpadu di wilayah Teluk Kelabat 

yang meliputi kawasan Teluk Kelabat yang berada di Kabupaten Bangka dan 

Bangka Barat;  

2. Kawasan Perkebunan di barat dan selatan, Kawasan Perikanan tambak di utara dan 

selatan, kawasan tamanan pangan lahan kering di utara dan barat, kawasan 

pertambangan di barat dan selatan;  

3. Wilayah Pengembangan II mengembangkan struktur wilayah seperti jaringan jalan, 

listrik, sistem air minum, pemakaman umum, tempat pengolahan akhir sampah, 

drainase, dan lain-lain kebutuhan infrastruktur kota   

Dengan konsep sistem perwilayahan ini, peran dan fungsi wilayah pengembangan 

Belinyu pada tahun 2018 adalah sebagai; (1) Pusat pemerintahan kecamatan; (2) 

Pelabuhan Laut Regional; (3) Kondisi eksisting yang memiliki tingkat kepadatan 

penduduk tinggi dengan keberadaan kawasan permukiman akan mempengaruhi 

munculnya aktifitas baru; dan (4) Adanya kegiatan Industri Perikanan Terpadu 

mendukung Kegiatan lainnya. Program dan kegiatan prioritas pada tahun 2018 

Kecamatan Belinyu selengkapnya secara spasial akan tergambarkan pada peta dibawah 

ini. 

 

Gambar 4.11 Program Prioritas Kecamatan Belinyu 
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 Dari aspek perekonomian wilayah, secara umum pembangunan Belinyu 

diarahkan pada pengembangan subsektor perekonomian dan komoditi, dengan 

spesialisasi dan prioritas pengembangannya, tersaji pada tabel berikut: 

Tabel 4.22 Pengembangan Sektor Perekonomian di Kecamatan Belinyu 

 

No 
Prioritas 

Pengembangan 
Sektor 

 I 

Kehutanan 
Industri Makanan, minuman dan tembakau 
Industri Kimia, karet, plastik, minyak bumi dan 
batubara 
Air bersih 
Restoran 
Angkutan sungai, danau dan penyeberangan 
Jasa penunjang komunikasi 
Sewa bangunan 
Jasa administrasi pemerintahan 
Perorangan dan rumah tangga 

2 II 

Perikanan 
Industri Kayu, bambu, rotan dan perabot rumah 
tangga 
Industri Barang logam, mesin dan peralatannya 
Listrik 
Bangunan 
Perdagangan besar dan eceran 
Angkutan jalan raya 
Angkutan laut 
Jasa penunjang angkutan 
Pos dan telekomunikasi 
Bank 
Lembaga keuangan bukan bank 
Jasa perusahaan 
Sosial kemasyarakatan  
Hiburan dan rekreasi 

3 III Tanaman bahan makanan 

4 IV 
Tanaman perkebunan 
Peternakan dan hasil-hasilnya 

 

4.4.2.3. Pembangunan Wilayah Kecamatan Mendo Barat 

Guna mencapai sasaran pembangunan tahun 2018, yang pro job, pro poor dan 

pro growth, yang diindikasikan oleh besaran PDRB 1,54 triliun rupiah, PDRB per kapita 

39,82 juta rupiah, tingkat kemiskinan 5,42 persen, tingkat pengangguran 3,27 persen 

dan pertumbuhan ekonomi 6,16 persen, pembangunan kecamatan Mendo Barat, 

diarahkan pada reformasi perekonomian sektoral dengan memperhatikan dimensi 
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spasial. Dari dimensi spasial, dengan memperhatikan rencana sistem kota-kota yang 

terdapat hierarki dalam RTRW Kabupaten Bangka, arah pembangunan dan 

pengembangan wilayah Kecamatan Mendo Barat adalah sebagai Pusat Pelayanan 

Kecamatan dan termasuk dalam Wilayah Pengembangan III.   

  Dalam konsep Wilayah Pengembangan III, yang berpusat di Puding Besar, 

dengan wilayah cakupan Kecamatan Puding Besar, Bakam, dan Mendo Barat,  

berbatasan dengan Kecamatan Pemali dan Merawang di timur, berbatasan dengan 

Kabupaten Bangka Tengah di selatan, berbatasan dengan Kabupaten Bangka Barat di 

utara dan berbatasan dengan Selat Bangka di barat, wilayah pengembangan-nya 

mempunyai wilayah terluas dari semua WP yang ada dan dilalui oleh jalan kolektor 

primer yang menghubungkan PKW Kota Pangkalpinang dengan Muntok dimulai dari 

ujung timur di Desa Kace Timur - Puding Besar-Desa Maras Senang yang berbatasan 

dengan Kabupaten Bangka Barat. Ruang yang dikembangkan untuk kegiatan ekonomi 

di masa datang adalah : 

1. Kawasan Perkebunan di barat dan selatan WP, kawasan tanaman pangan 

lahan kering yang membentang dari barat hingga timur, kawasan 

pertambangan di tengah dan barat daya serta kawasan wisata budaya Kota 

Kapur di Mendo Barat; 

2. Kawasan Perdagangan dan Jasa di sepanjang perbatasan antara Desa Kace 

Timur dan Pangkal Pinang. 

  Dengan konsep sistem perwilayahan ini, peran dan fungsi wilayah 

pengembangan Mendo Barat pada tahun 2018 adalah sebagai; (1) Pusat pemerintahan 

kecamatan; (2) Pusat kegiatan industri dengan basis utama komoditas hasil-hasil 

pertanian; (3) Wilayah pemasaran bagi produksi hinterland; (4) Pusat pelayanan untuk 

wilayah bawahannya; (5) Agropolitan; dan (6) Perkebunan. Program dan kegiatan 

prioritas pada tahun 2018 Kecamatan Mendobarat selengkapnya secara spasial akan 

tergambarkan pada peta dibawah ini. 
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Gambar 4.12 Program Prioritas Kecamatan Mendo Barat 

Dari aspek perekonomian wilayah, secara umum pembangunan Mendo Barat 

diarahkan pada pengembangan subsektor perekonomian, dengan spesialisasi dan 

prioritas pengembangannya, tersaji pada tabel berikut: 

Tabel 4.23 Pengembangan Sektor Perekonomian di Kecamatan Mendo Barat 

 

No 
Prioritas 

Pengembangan 
Sektor 

1. I 

Tanaman Perkebunan 
Perdagangan Besar dan Eceran 
 Restoran 
 Angkutan Jalan Raya 
 Lembaga Keuangan Bukan Bank 
 Jasa Perusahaan 
 Sosial Kemasyarakatan 
 Industri Makanan, Minuman dan tembakau 
 Industri Kimia, Karet, Plastik, Minyak Bumi dan 
Batubara 
Industri Barang logam, mesin dan peralatan 

2 II 

 Tanaman Bahan Makanan 
 Peternakan dan hasil-hasilnya 
 Kehutanan 
 Jasa Penunjang Angkutan 
 Sewa Bangunan 
 Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan 
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No 
Prioritas 

Pengembangan 
Sektor 

 Perorangan dan Rumah Tangga 
 Industri Kayu, bambu, rotan dan perabot RT 
 Listrik 

3 III 

 Hotel 
 Pengangkutan 
 Pos dan Telekomunikasi 
 Jasa Penunjang Komunikasi 
 Bank 
 Air bersih 

4 IV  Perikanan 

 

4.4.2.4.  Pembangunan Wilayah Kecamatan Merawang 

Guna mencapai sasaran pembangunan tahun 2018, yang pro job, pro poor dan 

pro growth, yang diindikasikan oleh besaran PDRB 1,39 triliun rupiah,  PDRB per kapita 

49,29 juta rupiah, tingkat kemiskinan 3,56 persen, tingkat pengangguran 4,24 persen 

dan pertumbuhan ekonomi 5,65 persen, pembangunan kecamatan Merawang, 

diarahkan pada reformasi perekonomian sektoral dengan memperhatikan dimensi 

spasial. Dari dimensi spasial, dengan memperhatikan rencana sistem kota-kota yang 

terdapat hierarki dalam RTRW Kabupaten Bangka, arah pembangunan dan 

pengembangan  wilayah Kecamatan Merawang adalah sebagai Pusat Pelayanan 

Kecamatan dan termasuk dalam Wilayah Pengembangan I.  

Dalam konsep Wilayah Pengembangan I, wilayah pengembangan-nya, 

disamping Sungailiat sebagai pusat, juga mencakup daerah wilayah timur yaitu 

Kecamatan Pemali dan Merawang. Sebelah selatan berbatasan langsung dengan 

Ibukota Provinsi yakni Kota Pangkal Pinang, dan sebelah barat berbatasan dengan 

Kecamatan Puding Besar dan Mendo Barat. Wilayah Pengembangan ini apabila 

dibandingkan luasnya dengan kedua WP lainnya, relatif kecil. Wilayah Pengembangan 

ini juga dilalui oleh jalan kolektor primer yang menghubungkan Kota Pangkal Pinang 

yang berfungsi sebagai PKW dengan Kota Sungailiat (PKL) dan Belinyu (PKL) yang di 

dalamnya terdapat koridor cepat tumbuh, yaitu di koridor Pangkalpinang – Sungailiat. 

Dengan konsep sistem perwilayahan ini, peran dan fungsi wilayah 

pengembangan Merawang pada tahun 2018 adalah sebagai: (1) Pusat pemerintahan 

Kabupaten Bangka; (2) Pusat pelayanan untuk wilayah bawahannya; (3) Wilayah 

pemasaran bagi produksi hinterland; (4) Pendorong perkembangan wilayah; (5) 

Penyedia sarana dan prasarana kota; (6) Pusat perdagangan & jasa; (7) Kegiatan 

Wisata; (8) Kesehatan; dan (9) Pendidikan. Program dan kegiatan prioritas pada tahun 
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2018 Kecamatan Merawang selengkapnya secara spasial akan tergambarkan pada peta 

dibawah ini. 

 

Gambar 4.13 Program Prioritas Kecamatan Merawang 

Dari aspek perekonomian wilayah, secara umum pembangunan Merawang 

diarahkan pada pengembangan subsektor perekonomian , dengan spesialisasi dan 

prioritas pengembangannya, tersaji pada tabel berikut: 

Tabel 4.24 Pengembangan Sektor Perekonomian di Kecamatan Merawang 

 

No 
Prioritas 

Pengembangan 
Sektor 

1 I Air bersih 

2 II 

Tanaman bahan makanan 
Industri Kimia, karet, plastik, m. Bumi dan batubara 
Hotel 
Hiburan dan rekreasi 

3 III 

Tanaman perkebunan 
Kehutanan 
Perikanan 
Industri Makanan, minuman dan tembakau 
Listrik 
Pos dan telekomunikasi 
Jasa penunjang komunikasi 
Administrasi pemerintahan dan pertahanan 
Perorangan dan rumah tangga 

4 IV Peternakan dan hasil-hasilnya 
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No 
Prioritas 

Pengembangan 
Sektor 

Industri Kayu, bambu, rotan dan perabot rumah 
tangga 
Industri Barang logam, mesin dan peralatannya 
Bangunan 

 

4.4.2.5. Pembangunan Wilayah Kecamatan Pemali 

Guna mencapai sasaran pembangunan tahun 2018, yang pro job, pro poor dan 

pro growth, yang diindikasikan oleh besaran PDRB 854,04 milyar rupiah,  PDRB per 

kapita 34,83 juta rupiah, tingkat kemiskinan 2,93 persen, tingkat pengangguran 4,10 

persen dan pertumbuhan ekonomi 5,89 persen, pembangunan kecamatan Pemali, 

diarahkan pada reformasi perekonomian sektoral dengan memperhatikan dimensi 

spasial. Dari dimensi spasial, dengan memperhatikan rencana sistem kota-kota yang 

terdapat hierarki dalam RTRW Kabupaten Bangka, arah pembangunan dan 

pengembangan wilayah Kecamatan Pemali  adalah sebagai Pusat Pelayanan Kecamatan 

dan termasuk dalam Wilayah Pengembangan I.  

Dalam konsep Wilayah Pengembangan I, wilayah pengembangan-nya, 

disamping Sungailiat sebagai pusat, juga mencakup daerah wilayah timur yaitu 

Kecamatan Pemali dan Merawang. Sebelah selatan berbatasan langsung dengan 

Ibukota Provinsi yakni Kota Pangkal Pinang, dan sebelah barat berbatasan dengan 

Kecamatan Puding Besar dan Mendo Barat. Wilayah Pengembangan ini apabila 

dibandingkan luasnya dengan kedua WP lainnya, relatif kecil. Wilayah Pengembangan 

ini juga dilalui oleh jalan kolektor primer yang menghubungkan Kota Pangkal Pinang 

yang berfungsi sebagai PKW dengan Kota Sungailiat (PKL) dan Belinyu (PKL) yang di 

dalamnya terdapat koridor cepat tumbuh, yaitu di koridor Pangkalpinang – Sungailiat. 

Dengan konsep sistem perwilayahan ini, peran dan fungsi wilayah 

pengembangan Pemali pada tahun 2018 adalah sebagai; (1) Pusat pemerintahan 

Kabupaten Bangka; (2) Pusat pelayanan untuk wilayah bawahannya; (3) Wilayah 

pemasaran bagi produksi hinterland; (4) Pendorong perkembangan wilayah; (5) 

Penyedia sarana dan prasarana kota; (6) Pusat perdagangan & jasa; (7) Kegiatan 

Wisata; (8) Kesehatan; dan (9) Pendidikan. Program dan kegiatan prioritas pada tahun 

2018 Kecamatan Pemali selengkapnya secara spasial akan tergambarkan pada peta 

dibawah ini. 
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Gambar 4.14 Program Prioritas Kecamatan Pemali 

Dari aspek perekonomian wilayah, secara umum pembangunan Pemali  

diarahkan pada pengembangan subsektor perekonomian, dengan spesialisasi dan 

prioritas pengembangannya, tersaji pada tabel berikut: 

Tabel 4.25 Pengembangan Sektor Perekonomian di Kecamatan Pemali 

 

No 
Prioritas 

Pengembangan 
Sektor 

1 I Hiburan dan Rekreasi 
2 II Perkebunan 

3. III 

Tanaman Bahan Makanan 
Kehutanan 

Perikanan 
Industri Kayu, Bambu, Rotan dan Perabot Rumah 
Tangga 
Industri Barang logam, Mesin dan Peralatan 
Listrik 
Bangunan 
Angkutan Jalan Raya 

Pos dan Telekomunikasi 
Bank 
Lembaga Keuangan Bukan Bank 
Sewa Bangunan 
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No 
Prioritas 

Pengembangan 
Sektor 

Jasa Perorangan dan Rumah Tangga 

4. IV 

Peternakan 
Industri Makanan  
Perdagangan 
Restoran 
Jasa Penunjang komunikasi 
Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan 
Sosial Kemasyarakatan 

 

4.4.2.6.  Pembangunan Wilayah Kecamatan Riau Silip 

Guna mencapai sasaran pembangunan tahun 2018, yang pro job, pro poor dan 

pro growth, yang diindikasikan oleh besaran PDRB 1,30 triliun rupiah,  PDRB per kapita 

49,77 juta rupiah, tingkat kemiskinan 5,37 persen, tingkat pengangguran 4,62 persen, 

dan pertumbuhan ekonomi 4,98 persen, pembangunan kecamatan Riau Silip, diarahkan 

pada reformasi perekonomian sektoral dengan memperhatikan dimensi spasial. Dari 

dimensi spasial, dengan memperhatikan rencana sistem kota-kota yang terdapat 

hierarki dalam RTRW Kabupaten Bangka, arah pembangunan dan pengembangan 

wilayah Kecamatan Riau Silip adalah sebagai Pusat Pelayanan Kecamatan dan 

termasuk dalam Wilayah Pengembangan II.  

  Dalam konsep Wilayah Pengembangan II, Ruang wilayah Riau Silip yang dapat 

dikembangkan untuk kegiatan Ekonomi yang berpotensi dan diharapkan dapat 

berkembang di masa yang akan datang diantaranya adalah: 

1. Berkembangnya kawasan industri perikanan terpadu di wilayah Teluk Kelabat 

yang meliputi kawasan Teluk Kelabat yang berada di Kabupaten Bangka dan 

Bangka Barat;  

2. Kawasan Perkebunan di barat dan selatan, Kawasan Perikanan tambak di utara dan 

selatan, kawasan  tamanan pangan lahan kering di utara dan barat, kawasan 

pertambangan di barat dan selatan;  

3. Wilayah Pengembangan II mengembangkan struktur wilayah seperti jaringan jalan, 

listrik, sistem air minum, pemakaman umum, tempat pengolahan akhir sampah, 

drainase, dan lain-lain kebutuhan infrastruktur kota. 

Dengan konsep sistem perwilayahan ini, peran dan fungsi wilayah 

pengembangan Riau Silip pada tahun 2018 adalah sebagai; (1) Pusat pemerintahan 

kecamatan; (2) Pelabuhan Laut Regional; (3) Kondisi eksisting yang memiliki tingkat 

kepadatan penduduk tinggi dengan keberadaan kawasan permukiman akan 
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mempengaruhi munculnya aktifitas baru; dan (4) Adanya kegiatan Industri Perikanan 

Terpadu mendukung kegiatan lainnya. Program dan kegiatan prioritas pada tahun 

2018 Kecamatan Riau Silip selengkapnya secara spasial akan tergambarkan pada peta 

dibawah ini. 

 

Gambar 4.15 Program Prioritas Kecamatan Riau Silip 

 Dari aspek perekonomian wilayah, secara umum  pembangunan Riau Silip 

diarahkan pada pengembangan subsektor perekonomian dan komoditi, dengan 

spesialisasi dan prioritas pengembangannya, tersaji pada tabel berikut: 

Tabel 4.26 Pengembangan Sektor Perekonomian di Kecamatan Riau Silip 

 

No 
Prioritas 

Pengembangan 
Sektor 

1 I Tanaman Perkebunan 
2 II  Kehutanan 

3 III 

 Perikanan 
 Industri Kayu, bambu, rotan dan perabotan RT 
 Bahan galian bukan logam 
 Bahan logam, mesin dan peralatan 
 Perdagangan besar dan eceran 
 Pengangkutan 
 Bank 
 Lembaga keuangan bukan bank 
 Sewa Bangunan 
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No 
Prioritas 

Pengembangan 
Sektor 

 Jasa perusahaan 
 Sosial kemasyarakatan 
 Perorangan dan rumah tangga 

4 IV 

 Tanaman bahan makanan 
 Peternakan dan hasil-hasilnya 
 Industri Makanan, minuman dan tembakau 
 Listrik 
 Restoran 
 Pos dan telekomunikasi 
 Jasa penunjang komunikasi 
 Administrasi pemerintahan dan pertahanan 
 Hiburan dan rekreasi 

 

4.4.2.7.  Pembangunan Wilayah  Kecamatan Bakam 

Guna mencapai sasaran pembangunan tahun 2018, yang pro job, pro poor dan 

pro growth, yang diindikasikan oleh besaran PDRB 880,73 milyar rupiah,  PDRB per 

kapita 48,95 juta rupiah, tingkat kemiskinan 4,91 persen, tingkat pengangguran 4,72 

persen dan pertumbuhan ekonomi 6,99 persen, pembangunan kecamatan Bakam, 

diarahkan pada reformasi perekonomian sektoral dengan memperhatikan dimensi 

spasial. Dari dimensi spasial, dengan memperhatikan rencana sistem kota-kota yang 

terdapat hierarki dalam RTRW Kabupaten Bangka, arah pembangunan dan 

pengembangan wilayah Kecamatan Bakam  adalah sebagai Pusat Pelayanan Kecamatan 

dan termasuk dalam Wilayah Pengembangan III.   

 Dalam konsep Wilayah Pengembangan III, yang berpusat di Puding Besar, 

dengan wilayah cakupan Kecamatan Puding Besar, Bakam, dan Mendo Barat,  

berbatasan dengan Kecamatan Pemali dan Merawang di timur, berbatasan dengan 

Kabupaten Bangka Tengah di selatan,  berbatasan dengan Kabupaten Bangka Barat di 

utara dan berbatasan dengan Selat Bangka di barat, wilayah pengembangan-nya 

mempunyai wilayah terluas dari semua WP yang ada dan dilalui oleh jalan kolektor 

primer yang menghubungkan PKW Kota Pangkalpinang dengan Muntok dimulai dari 

ujung timur di Desa Kace Timur - Puding Besar – Desa Maras Senang yang berbatasan 

dengan Kabupaten Bangka Barat. Ruang yang dikembangkan untuk kegiatan ekonomi 

di masa datang adalah : 

1. Kawasan Perkebunan di barat dan  selatan WP, kawasan tanaman pangan lahan 

kering yang membentang dari barat hingga timur, kawasan pertambangan di 

tengah dan barat daya serta kawasan wisata budaya Kota Kapur di Mendo Barat; 
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2. Kawasan Perdagangan dan Jasa disepanjang perbatasan antara Desa Kace Timur 

dan Pangkal Pinang. 

  Dengan konsep sistem perwilayahan ini, peran dan fungsi wilayah 

pengembangan Bakam pada tahun 2018 adalah sebagai; (1) Pusat pemerintahan 

kecamatan; (2) Pusat kegiatan industri dengan basis utama komoditas hasil-hasil 

pertanian; (3) Wilayah pemasaran bagi produksi hinterland; (4) Pusat pelayanan untuk 

wilayah bawahannya; (5) Agropolitan; dan (6) Perkebunan. Program dan kegiatan 

prioritas pada tahun 2018 Kecamatan Bakam selengkapnya secara spasial akan 

tergambarkan pada peta dibawah ini. 

 

Gambar 4.16 Program Prioritas Kecamatan Bakam 

Dari aspek perekonomian wilayah, secara umum pembangunan Bakam 

diarahkan pada pengembangan subsektor perekonomian, dengan spesialisasi dan 

prioritas pengembangannya, tersaji pada tabel berikut: 

Tabel 4.27 Pengembangan Sektor Perekonomian di Kecamatan Bakam 

 

No 
Prioritas 

Pengembangan 
Sektor 

1 I Kehutanan 
2 II Perkebunan 

3 III 
Tanaman Bahan Makanan 
Peternakan 
Perikanan 
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No 
Prioritas 

Pengembangan 
Sektor 

Industri Kayu, Bambu, Rotan dan Perabot Rumah 
Tangga 
Listrik 

4 IV 

Bangunan 
Perdagangan 
Restoran 
Angkutan Jalan Raya 
Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank 
Sewa Bangunan 
Jasa Perusahaan 
Jasa Administrasi Pemerintahan 
Industri Makanan, Minuman dan Tembakau 
Barang Logam, Mesin dan Peralatan 
Pos dan Telekomunikasi 
Jasa Pos dan Telekomunikasi 
Jasa Sosial 
Jasa Perorangan dan Rumah Tangga 

 

4.4.8.  Pembangunan Wilayah  Kecamatan Puding Besar 

Guna mencapai sasaran pembangunan tahun 2018, yang pro job, pro poor dan 

pro growth, yang diindikasikan oleh besaran PDRB 818,78 milyar rupiah, PDRB per 

kapita 47,90 juta rupiah, tingkat kemiskinan 6,26 persen, tingkat pengangguran 4,26 

persen dan pertumbuhan ekonomi 6,43 persen, pembangunan kecamatan Puding 

Besar, diarahkan pada reformasi perekonomian sektoral dengan memperhatikan 

dimensi spasial. Dari dimensi spasial, dengan memperhatikan rencana sistem kota-kota 

yang terdapat hierarki dalam RTRW Kabupaten Bangka, arah pembangunan dan 

pengembangan wilayah Kecamatan Puding Besar adalah sebagai Pusat Pelayanan 

Kegiatan Promosi  dan berada dalam Wilayah Pengembangan III.   

  Dalam konsep Wilayah Pengembangan III, yang berpusat di Puding Besar, 

dengan wilayah cakupan Kecamatan Puding Besar, Bakam, dan Mendo Barat, 

berbatasan dengan Kecamatan Pemali dan Merawang di timur, berbatasan dengan 

Kabupaten Bangka Tengah di selatan, berbatasan dengan Kabupaten Bangka Barat di 

utara dan  berbatasan dengan Selat Bangka di barat, wilayah pengembangan-nya 

mempunyai wilayah terluas dari semua WP yang ada dan dilalui oleh jalan kolektor 

primer yang menghubungkan PKW Kota Pangkalpinang dengan Muntok dimulai dari 

ujung timur di Desa Kace Timur - Puding Besar - Desa Maras Senang yang berbatasan 

dengan Kabupaten Bangka Barat. Ruang yang dikembangkan untuk kegiatan ekonomi 

di masa datang adalah : 
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1. Kawasan Perkebunan di barat dan  selatan WP, kawasan tanaman pangan lahan 

kering yang membentang dari barat hingga timur, kawasan pertambangan di 

tengah dan barat daya serta kawasan wisata budaya Kota Kapur di Mendo 

Barat; 

2. Kawasan Perdagangan dan Jasa di sepanjang perbatasan antara Desa Kace 

Timur dan Pangkal Pinang. 

  Dengan konsep sistem perwilayahan ini, peran dan fungsi wilayah 

pengembangan Puding Besar pada tahun 2018 adalah sebagai; (1) Pusat pemerintahan 

kecamatan; (2) Pusat kegiatan industri dengan basis utama komoditas hasil-hasil 

pertanian;(3) Wilayah pemasaran bagi produksi hinterland; (4) Pusat pelayanan untuk 

wilayah bawahannya; (5) Agropolitan; dan (6) Perkebunan. Program dan kegiatan 

prioritas pada tahun 2018 Kecamatan Puding Besar selengkapnya secara spasial akan 

tergambarkan pada peta dibawah ini. 

 

Gambar 4.17 Program Prioritas Kecamatan Puding Besar 

Dari aspek perekonomian wilayah, secara umum  pembangunan Puding Besar 

diarahkan pada pengembangan subsektor perekonomian, dengan spesialisasi dan 

prioritas pengembangannya, tersaji pada tabel berikut : 
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Tabel 4.28 Pengembangan Sektor Perekonomian di Kecamatan Puding Besar 

 

No Prioritas Pengembangan Sektor 

1 I 

Perkebunan 
Kehutanan 
Industri Makanan, minuman dan tembakau 
Industri Kayu, bambu, rotan dan perabot rumah 
tangga 
Sosial kemasyarakatan 
Perorangan dan rumah tangga 
Industri Barang logam, mesin dan peralatan 

2. II 

Listrik 
Bangunan 
Perdagangan 
Restoran 
Angkutan Jalan Raya  
Pos dan Telekomunikasi 
Lembaga Keuangan Bukan Bank 
Sewa Bangunan 
Jasa Perusahaan 
Administrasi pemerintah dan Pertahanan 
Tanaman Bahan Makanan 

3. III 
Peternakan 
Jasa Penunjang Komunikasi 

4. IV 
Perikanan 
Bank 

 

 


